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ABSTRAK

Judul : Pendapat Muhammad Abduh Tentang Poligami
Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum
Islam Di Indonesia.

Penulis : Mas’ud

NIM 2000018012

Poligami memang dikhususkan bagi yang mampu ekonomi dan
sanggup berlaku adil untuk tercapainya kemaslahatan luas. Syariat
Islam telah melarang zina bahkan memperketat keharapannya karena di
dalamnya terdapat dampak buruk terhadap etika, moral, nasab, dan
rumah tangga, oleh karena itu poligami patut dilonggarkan bagi laki-
laki yang memiliki kecenderungan untuk Dberpoligami dan
menyukainya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui: (1)
Pendapat dan istinbat hukum Muhammad Abduh tentang poligami (2)
Pendapat Muhammad Abduh tentang poligami relevansinya dengan
KHI di Indonesia. Permasalahan ini diuraikan melalui library research.
Menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data
primer berupa tafsir al-Manar khususnya tentang konsep poligami
dalam al-Qur’an yang diinterpretasikan Abduh, dengan pendekatan
kritis-filosofis yang akan penulis gunakan, yakni dengan menghimpun
data berupa fatwa dan pendapat Muhammad Abduh, serta poligami
dimasa nabi dan para sahabat, dan pendapat para ulama terhadap
poligami dari masa ke masa, serta aturan poligami di KHI.

Tidak diragukan lagi, bahwa Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, diatur untuk melindungi hak-hak perkawinan. Demi
mencapai kemaslahatan perkawinan di dunia dan akhirat. Untuk
mengimplementasikan semua ini, perlu dibuat aturan dan dirumuskan
pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang tentunya disesuaikan
dengan maqasid syariah. Jika aturan undang-undang tersebut sesuai
dengan tujuan syariat, maka tidak dianggap penyalahgunaan hak, begitu
pula sebaliknya. Relevansinya pendapat abduh diantaranya
mengidealkan sistem monogami sebagaimana aturan poligami di
Indonesia. Mengingat kondisi sosial politiknya sama persis dengan



kondisi dibentuknya aturan pemerintah tentang poligami. Di sisi lain,
pembatasan poligami dalam ayat tersebut masih dalam konteks
perbudakan yang pada saat itu legal, berbeda dengan konteks sekarang,
konteks perbudakan sudah dihapuskan. Pendapat Abduh yang
memperketat poligami adalah sangat relevan dengan aturan yang ada di
KHI. Abduh juga termasuk ulama yang berbeda dengan ulama
terdahulu yang membebaskan poligami tanpa intervensi pemerintah,
namun Abduh berfatwa terkait dengan kewenangan pemerintah, untuk
andil dalam hal pernikahan hususnya dalam hal poligami. Agar dapat
memberi perlindungan kepada perempuan dan keluarga, sudah
seharusnya pejabat berwenang mempersempit ruang poligami. Fatwa
Abduh di Mesir yang dianggap kontorvesi adalah: Boleh bagi hakim
untuk melarang poligami guna menjaga rumah tangga dari kerusakan.

Kata kunci: Poligami, Abduh, KHI.
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ABSTRACT
Title : Muhammad Abduh's Opinion About Polygamy
And Its Relevance To The Compilation Of Islamic
Law In Indonesia.
Author : Mas'ud
NIM :2000018012

Polygamy is indeed reserved for those who are economically
capable and are able to act fairly in order to achieve the broad benefit.
Islamic law has prohibited adultery and even tightened expectations
because it has a negative impact on ethics, morals, lineage, and
household, therefore polygamy should be relaxed for men who have a
tendency to polygamy and like it. This study is intended to find out: (1)
Muhammad Abduh's opinion and legal opinion on polygamy (2)
Muhammad Abduh's opinion on polygamy its relevance to KHI in
Indonesia. This problem is described through library research. Using
qualitative research using primary data sources in the form of al-
Manar's interpretation, especially regarding the concept of polygamy in
the Koran interpreted by Abduh, with a critical-philosophical approach
that the author will use, namely by collecting data in the form of fatwas
and opinions of Muhammad Abduh, as well as polygamy the time of
the prophet and his companions, and the opinion of the scholars on
polygamy from time to time, as well as the rules of polygamy in KHI.

There is no doubt that the Compilation of Islamic Law in
Indonesia is regulated to protect the rights of marriage. For the sake of
achieving the benefit of marriage in this world and the hereafter. To
implement all of this, it is necessary to make rules and formulate articles
in a law which is of course adapted to the maqasid of sharia. If the law
is in accordance with the objectives of the Shari'a, then it is not
considered an abuse of rights, and vice versa. The relevance of Abduh's
opinion is to idealize the monogamy system as the rules of polygamy

viii



in Indonesia. Given that the socio-political conditions are exactly the
same as the conditions for the formation of a government regulation on
polygamy. On the other hand, the restriction on polygamy in the verse
was still in the context of slavery, which at that time was legal, in
contrast to the current context, the context of slavery has been
abolished. Abduh's opinion that tightening polygamy is very relevant to
the existing rules in KHI. Abdubh is also a cleric who is different from
the previous ulema who freed polygamy without government
intervention, but Abduh gave a fatwa related to the government's
authority, to take part in marriage matters, especially in the case of
polygamy. In order to provide protection to women and their families,
the competent authorities should have narrowed the space for
polygamy. Abduh's fatwa in Egypt which is considered controversial
is: It is permissible for judges to prohibit polygamy in order to protect
the household from damage.

Keywords: Polygamy, Abduh, KHI.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad
yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah
penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta
perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda,
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya
dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
i Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
o Ba B Be
o Ta T Te




& Sa $ es (dengan titik di
atas)
Jim J Je
Ha h ha (dengan titik di
bawah)
s Kha Kh ka dan ha
5 Dal d De
5 Zal Z Zet (dengan titik di
atas)
5 Ra r er
3 Zai z zet
o Sin s es
o> Syin sy es dan ye
o Sad S es (dengan titik di
bawah)
= Dad d de (dengan titik di
bawah)
L Ta t te (dengan titik di
bawah)
3 Za z zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘ain koma terbalik (di
atas)
¢ Gain g ge
o Fa f ef
3 Qaf q ki
gl Kaf k ka
J Lam | el
. Mim m em
0 Nun n en
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3 Wau w we
A Ha h ha
. Hamzah ¢ apostrof
< Ya y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diffong.

1.

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab

i Fathah a a

_ Kasrah 1 1

i Dammah u u

2. Vokal Rangkap
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa
gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
L Fathah dan ya ai adanu
3 Fathah dan au adanu
wau
Contoh:
- K kataba
- g fa'ala
- g suila
- X kaifa
- I haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Nama Huruf Nama

Arab Latin

) Fathah dan alif a a dan garis di atas
atau ya
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-]

S Kasrah dan ya i dan garis di atas

s Dammah dan wau a u dan garis di atas
Contoh:
- Js qala
- & rama
- s qila

SN+ yaqulu
D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah,
kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang a/ serta bacaan
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kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu

ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
SN A V% raudah al-atfal/raudahtul atfal
- B isad al-madinah al-munawwarah/al-madinatul
munawwarah
- sl talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,
ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- X nazzala
-4 al-birr
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F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu
dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I”
diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gqamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanpa sempang.

Contoh:

xXvi



G. Hamzah

Jodi

ar-rajulu
al-qalamu
asy-syamsu

al-jalalu

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena

dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ta’khuzu
syai’un
an-nau’u

nna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

Xvil



harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan

juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
- S e B @ ) g Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa
khairurraziqin
- Bl g WE A Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak
dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di
antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama
diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- GJWigs s ddy Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin /

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- =) &) Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan
itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
- e Allaahu gaftrun rahim
e S () Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru
jamT an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini

perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Legalitas poligami memang dikhususkan bagi yang
mampu ekonomi dan sanggup berlaku adil untuk
tercapainya kemaslahatan luas, diantara salah satunya
adalah, bahwa ini adalah cara untuk meningkatkan populasi
suatu bangsa dengan peningkatan kelahiran di dalamnya,
poligami juga dapat membantu menjamin kebutuhan
perempuan yang lebih dari laki-laki di setiap negara karena
feminitas dalam kelahiran lebih tinggi dari maskulinitas,
dan karena laki-laki banyak mengahadapi hal yang
berpotensi mengarah ke kematian seperti ketika pergi
berperang, dan karena perempuan hidup lebih lama
daripada laki-laki pada umumnya, atas apa yang telah Allah

fitrahkan bagi mereka.

Syariat Islam telah melarang zina bahkan
memperketat keharamannya, karena di dalamnya terdapat
dampak buruk terhadap etika, moral, nasab, dan rumah
tangga, oleh karena itu poligami patut dilonggarkan bagi
laki-laki yang memiliki kecenderungan untuk berpoligami

dan menyukainya. Termasuk alasannya lagi, poligami



adalah upaya untuk menjauhi perceraian kecuali karena

darurat.!

Publik digegerkan dengan viralnya kisah poligami
yang dilakukan Mat peci, bahkan konon istri pertamanya
'Gelar Audisi' guna menyiapkan sang suami agar
melakukan poligami. Banyak yang heran dengan kisah
menarik di balik pernikahan poligami Mat Peci, Achie serta
Ochie sebagai istrinya. Achie yang merupakan istri
pertamanya memang jelas mengajukan dan meminta

suaminya agar berpoligami.

Awalnya sempat tidak digubris permintaan tersebut
sama sekali oleh Mat Peci, hal tersebut berlangsung selama
2 tahun. Namun, Achie secara sembunyi-sembunyi
membuat daftar wanita-wanita yang dirasa masuk kategori
dalam kualifikasinya untuk istri kedua suaminya yakni Mat
Peci. Akhirnya menemukan sosok Ochie,
Ochie mengaku bahwa dirinya tidak mengerti bahkan tidak

menyangka akan dinikahkan dengan Mat Peci.?

Fenomena lainnya juga terjadi pada kisah Lora

Fadil, yang berpoligami dengan tiga istri, bahkan anggota

! Ragid Rida, Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim, (Mesir: Dar al-Manar, 1367
H), jilid. IV,  348.
2 https://www.youtube.com/watch?v=Kt3YU9MybUM
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DPR Lora Fadil ini sempat punya istri keempat, Lora Fadil
menjadi salah satu yang menjadi pusat perhatian karena
menghadiri pelantikan beserta ketiga istrinya. Istri dia
diketahui bernama Siti Aminah, Novita, dan Yeni Kurnia.
Kekompakan mereka juga tampak dengan terus
mendampingi sang suami saat pelantikan. Hal tersebut juga
tampak dari kekompakan yang ditunjukkan melalui

seragam pakaian yang digunakan.

Dipantau dari Channel Youtube Hotman Paris
Show pada 23 Oktober 2019, ia menjelaskan tentang
alasannya berpoligami adalah supaya di surga nanti hal
demikian tidak menjadi masalah dan perdebatan,
menurutnya, “masih lebih ringan kita mempermasalahkan
poligami di dunia dari pada nanti di akhirat karena di sana
sudah kenikmatan semua, semuanya berupa kebahagiaan,
tidak mungkin kita akan masih mempermasalahkan
poligami," seperti itulah kata Lora kepada istri pertamanya
dirinya hendak mengungkapkan kemauannya untuk

berpoligami.’

* https://newsmaker.tribunnews.com/2019/11/10/fakta-anggota-dpr-
lora-fadil-miliki-3-istri-pernah-punya-yang-ke-4-singgung-cara-bagi-nafkah-
batin?page=2& ga=2.65009391.1734681480.1634545589-
246654477.1622250225



Baik dalam syariat nabi terdahulu maupun di masa
jahiliyah, tidak ada batasan untuk beristri, dan tidak terbukti
bahwa Isa a.s datang dengan spesifikasi membatasi
pernikahan, meskipun ada sebagian ulama yang menyangka
demikian seperti al-Qarafi, dan menurut kita itu tidak benar,
justru Islamlah yang datang secara khusus untuk membatasi
pernikahan, adapun asal usul pembatasannya, maka
hikmahnya jelas, dalam hal keadilan tidak semua orang bisa
melakukannya, dan jika poligami tidak ditegakkan atas
dasar keadilan di antara para istrinya, maka tatanan rumah
tangga akan rusak, kemudian akan ada fitnah di dalamnya,
dan timbullah kedurhakaan istri kepada suaminya, dan
durhakanya anak-anak kepada bapak-bapaknya karena
telah menyakiti istri-istri dan anak-anaknya, maka poligami
bukan menjadi solusi lagi melainkan adalah suatu

kepentingan yang harusnya tidak dibatalkan.*

Poligami baik secara teori maupun praktiknya
selalu menjadi kontroversi baik dulu hingga masa modern
ini. Sebagian pakar menganggapnya sebagai aturan pokok
yang legal secara agama, sama sekali bukan bentuk

eksploitasi kaum perempuan. Poligami merupakan

4 Tahir Bin ‘astr, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, (Tunis: Dar Suhunun li
al-Nasyri wa al-Tauzi’), 1997. IV: 227.
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perkawinan dengan lebih dari satu istri, namun tetap
mengacu pada batasan syariat Islam yang hanya
membolehkan maksimal dengan empat istri, karena ada
indikasi nash. Disamping praktik nabi yang berpoligami,
ada argumentasi populer dalam melegalnya secara agama

adalah firman Allah:
S el 5o 180 D G A6 A 3 1 2T s O
Gt s oKa e b 5 g s 3T 22 0 £ ug
1355 31

Dan jika kalian takut tidak akan dapat berperilaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan-perempuan yang yatim
(bilamana kamu mengawininya), = Maka  kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku
adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang
kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya (Q.S. al-Nisa/4: 3).”

Kontroversinya poligami merupakan perbincangan
yang lazim di negara-negara muslim. Sebenarnya pendapat
para pakar ini masih bisa dikategorikan dalam beberapa
kutub, yakni pemikir yang sangat pro dengan pemikiran
barat yang lebih keras dengan sistem pernikahan monogami,

dan pihak lainnya yang tetap berpegang pada mayoritas

5 Departemen Agama R, 4/-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung:
CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.



fikih konservatif mengakui sistem pernikahan poligami,
yakni dengan batasan maksimal empat istri. Mengingat
Islam tidak membawa tradisi poligami, namun poligami
sudah dipraktikkan di umat masa terdahulu tanpa aturan dan
tanpa batasan, hingga Islam datang untuk memberi konsep
yang mengarah pada kemaslahatan dan tujuan yang baik

dan mulia.®

Namun begitu, sungguh mencengangkan apa yang
diceritakan Ibn al-Arabi dalam kitab al-Ahkam, tentang
pendapat beberapa orang bodoh, namun tidak disebutkan
siapa yang berpendapat tersebut, bahwa mereka menyangka
ayat tentang poligami ini mengizinkan laki-laki untuk
menikahi sembilan wanita dengan ilusi bahwa diksi dua-
dua, tiga-tiga dan empat-empat adalah identik dengan diksi
dua, tiga dan empat, dan bahwa huruf atau kata sambung
Wawu tersebut adalah berfaedah untuk mengumpulkan, dan
nominal sembilan inilah yang dihimpun oleh Rasulullah
saw. sungguh ini adalah kebodohan yang mengerikan

tentang pengetahuan ilmu bahasa Arab.’

¢ Al-Qurtubt , al-Jami ‘ lil Ahkam al-Qur'an, (Kairo: Darul Kutub Al-
Mishriyah 1999), Jilid V,17.
7 ‘Asir, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, 223.
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Dalam Tafsir al-Qurtubi pendapat tersebut
dikaitkan dengan kaum Syi’ah Rafidah, dan beberapa orang
dari kalangan pengikut imam Dawud, dan beliau tidak
menjelaskan siapanya. Jelas ini bukan pernyataan imam
Dawud atau para muridnya. Sedang Ibn al-Faris
mengaitkannya dalam kitabnya Ahkam al-Qur'an pada
kaum yang tidak dianggap akan perselisihan mereka. Al-
Fakhr berkata: Mereka adalah orang-orang yang sia-sia, dan
al-Jassas tidak menganggapnya sebagai penentang sama
sekali. Ibn al-Faras menisbatkan terhadap suatu kaum,
terkait statemen bahwa tidak ada batasan dalam jumlah istri
dan mereka beranggapan bahwa batasan pada ayat poligami
diartikan: hingga berapapun jumlahnya.®

Kedua kelompok ini berpegangan dengan kondisi
bahwa Nabi saw. meninggalkan sembilan wanita, dan jelas
ini adalah pegangan yang lemah, karena itu adalah
kekhususan baginya, seperti yang ditetapkan oleh ijmak,
dan upaya mencari argumentasi gat 7 untuk mengekstraksi
hukum-hukum dari al-Qur’an adalah upaya terhadap hal
yang ditempuh para mujtahid dalam proses ijtihadnya

8 “Asur, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, IV: 223.
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dengan upaya  membingungkan, karena seharusnya

konstruksi ilmu bahasa Arab didasarkan pada kecerdasan.’

Menurut Abduh, dihalalkannya poligami sebab
adanya keadaan darurat pada masa nabi dan para sahabat,
yakni dengan argumentasi diantaranya: Pertama, lebih
sedikitnya jumlah laki-laki dibanding jumlah wanita gugur
dalam medan perang yang menjadi kebiasaan umat Islam
saat itu. Oleh karenanya patut menjadi solusinya dan
merupakan bentuk persuasi, kaum muslimin mempraktikan
poligami. Kedua, pada masa itu jumlah umat Islam manih
minor. Menurut Abduh para pakar harusnya mencermati
lagi masalah poligami mengingat jika memang kondisi
zaman sudah berubah maka sudah patutnya hukum dirubah

berlandaskan pada kaidah:
Flall Clo e paie a0
Poligami juga menjadikan suami tidak maksimal

dalam mencintai dan mempersulit hal nafkah dan

kenyamanan. '

° ‘Asir, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, 223.
1 Muhammad ‘Imarah, Al-A‘mal Al-Kamilah Li Al-Imam
Muhammad Abduh, (Beirut: Al-Mu’assasah Li Al-Tauzi® Wa Al-Nasr, 1972)
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Dengan sistem  poligami, perempuan dapat
mempunyai keturunan dan dapat mengajak keluarganya
untuk memeluk Islam. Ketiga, dapat terjalinnya hubungan
baik antar suku yang rentan pecah karena perang dan
konflik. Lain halnya dengan konteks sekarang, kondisi
sudah berbeda, berpoligami, menurut Abduh, potensi dan
rentan berpotensi perselisihan, cekcok, dan konflik antar

anggota keluarga hingga anak-anaknya.''

Para pakar modernis lebih condong mempersempit
praktik poligami, bahkan cenderung terkesan melarangnya
seperti Syekh Muhammad Abduh, yang berpandangan
bahwa poligami dapat merusak rumah tangga. Hal itu
disampaikan dalam karya monumentalnya Tafsir Al-Manar,
menurut Muhammad Abduh “Jika merenungkan akibat
buruk poligami saat ini, maka yakin tidak akan bisa tinggi
derajat suatu bangsa yang di dalamnya poligami

telah dilegalkan."

Suatu keluarga yang di dalamnya terdapat lebih

dari satu istri, maka tidak akan ada ketenangan, sebaliknya

"' Edi Darmawijaya, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum
Positif, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies,
Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

12 Rida, Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim, 349.
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seorang laki-laki bergotong royong dengan istrinya untuk
merusak rumah tangga, seolah-olah masing-masing dari
mereka adalah musuh bagi yang lain, kemudian anak-
anaknya juga berpotensi saling bermusuhan, sehingga
negatifnya poligami menjalar dari individu ke individu,
rumah dan dari rumah kemudian menjalar ke skala besarnya
terhadap rusaknya suatu bangsa. Di bawah ini adalah

redaksi pendapat Abduh dalam Tafsir Al-Qur’an Hakim:

oo Ol i (3 sl e (S b gaadl e e ) s 13]
OB (olagill sua g Led aal 3 0T u=Y SV &l ppr il
s ad ooy Yy (Jls & g Y dsly oo Olemg) ad ) el
A5 pgie Sl SO ol Sl e by o o Oglan
i Slrgl) 34a8 Bhndad cgde and ngian Vs e £ F 23

A UL ol ag el ]SS

Apabila memperhatikan mafsadah atau bahaya yang
ditimbulkan poligami pada zaman ini, maka pasti akan
memutuskan bahwa seseorang sama sekali tidak akan
mampu mendidik masyarakat yang di dalamnya ada praktik
poligami, karena rumah yang di dalamnya ada satu suami
yang memiliki dua orang istri cenderung tidak akan stabil
dan peraturan tidak akan berjalan. Bahkan suami dan istri-
istrinya bekerjasama merusakan rumah tangga itu. seakan-
akan setiap diantara mereka saling bermusuhan satu sama
lain, kemudian datang anak-anak yang saling memusuhi.
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Mafsadah poligami akan berpindah dari satu rumah ke
rumah lain kemudian menjalar pada umat."?

Muhammad Abduh membangun fikihnya atas
prinsip-prinsip fiqih intensional, yang mengambil maksud
dan tujuan utama agama sebagai dasar untuk memahami
syariat dan mengekstraksikan ketentuan-ketentuannya.
Ijtihad semacam ini berfokus pada gagasan bahwa seorang
pria tidak dapat mencapai keadilan diantara istri-istrinya
(jika Anda takut bahwa Anda tidak akan adil, maka satu istri
saja). Oleh karena itu, negara harus turun tangan untuk
mencegah poligami demi menjaga hak-hak perempuan dan
anak-anaknya.'*

Lebih lanjut Muhammad Abduh menegaskan:

caglil sl oly 1) Ly 4) 50 IS e Jazy )l OB asdl L
S5y i) Belha Wy o 1 slaadly Gyluall g o g
] s ool ey aleg gag lapd e olly Bsi> 28 Loy

LS a3 slad) S
Adapun saat ini bahaya yang menjadi konsekuensi dari
poligami menjalar pada anak dari orang tua, karena
(poligami) memicu perselisihan dan kebencian keluarga
mereka. Seorang anak tentu berpotensi memicu

pertengkaran pada saudaranya yang lain, suami susah dan
ribet dalam menjalakan tugasnya menunaikan hak-hak

13 Rida, Tafstr Al-Qur'an Al-Hakim, 349.
14 Rida, Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim, 349.
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anaknya karena dengan kedunguannya hanya menuruti istri
yang paling dicondongi, maka hal tersebut akan sedikit
banyak mulai merusak tatanan keluarga yang mestinya
harmonis. "

Keunikan abduh diantaranya, ia disebut sebagai
pembaharu di dunia Islam kontemporer, pemikirannya
banyak dikaji di universitas, bahkan fatwa-fatwanya
menjadi pedoman pembaharuan undang-undang di negara
Islam, tidak terkecuali pendapatnya tentang poligami yang
menjadi titik awal penafsiran yang berbeda dari penafsiran
konvensional, pendapatnya kemudian diikuti muridnya
seperti Roshid Ridha dan Ibnu ‘Asiir yang menjadi pejabat
penting di Tunisia yang merupakan negara yang
menganggap kriminal praktik poligami di negaranya
pemikiran Abduh juga mempengaruhi banyak pakar Islam
setelahnya semisal, Imam al-Maraghi, Abddul Raziq,
Jauhari Tantawi, Ali, Wajdi Farid, Amin Ahmad, Amin
Qasim, sedangkan di Indonesia menjadi bersumber pada
pemikiran tokoh seperti Surkati dan gerakan al-Irsyad, dan

pendiri pertama organisasi paling populer dl1.'®

15 Rida, Tafstr Al-Qur'an Al-Hakim, 349.
16 Nurlaclah Abbas, Muhammad Abduh: Konsep Rasionalisme
Dalam Islam, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 1, (2014): 51 - 68
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Fatwa-fatwa Muhammad Abduh itu bercirikan
kecenderungan toleransi, kemandirian berpendapat,
menjauhi taqlid, dan kesesuaian antara ruh Islam dengan
tuntutan kehidupan modern: seperti yang dikatakan Charles
Adams dalam bukunya al-islam wa al-tajdid fi al-misr.
Muhammad Abduh berstatemen: “Jika akal dan naql
bertentangan, dia mengambil apa yang ditunjukkan oleh
akal.” Dan setiap Muslim harus memahami tentang Tuhan,
dari Kitab Tuhan, dan dari Rasul-Nya dari kata-kata Rasul-

Nya, tanpa relasi siapa pun dari pakar salaf atau holaf."’

Turki juga mengadopsi pandangan serupa, yakni
tepatnya 1915 M. Otoritas pemerintah setempat
mencetuskan dekrit yang merefolusi hukum yang berlaku
sebelumnya dalam jalan pemikiran mazhab Hanafi yang
memang berhubungan hak-hak wanita kaitannya dengan
perceraian. Dijelaskan pada dekrit tersebut, alternatifnya
adalah dengan prinsip Tahoyyur (eklektik) yang
legalitasnya bersumber dari mazhab awal dan paling akhir.
Dekrit tersebut menegaskan bahwa istri dapat menggugat

ke pengadilan untuk cerai dengan alasan diabaikan

17 https://www.albayan.ae/books/from-arab-library/2017-04-04-
1.2905934
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suaminya atau adanya penyakit berdasar keterangan

dokter'®

Turki adalah negara Islam pertama yang
meresmikan larangan poligami. Dasarnya ada pada UU
yang tersusun dari 156 pasal yang berisi tentang hak-hak
dalam keluarga. UU inilah yang kemudian diberi nama
QOaniin Qarar al-Hugqiiq al-'Ailah al- Utmaniyyah (the
Ottoman Law of Family Rights) Tahun 1917. Penetapan
UU ini didorong semangat Tahoyyur, proses legilslasi yang
mulai menjadi trend pada era itu dan kemudian
diperkenalkan ke seluruh dunia muslim sebagai cita-cita

umum kodifikasi dan reformasi hukum keluarga.'’

Lebih lanjut bahkan logika terbaliknya datang dari
aktifis penggiat gender, bahwasannya jika suami boleh
memiliki lebih dari satu istri, maka sepatutnya istri juga
boleh memiliki lebih dari satu suami, mengingat keduanya
memiliki peran yang sama, sebagaimana urusan menjadi
kepala keluarga, suami dan istri adalah rukun pokok dalam

sebuah rumah tangga yang harus menjaga peran masing-

18 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia
dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim, cet. ke-1,
(Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007), 43.

19 Atho’ Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed), Hukum Keluarga
Di Dunia Islam Modern, cet. ke-1, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 39.
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masing, dan tidak boleh keliru dalam menjalankan
perannya masing-masing, terutama suami dalam tugasnya
mencari penghidupan keluarganya. Dalam konteks dewasa
ini sudah nampak kontras perbedaannya, dimana istri ikut
andil dalam menjalankan banyak tugas suami terutama
masalah kerja dan mencari nafkah untuk keberlangsungan

hidup keluarga.*’

Sementara di Indonesia asas perkawinan pada
asalnya menganut sistem Monogami, karena perkawinan
dalam Islam seperti disampaikan Musdah Mulia terbangun
mendirikan beberpa pokok pikirannya seperti : loyalitas
perjanjian abadi (misagan goliza), terus-menerus saling
cinta (mawaddah wa rahmah),  prioritaskan saling
menghormati, tata krama dan halus tutur kata (dikenal
dengan istilah mu ‘asyarah bi al-ma ‘rif), prinsip keadilan
yang lurus (al-musawah), prinsip pernikahan tidak
berpoligami.?!

Aspek-aspek ini juga juga dipertimbangkan oleh
Abduh dalam buku-bukunya, mengingat kondisi darurat

20 Umul Baroroh, Perempuan sebagai Kepala Keluarga, dikutip oleh
Sri Suhandjati Sukri (ed). “Bias Jender dalam Pemahaman Islam”
(Yogyakarta: Gama Media, 2002), 82.

2l Musdah Mulia, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaran dan
Keadilan Gender, (Yogyakarta: SM dan Naufan Pustaka, 2014), 24.
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semacam ini sangat penting untuk diberi solusi karena
aktual dan sangat potensial terjadi dalam suatu rumah
tangga, yang perlu sikap tegas untuk menjaga
keharmonisan rumah tangga dan menjaga keutuhannya

dengan baik agar sejalan dengan prinsip ayat
Poledt gt f s Aeapt

Ketika menafsirkan ayat poligami, Abduh
menyinggung banyak dampak negatif dari poligami yang
dapat merusak tujuan pokok yang harusnya dijaga dalam
agama menurut maqasid syariah. Menurutnya, jika kalian
hendak menganalisa efek negatif pologami , maka sangat
ngeri dan membuat merinding, hingga pada puncaknya
banyak fenomena pencurian, perusakan anggota tubuh
hingga pembunuhan yang dilakukan anggota keluarga yang
di dalamnya mempraktikkan poligami dan tidak terciptanya
keadilan di dalam rumah tangga. Memicu banyaknya pura-

pura dan kebohongan.**

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan

penulis diatas, makaperumusan yang akan diteliti sebagai

berikut:

22 Rida, Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim, 349.
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Bagaimana pendapat dan istinbat hukum Muhammad
Abduh tentang poligami ?
2. Bagaimana pendapat Muhammad Abduh tentang

poligami relevansinya dengan KHI di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis punya beberapa tujuan yang diharapakan atas
tulisan ini yang diantaranya adalah seperti:
1. Memaparkan pendapat dan istinbat hukum
Muhammad Abduh tentang poligami.
2. Memaparkan pendapat Muhammad Abduh tentang
poligami relevansinya dengan KHI di Indonesia.

. Kajian Pustaka

Penulis perlu sampaikan bahwa selain penulis
sudah banyak yang meneliti tentang poligami, termasuk
menilitinya dalam perspektif ragam tafsir, dan tentunya
banyak juga yang telah menganalisa dengan meniliti hal
tersebut secara general. Hal ini dapat dijumpai dalam
banyak literatur kajian tafsir maupun hukum Islam. Banyak
juga yang menulis analisis poligami dari sudut pandang

pakar yang beragam, seperti:

Bustamam Usman menulis artikel berjudul

Poligami Menurut Perspektif Fikih, ia menuturkan efek
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negatif dari praktik poligami di daerah Aceh, yakni tepatnya
daerah yang ada di wilayah pelosok pedesaaan Aceh yang
terpencil, diantara efek negatif tersebut diantaranya,
istrinya merasa tidak mendapat keadilan, sehingga sampai-
sampai harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dan anaknya pasca ditinggal suami.
Suami dihantui rasa gelisah dan dibayang-bayangi ketidak
cukupan ekonomi. Anaknya tidak mendapat cukup kasih
sayang dan perhatian yang memicu asa kurang hormat
kepada orang tuanya. Di situ juga dijelaskan tentang cara
menghindari dampak negatif poligami yakni dengan cara
lebih selektif dalam mencari pasangan baik dari segi bibit
bebet maupun bobot dan yang lebih penting masalah
agamanya, agar terbentuk tujuan pernikahan yang sakinah

mawadah harmonis.>

Agus Sunaryo juga menulis artikel berjudul
Poligami Di Indonesia, di situ dijelaskan terkait polemik
poligami di Indonesia, dari aspek sasaran masyarakat dan
dari aspek tokoh Indonesia yang mengomentari poligami

dengan argumen masing-masing, baik yang pro ataupun

23 Bustamam Usman, “Poligami Menurut Perspektif Figh”, Jurnal
Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni (2017): 11-
17.
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yang kontra, kemudian dijelaskan tentang kondisi
masyarakat yang sebagian salah mengartikan kesetaraan
gender lebih khususnya kaitannya dengan poligami, yang
pro menganggap aturan legalitas dan prosedur poligami
sudah mengimplementasikan arti kesetaraan gender,
sebaliknya menurut yang kontra menganggap poligami
sebagai bentuk diskriminasi dan subbordinasi dan merusak

tatanan kesetaraan gender.24

Muhibbuthabry menulis artikel berjudul Poligami
dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan kontemporer
versi negara Modern. Bahasannya terkait posisi poligami
dari legalitas hukumnya. Mayoritas otoritas pemegang
kekuasaan bangsa-bangsa muslim modern mengambil
peran dalam memperjuangkan legalitas aturan untuk
mempersempit peminat poligami, tidak terkecuali
Indonesia, dan tingkat tertingginya adalah menentukan
hukuman berupa sanksi untuk pelakunya, termasuk negara
Pakistan, Syria, Tunisia, Mesir, Malaysia. Karya tulis ini
berfokus pada meneliti dengan melakukan komparasi
antara aturan hukum keluarga yang berlaku di negara

muslim tersebut dengan teori fikih imam terdahulu. Karya

24 Agus Sunaryo, “Poligami Di Indonesia”, Jurnal Studi Gender &
Anak, Vol.5 No.1 Jan-Jun (2010): 143-167
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tulis ini menegaskan, dengan sama-sama berlandaskan
ghirah motivasi modernitas, masing-masing negara
mengupayakan sendi-sendi pembaruan dengan teknis
pelaksaan yang berbeda tentang praktik poligami. Hal ini
terbukti dan dapat terlihat dari perbedaan ketentuan dan
aturan tentang hukuman untuk orang yeng tetap melakukan

poligami.?

Rahmi menulis artikel dengan nama Poligami:
Penafsiran Surat Al-Nisa’ayat 3. la menjelaskan di
dalamnya tentang makna dan arti ayat poligami dalam kitab
suci, yang pada intinya adalah, membolehkan poligami dan
menganjurkan untuk cukup dengan satu istri, kajiannya
berfokus pada istinbat hukum tentang ayat poligami yang
terdapat di surat al-Nisa’ ayat 3 dan 129.%

Zunly Nadia juga menulis artikel berjudul,
Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlurrahman.
Menurutnya Teori double movement yang dijadikan acuan

Fazlurrahman untuk memahami ayat poligami. Zunly

25 Muhibbuthabry, “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-
Undangan NegaraNegara Modern.” Al-ahkam, No. 1, Vol. XVI, Januari
(2016): 23-33.

26 Rahmi, “poligami: penafsiran surat Nisa’ ayat 3 dalam kafa’ah”,
jurnal ilmiah kajian gender, Vol. V no. 1, (2015): 40-48.
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sendiri menyimpulkan dalam tulisannya bahwasannya,
pada konteks saat ini sudah patutnya poligami dihapuskan,
ia menganggap bahwa dengan penghapusan tersebut tidak
serta merta menjadikan kontra terhadap ayat al-Qur'an,
namun justru memberi pemahaman bagaimana kitab suci
memberi solusi setiap problem pada setiap kondisi dan

konteks yang sesuai.”’

Di sini penulis lebih fokus untuk membedah
pandangan Muhammad Abduh terkait poligami,
dikarenakan beliau tokoh modern yang memiliki gagasan
awal paling tidak sepakat dengan poligami, beliau sangat
kukuh dengan pandangannya bahwa kondisi semacam
perbedaan kondisi dunia Islam, antara awal dibolehkannya
poligami dengan kondisi zaman modern sekarang. Hal ini
juga dipraktikkan dalam aturan dan prosedur poligami yang
diatur ketat bahkan dipersulit ruangnya oleh aturan KHI.
Sisi lainnya, padahal sebelum turunnya ayat poligami pun,
kondisi manusia sudah mempraktikkan poligami bahkan
dengan sistem yang lebih kacau dan lebih tidak manusiawi,
Islam hanya mengkoordinir dan mengatur agar lebih bijak

dan lebih manusiawi dan lebih menghormati derajat wanita.

27 Zunly Nadia, "Membaca Ayat Poligami bersama Fazlur Rahman",
Jurnal Mukaddima, Volume 2, No. 1, (2017): 56-59.
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Saat ini penulis mencoba membedah dengan teori
maqasid syariah karena Abduh termasuk tokoh yang
melandaskan pendapatnya dan penafsirannya pada arah
magqasidiy, khususnya dengan versi al-Syatibi, yang belum
digunakan para peniliti terdahulu untuk membahas ijtihad
yang melarang poligami semacam pendapat Muhammad
Abduh dan para pakar yang sependapat dengannya.

E. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian
kualitatif yakni kajian yang akan digunakan adalah
tentang praktik poligami dalam al-Qur’an yang
diinterpretasikan ulama dan hususnya Abduh.
Pendekatan kualitatif ialah merupakan pendekatan
penelitian yang digunakan untuk meneliti tentang
kondisi objek alamiah yang diteliti, di mana peneliti
ialah menjadi kunci instrumen, teknik penghimpunan
data digunakan, analisis datanya bersifat induktif, dan
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna

dari pada generalisasi. **

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, (2011), 35.

22



Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk
mendapatkan data terkait hasil penafsiran ayat poligami
oleh Muhammad Abduh melalui riset kepustakaan
(library research) dari berbagai referensi yang revelan
dengan pokok bahasan mengenai penafsiran
Muhammad Abduh tentang poligami dalam kitab Tafsir
al-Manar, serta berupaya melakukan komparasi
penyaringan dengan melakukan perbandingan dengan

menggunakan analisis teori maqasid syariah.

Apabila dilihat dari sifat dan tujuannya
penelitian ini merupakan bagian dari penelitian
deskriptif-eksplanatif, yakni dengan menguraikan
deskripsi terlebih dahulu bagaimana penafsir poligami,
kemudian menjelaskan argumentasi para tokoh khusus
Abduh, lalu menimbang dan mengkritisi menggunakan

teori maqashid syariah.

Pendekatan kritis-filosofis adalah menjadi
pendekatan yang akan penulis gunakan, yakni dengan
menghimpun dan mengulas pendapat Muhammad
Abduh tentang poligami, poligami di masa nabi dan
para sahabat, dan pendapat para ulama terhadap hukum
poligami masa ke masa, serta poligami dalam KHI di

Indonesia. Lalu mengupayakan menemukan struktur
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fundamental dari pemikiran tersebut. Pendekatan yang
memang identik dengan istilah hermeneutik, karna
melalui pendekatan tersebut penulis berharap dapat
menganalisis dan menemukan keterkaitan antara
penafsiran poligami berupa teks yang harus digaris

bawahi dengan analisa teori maqasid syariah.”’
2. Sumber Data Penelitian

Data-data yang akan diteliti terdiri dari data
primer yaitu kitab Tafsir al-Manar yang oleh penulisnya
dikemas dalam pembahasan yang sistematis dan aktual,
sejalan dengan pemikiran yang diusung pengarangnya
yakni Muhammad Abduh sang mufasir yang
mengusahakan gaya baru dengan menafsirkan ayat
secara logis walaupun berkaitan dengan mu'jizat al-

Qur'an.

Data-data sekunder yang digunakan adalah
buku-buku, kitab atau artikel yang mengulas
pemikiran Muhammad Abduh, kemudian jurnal-jurnal

tentang poligami, perkembangan pemikirannya di

2 George N. Sfeir, The Tunisian Code of Personal Status (Majallat
Al-Ahw Al Al-Shakhsiy Ah), Vol. 11, No. 3, (Summer, 1957): 13-15.
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negara muslim, hukum, figih, bahasa arab, dan jurnal-

jurnal yang mengkaji keislaman.
3. Teknik Pengumpulan Data

Mendokumentasikan data-data yang
menyangkut penafsiran Muhammad Abduh dalam
Tafsir al-Manar, yang notabennya sebagai sumber
primer. Sedangkan data yang relevan dengan analisis
diupayakan dilacak dari literatur dan hasil penelitian
terdahulu. Sumber sekunder ini juga agaknya sangat
diperlukan, kaitannya dalam rangka memperkuat hasil

analisis yang akan dihasilkan.
4. Analisis Data

Langkah-langkah metodologis penelitian yang

akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penulis menentukan tokoh objek kajian sekaligus
objek formal menjadi titik fokus kajian, yakni
Muhammad Abduh dalam kitab Tafsir al-Manar,
dengan objek formal kajian tersebut adalah khusus

tentang poligami.

2. Menginventarisasi data dan menyelesaikannya,

khususnya karya Muhammad Abduh dalam Tafsir
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al-Manar, dan buku-buku lain yang terkait dengan
penelitian ini, yang kemudian dikomparasikan

dengan teori Magasid Syariah.*

3. Data yang telah dihimpun akan diupayakan dengan
cermat dan disaring melalui metode deskriptif guna
mengetahui dengan benar penafsiran poligami

tersebut secara konprehensif.

4. Analisis kritis akan digunakan oleh penulis terhadap

penafsiran poligami tersebut, serta,

5. Argumentasi ilmiah masing-masing pakar,
kemudian disaring dengan teori Maqasid Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun dalam  penulisan tesis, penulis
menggunakan sistem seperti dibawah ini :

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kajian pustaka, jenis penelitian, kemudian sistematika

penulisan.

30 Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul

Qur’an, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), 55.
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Bab II : Poligami dalam kitab fikih, tafsir dan KHI,
bab ini berisi tentang poligami dalam kitab fikih dan tafsir,
poligami dalam KHI dan teori maqasid syariah

Bab III: Poligami menurut Muhammad Abduh,
pada bab ini menjelaskan tentang biografi Muhammad
Abduh, karya-karya Muhammad Abduh, sosial politik di
Masa Muhammad Abduh, gagasan pemikiran Muhammad
Abduh, poligami Menurut Muhammad Abduh dan konsep

pernikahan ideal menurut Muhammad Abduh.

Bab IV: Pendapat abduh tentang poligami dan
relevansinya dengan KHI, bab ini menjelaskan tentang
pendapat Abduh tentang poligami tinjauan magqasid
syariah, relevansi pendapat Abduh tentang poligami dengan

Kompilasi Hukum Islam.
Bab V: Penutup. Penulis mengisinya dengan

kesimpulan dan tidak lupa memberi saran yang dapat

diupayakan peneliti selanjutnya.
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BAB 11
KETENTUAN UMUM POLIGAMI
DALAM KITAB KLASIK, TAFSIR DAN KHI DI INDONESIA

A. POLIGAMI DALAM KITAB FIKIH DAN TAFSIR
1. Pengertian Poligami

Poligami pada dasarnya menurut KBBI
menyatakan bahwa definisinya adalah praktik menikah
dengan lawan jenis yang lebih dari satu dalam satu waktu
atau dalam satu waktu yang sama. Praktik poligami
inilah yang kemudian menjadi akar kata dari
berpoligami. *' Untuk lebih jelasnya terkait definisi

poligami sebagai berikut:

a) Secara etimologi kata asal poligami adalah dari
bangsa Yunani dengan kontruksi kata ‘poli’ atau
‘polus’ memiliki makna jamak, dan kata ‘gamein’
atau ‘gamos’ memiliki makna kawin.

b) Secara terminologis atau istilah, poligami ialah
pernikahan dengan lawan jenis yang jumlahnya
banyak atau lebih dari satu dan terikatnya masih

dalam masa yang sama. Jadi pada dasarnya poliandri

31 W. J. S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 1984, 693
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ialah bentuk pernikahan dengan suami lebih dari satu,
adapun poligami adalah bentuk pernikahan dengan
istri lebih dari satu atau banyak. Namun praktik di
kalangan masyarakat poligami ialah pernikahan
yang mana suaminya satu sedangkan istrinya banyak.
Lawan dari poligami yakni istrinya satu suaminya
banyak dalam satu waktu. Sebaliknya dengan
monogami yang merupakan praktik perkawinan
dengan satu pasangan lawan jenis saja tidak boleh
banyak atau lebih dari satu.*?

Istilah yang populer tersebut yang sama dengan
definisi poligami dalam Islam. Sedangkan di dalam
agama Islam dikenal istilah poligami adalah bentuk
pernikahan yang mana suami memiliki lebih dari
satu istri dalam satu waktu. Akan tetapi dibatasi
dengan empat orang istri saja hal ini didasarkan oleh

surat al-Nisa’* (4): 3 yakni sebagai berikut:

32 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta,
Ichtiar Baru Van Hoeve, (1993): 107.
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Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku
adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim
(bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi
dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki,
yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya (Q.S. al-Nisa/4: 3).>*

Poligami dipahami oleh sebagian kalangan
yang disinyalir dari orang syi’ah yang bahkan
membolehkan lebih dari empat atau lebih dari
sembilan istri, dengan landasan ayat yang sama.
Namun yang paling banyak diyakini kebenarannya
oleh para ulama dan selaras dengan yang
dipraktikkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad

Saw adalah batasan maksimal empat istri, dilarang

poligami melebihi dari empat istri.**

33 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,

(Bandung: CV. Jumanatul Ali, 2005).
3% Al-Syaukani, Fath al-Qadir: al-Jami’ Bain Fann al-Riwayah wa
al-Dirayah min ‘llm al-Tafsir, Beirut: Dar al-Fikr, 1973, 1, 420.
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Dari sisi literatur bahasa Inggris, asal kata
poligami adalah dari Poligamy dan disebut ta‘addud
alzawjat menurut arab klasik, yakni menikahi
banyak perempuan secara bersamaan dan
bebarengan tanpa ceraikan salah satu. Begitu pula
dengan istilah poliandri dalam bahasa Inggris
disebut poliandry dan disebut fa ‘adud al-bu il atau
ta’adud al-azwaj dalam bahasa Arab, yakni
pernikahan di mana jumlah pria lebih banyak atau
lebih dari satu. Maka berpoligami adalah menikahi
lebih dari satu wanita sedangkan berpoliandri
dikenal dengan pernikahan yang mana jumlah
suaminya banyak sedang istrinya satu, sedangkan
jika seorang wanita yang bersuami lebih dari

seorang pria disebut poliandri.*®

Sayid Sabiq yang merupakan pakar fikih
modern menuturkan dalam kitabnya yang paling

populer:
B e 3 pOY) b 1316l OIS plad) s O 2iad
djgﬁM\ jT EN] Y] pY g cidaldl 3 "'J"‘Sb dﬁjuj\ (PE9)

35 Mahjuddin, Masailul Fighiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi
“Hukum Islam” Masa kini, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 59-60.
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Sistem poligami sebenarnya sudah meluas dipraktikkan
oleh kebanyakan bangsa sebelum kedatangan Islam.
Diantara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami
adalah bangsa Ibrani, bangsa Arab sebelum Islam, dan
bangsa Saqaliba yang sekarang mayoritas menjadi
penghuni di negara Rusia, Lithuani, Estonia, Polandia,
Cekoslowakia, Yugoslavia, Jerman, Swiss, Belgia,
Belanda dan Inggris. Kemudian beberapa bangsa
Jerman raya dan Saxon yang sebagian besar
penduduknya sekarang disebut Austria, Jerman, Belgia,
Swiss, Denmark, Belanda, Norwegia, Swedia, dan
Inggris. Jadi tidak benar apa yang mereka klaim bahwa
Islam telah membawa sistem poligami ini.*®

Lebih lanjut Sayid Sabiq menjelaskan:
PR )l Y ol sae sl OF SUAS” a5,ad
cug.«aj\j cu\j c%jﬁk€y\w31b Y Y el sde 3 A

pade plad) s OF e wisesiy b O3 ez s 0L

36 Sabiq, Fighu al-Sunnah, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011),
Cet. ke-2, jilid 2, 122.
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Faktanya, bahwa sistem poligami masih lazim sampai
saat ini di kebanyakan bangsa yang tidak percaya Islam,
seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Maka tidak benar
apa yang mereka klaim bahwa sistem poligami ini
terbatas pada negara-negara yang menganut Islam. Pada
hakikatnya, agama Kristen pada dasarnya tidak ada
hubungannya dengan larangan poligami. Hal ini
dikarenakan tidak ada teks eksplisit dalam Alkitab yang
menunjukkan larangan tersebut. *’

e gyl 18 Uyl Ll e Bl ) 040V 05 L1 0187131
éj‘ Z\,Jjj\ @J)Y\ V.AY\ (.lau OV Y 5 L 3’.‘})-“ ENE fUm
Ol Ml Obsll osnd oy = V1 Jof (3 Aol L o250
Qelal Jle Wy (gule 25aal) Doyl suw o2 s S -
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Jika para pendahulu Eropa pertama memeluk Kristen
mengikuti sistem monogami atau satu istri, maka itu
hanya karena sebagian besar negara-negara Eropa
penyembah patung di mana agama Kristen pertama kali
menyebar - yaitu bangsa-bangsa Yunani dan Romawi -

memiliki tradisi mereka yang melarang poligami yang
legal. Kemudian mereka, setelah masuk Kristen,

37 Sabiq, Fighu al-Sunnah.
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mengamalkan apa yang mereka temukan pada nenek
moyang mereka sebelumnya. **

ol & el B Ll agid dogl) sumy ol oSN ol 03)
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Oleh karena itu, sistem monogami atau satu istri bagi
mereka bukanlah sistem susulan yang dibawa oleh
agama baru yang mereka masuki, melainkan sistem
lama yang dijalankan pada masa kekafiran pertama
mereka. Hal tersebut adalah Sistem gereja modern yang
diperkenalkan, setelah itu menetapkan larangan
poligami dan mempertimbangkannya sebagai larangan

ajaran agama. Meskipun Injil sendiri tidak memuat apa
pun yang menunjukkan larangan ini. *

V) Boeisly s 3 Ay 4 Ol e pllas OF (IS dRA,
adaie ol SLasVI B &l o e yladt (3 dedill Cgntd
by plaar W elale G35 LSTa s Al el 8
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38 Sabiq, Fighu al-Sunnah.
39 Sabiq, Fighu al-Sunnah.
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Hakikatnya memang demikian, bahwa sistem poligami
tidak muncul dalam bentuk yang jelas kecuali pada
peradaban masyarakat maju. Sementara itu, sedikit atau
tidak ada penyebarannya pada masyarakat primitif yang
terbelakang, seperti yang diputuskan oleh sosiolog dan
sejarawan peradaban, terutama Woster Mark, Hobhaus
, Heller, dan Genenberg. *°

il ST 3 WL alad) O 4ol g allas OF L) s
S o e s ) Ognidl ag Sl 15T
o S s e @ eondl By dlyds Akl s 502 4l
sl dgell anad) Oeil) = (Lgxsiy

3V Ely By ¢ e f eyl s gl OF G e
G omidl 2y Bladl 3 S il cabl G Cseddl
Loty Wty ¥l ol A 4] ) dpall oo gl
Q) R sy Ll jsld ) pndlly (Wi
sl dl e

Terlihat bahwa sistem perkawinan monogami adalah
sistem yang berlaku di kebanyakan bangsa-bangsa yang
terbelakang dan primitif. Masyarakat yang hidup
dengan berburu, atau mengumpulkan buah-buahan yang
diberikan alam secara spontan, dan pada masyarakat
yang banyak berpindah dari keprimitifannya, dan
mereka adalah orang-orang yang baru mengenal
pertanian.

Sedangkan sistem poligami tidak tampak dalam bentuk
yang jelas kecuali pada bangsa-bangsa yang melewati

40 Sabiq, Fighu al-Sunnah.
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suatu tahapan besar dalam peradaban. Mereka adalah
bangsa-bangsa yang telah melewati tahapan budaya
perburuan primitif ke tahapan budaya mengelola ternak,
memelihara, menggembalakan dan
mengeksploitasinya.  Bangsa-bangsa yang telah
melampaui budaya pengumpulan buah-buahan dan
pertanian primitif ke tahap pertanian modern.*'

Secara spesifik tidak dapat diketahui urutan tahun
terbentuknya sistem poligami, baik di wilayah bangsa
barat maupun timur. Namun praktik poligami ini sudah
berlaku dan dianggap hal wajar di lingkungan umat
manusia, baik dikalangan tokoh Nabi, pejabat pemerintah,
ahli rohani, prajurit perang, tokoh penting kerajaan. Dari
kalangan para nabi diketahui ternyata umur nabi Ibrahim
hidup hingga 5.000 SM. mempraktikkan sistem
berpoligami dengan menikahi Hajar dan Sarah Sarah.
Disusul dengan catatan sejarah bahwa keturunannya yakni
nabi Yakub bin Ishak juga berpoligami, bahkan jumlahnya
istrinya adalah empat orang yang dua diantaranya ada
hubungan darah kakak beradik. Mengingat pada masa
tersebut belum dilarang menikahi kakak beradik

sekaligus.*?

1990),

41 Sabiq, Fighu al-Sunnah, 123.
42 Bibit Suprapto, Liku liku poligami, (Yogyakarta, Al-Kautsar,
107-108.
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2. Dasar Hukum Poligami

Islam mengizinkan seorang pria untuk menikah
lebih dari satu dengan tujuan kemaslahatan atau masing-
masing manfaat yang telah disebutkan para pakar Islam.
Poligami diizinkan dengan batasan yang termaktub
dalam Al Qur'an, Allah berfirman dalam surat al-Nisa'
ayat 3:

NER VR A TRIER CHIEA RN R FE
SN RN N R T

1545 N 93f s
Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap
anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah
perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga
atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam
memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka),
maka nikahilah satu orang perempuan saja atau
nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang

demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya
(Q.S. al-Nisa/4: 3).*

Sebab turun ayat poligami adalah **:

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,
(Bandung: CV. Jumanatul Ali), 2005.

4 Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir Al-Wasit, (Jakarta: Gema Insani, 2013),
jilid 1, 282.
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Sahabat bernama Urwah anaknya Zubair menanyakan
perihal kasus tersebut pada Aisyah r.a, kemudian
Aisyah menjawab “wahai keponakanku, bahwa ada
anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan
walinya. Lalu si wali tertarik dengan harta dan
kecantikannya, kemudan wali tersebut hendak
menikahinya tanpa membayar mahar secara adil. la
tidak memberi mahar seperti ia berikan kepada
perempuan-perempuan yang lain. Lalu orang-orang
dilarang melakukan tindakan semacam itu, dan mereka
dianjurkan untuk menikahi perempuan- perempuan
(lain) yang disukai-nya dua, tiga atau empat”.

Pada Ayat di atas, Allah melegalkan dan
mengizinkan berpoligami namun maksimal empat
wanita saja, dan dengan syarat sanggup berbuat adil
terhadap istri-istrinya. Ulama ahli sunah sepakat bahwa
hukumnya haram menikahi lebih dari empat wanita dan
harus dihukum Had jika sadar dan mengetahui
keharamannya. Beberapa penafsir sesat menyatakan

bahwa diperbolehkan bagi seorang pria untuk menikah
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dengan sembilan perempuan, mengambil arti tekstual

dari ayat al-Nisa’ ayat 3 yakni kata “% u; aly &7 itu

ditafsirkan bahwa huruf “wawy” dalam ayat
dimaksudkan sebagai /il jam’i. Dan karena Nabi
Muhammad saw. sendiri menikah dengan sembilan
orang wanita. Pendapat tersebut tidak dibenarkan dan
bertentangan dengan ijma’ yang telah disepakati serta

mengabaikan sunnah. Rasullah Saw telah bersabda:**
u}‘a @AU JJJ u;-b i}Ma) du L;..L&j w‘ CSM‘}“ J
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Rl ”jQLTJ»(;J:\’\“m\LS»OJ&\&W&u
ujmfsud‘d‘fjw‘dw”u‘“ﬂ‘w’b

slxg u)&\JMfJJW\

Telah berkata Wahb Al-Asadi; aku masuk Islam
delapan, kemudian aku memberi tahunya kepada Nabi
saw. Nabi saw. bersabda: "Pilihlah empat orang diantara
mereka." Abu Daud berkata; dan Ahmad bin Ibrahim
telah memberi tahunya kepada kami, telah memberi
tahu kita Husyaim dengan hadis ini, telah berkata Qais

4 Wahbah Al-Zuhaili, Fighu Al-Islami Wa Adillatuh, (Jakarta: Gema
Insani, 2012), jilid 9, 667.
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bin Al Harits -sebagai ganti Al Harits bin Qais, Ahmad
bin Ibrahim berkata; inilah yang benar, yaitu bernama
Qais bin Al Harits, telah memberi tahu kita Ahmad bin
Ibrahim, telah memberi tahu kita Bakr bin
Abdurrahman seorang hakim di Kufah, dari Isa bin Al
Mukhtar dari Ibnu Abu Laila, dari Humaishah bin
Aisyah Syamardal dari Qais bin Al Harits dengan
maknanya (HR. Abu Dawud).*®

Sebagaimana jelas ditunjukkan oleh Yang
Maha Kuasa tentang sulitnya melakukan keadilan
mutlak antara perempuan yang dipoligami . Artinya
bahwa suami tidak mampu, dan mereka tidak dalam
kekuatan mereka untuk memiliki keadilan yang
sempurna di antara para istri, karena keadilan sempurna
menuntut  kehadiran cinta yang setara dan
kecenderungan hati kepada mereka secara setara. Hal ini
tidak mungkin dan mustahil, oleh karenanya Allah
memaklumi dan mengampuni apa yang tidak mungkin,
dan hanya melarang apa yang mungkin dengan memberi
batasan,
artinya, jangan terlalu condong, sehinéga melalaikan

hak-hak dan kewajiban. Akan tetapi berlaku adillah

46 Imam Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1990), Jilid VI, 272, nomer hadist 2241.
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dalam hal yang mampu dan wajar sperti sandang,
pangan papan dan sejenisnya. Diharuskan adil diantara
para istri, tidak seperti cinta dan persetubuhan dan
sejenisnya. Yang Maha Kuasa berfirman dalam surat al-
Nisa' ayat 129:
o BB e gl el G 1 O ke 1y
5523 3k O i 36 13885 ipadead il g0
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di
antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin
berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu
biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari
kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. al-Nisa/4:
129).%7

Ayat ini mengizinkan kepada para suami yang
hendak berpoligami dengan banyak istri. Ingat, mustahil
bagi kalian melakukan adil terhadap istri kalian
meskipun dengan cara apapun, karena adil sempurna
sangat mustahil. Terutama masalah hati yang tidak
dapat diukur, karena keadilan itu merupakan suatu hal

yang sulit diwujudkan dan bahkan diluar batas

47 Departemen Agama RI, 4I-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung:
CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.
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kemampuan kamu, walaupun kamu dengan sungguh-
sungguh sangat mengupayakan hal tersebut.

Oleh sebab itu, hindarilah sikap lebih
cenderung terhadap sebagian pasangan, hingga
mengabaikan istri yang lain dan menjadikan istri yang
lainnya menjadi cemburu dan terabaikan, tidak
mendapat  perhatian, menjadikan  status  istri
menggantung tidak jelas, dicerai juga tidak. Dan apabila
kamu menghindari sifat lalim tersebut dan mau berbuat
kebajikan dan menjauhi sifat zalim seperti di masa
lampau, pasti kita jumpai Allah Maha Pengampun atas
dosa-dosa yang kamu lakukan, Maha Penyayang
dengan memberikan rahmat kepadamu.

Meskipun demikian dapat diupayakan keadilan
yang sifatnya relatif atau nisbi seperti keadilan dalam
hal sandang, pangan dan papan atau semisalnya yang
bersifat materil, Nabi saw. pernah berkata:

o el Yy el Lod sods W el L e a1l
Plbly 1 3 gl J6y e

Ya Allah, ini adalah pembagian saya dalam apa yang
saya miliki, mohon jangan salahkan saya untuk apa
yang Anda miliki dan saya tidak memiliki. Artinya:
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masalah hati, ** sedangkan para ahli tafsir berkata:

dalam cinta dan persetubuhan (HR. Ahmad).*

Islam melegalkan poligami bagi orang yang
cakap finansial dan adil untuk mencapai kemaslahatan
umum, diantaranya adalah bertambahnya jumlah suatu
bangsa dengan bertambahnya kelahiran di dalamnya,
dan diantaranya adalah memberi jaminan tanggung
jawab terhadap perempuan yang lebih banyak dari laki-
laki jumlahnya, dan diantaranya adalah menghindari
zina yang diharamkan oleh syariat karena dapat
merusak moral, akhlak, nasab, dan tatanan keluarga, dan
diantaranya adalah niat menjauhi perceraian kecuali
karena darurat atau terpaksa.*’

Membatasi diri dengan satu istri adalah hak
bagi mereka yang takut akan ketidakadilan diantara para
istri, yaitu kurangnya kesetaraan diantara mereka dalam
hal nafkah, pakaian, keceriaan wajah, interaksi, dan

menghindari kerugian dari segala sesuatu yang berada

4 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Beirut: Dar al-Fikr,
1993), Jilid VI, 144.

4 Muhammad bin Jarir, Tafsir al-Tabari, (Beirut: Dar al-
Ma‘rifah 2000), Jilid Vv, 313
S0 Rida, Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim, 349.
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di bawah kemampuan manusia dengan mengecualikan

perihal kecenderungan hati.’!

Ayat {(.ijbf\ &&0s G 5 54-153) adalah referensi

ketentuan alternatif yang membebaskan seseorang dari
ketidakadilan, karena poligami berpotensi
mengarahkannya berbuat zalim, sekalipun
mengerahkan usahanya berbuat adil karena keinginan
dan kelalaian dalam jiwanya. Dengan demikian,
membatasi seorang dengan satu istri adalah langkah
antisipasi dari potensi kezaliman, sebagaimana ayat
tersebut memberi intruksi anjuran untuk membatasi diri
pada satu istri untuk mensterilkan keturunan dan
mengurangi nafkah, sehingga mereka menyimpan uang
suaminya dan mengalihkan kebutuhannya. >

Kita juga melihat dalam sunnah Nabi yang
mulia bahwa Nabi saw. tidak pernah memerintahkan
dalam hadis-hadisnya kepada siapa pun yang telah
menikahi seorang wanita untuk menikah lagi, tetapi
Sunnah mengintruksikan sebaliknya, yaitu bahwa siapa

pun yang telah menikahi banyak wanita, maka harus

U< Asar, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, 153.
32 < A§ar, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, 153.
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diceraikan darinya sehingga dia tetap dalam jumlah
batasan maksimal, seperti yang disebutkan dalam hadis
Salim dari ayahnya, bahwa Ghaylan bin Salamah Al-
Thaqafi memeluk Islam dan ada sepuluh wanita menjadi
istrinya. dan Nabi berkata kepadanya: "Pilihlah empat

dari mereka".*?

3. Syarat-syarat Poligami

Syariah Islam menetapkan syarat-syarat untuk
peminat poligami, yakni:
1. Memberikan keadilan diantara para istri
Keadilan yang dimaksud adalah adil dalam
batas wajar kemampuan manusia, yaitu kesetaraan
diantara para istri dalam hal materi nafkah, interaksi
dan komunikasi yang baik, dan tempat tinggal,
karena firman Yang Maha Kuasa: An-Nisa: 3 /4].
Allah SWT telah memerintahkan untuk membatasi
diri pada satu istri jika seseorang takut berbuat lalim
dan tidak adil diantara para istri.
Di dalam Islam poligami dibolehkan dengan

syarat-syarat tertentu. Kita ketahui bahwasannya

33 Ahmad, Musnad Ahmad, Jilid VI, 288.
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sebelum turun ayat 3 pada surat An-Nisa, sebetulnya
poligami sudah ada dan sudah menjadi tradisi
banyak suku bangsa bangsa, dan dan tidak luput dari
apa yang menjadi praktik haliah para Nabi sebelum
Nabi Muhammad saw, ayat poligami di atas hanya
membatasi bukan membawa syariat legalitas
poligami, dengan catatan dibatasi hanya sampai
empat istri saja. Adil yang menjadi syarat pokok
yang disinggung pada ayat di atas adalah keadilan
dalam banyak aspek, yaitu:

a) Adil perihal pemberian nafkah dan biaya hidup
anak-anak dan istrinya baik dalam hal makan,
minum, serta pakaian untuk menutup aurat dan
lain sebagainya.

b) Adil dalam pemberian tempat tinggal yang
layak karena pilar pokok melangsungkan hidup
yang layak tidak cukup hanya makan dan
minum saja namun harus terpenuhinya tempat
tinggal yang layak.

c) Adil menggilir istri-istrinya, seperti masalah
durasi waktu gilirannya, misal satu istri diberi

giliran satu malam maka suami harusnya juga
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menggilir istri lainnya dengan jatah satu malam
juga.

d) Adil ketika bepergian bersama istri harus diatur
sebagaimana mestinya, hal ini diatur oleh ulama
fikih dengan adanya sistem undian bagi suami
yang berpoligami ketika hendak melakukan

suatu perjalanan keluar rumah.>*

Poligami sangat terkait dengan syarat pokok
utama yakni kemampuan berlaku adil kepada
seluruh istri-istri yang dipoligami, oleh karenanya
barang siapa yang tidak bisa merealisasikan prinsip
keadilan kepada seluruh istri-istrinya, maka dilarang
melakukan poligami dan cukup dengan satu istri saja.
Meskipun begitu ketika tetap menikah lebih dari satu
padahal dalam faktanya tidak bisa berlaku adil
terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, maka
nikahnya tetap sah namun berdosa, dan diharapkan

dikemudian hari mengupayakan agar berusaha

5% Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy, Sunan Ibnu
Majah, Jilid 1, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 618.
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berlaku adil dalam hal yang dituntut oleh syariat
Islam.”

Seseorang yang mempraktikkan poligami,
ada yang menganjurkan agar memberikan tempat
tinggal yang berbeda terhadap masing-masing
istrinya. Tiap-tiap istrinya agar menempati rumah
terpisah dari istri lainnya, tentunya rumahnya pun
harus sama, kecuali apabila istri-istrinya rela dan
bersedia ditempatkan dalam satu rumah bersama.
Jika suami tersebut tinggal di dalam sebuah rumah
sendiri, tidak bersama istri-istrinya, maka tentu
pertemuan suami dengan istri-istri tersebut harus
disamakan dan dilakukan mengutamakan asas
seadil-adilnya.

Ulama fikih mayoritasnya menyatakan
bahwa sangat tidak mungkin untuk bisa
diwujudkannya suatu keadilan yang bersifat
kualitatif. Pakar fikih seperti ‘Abdu al-Rahman Al-
Jazirty menjelaskan dalam kitabnya bahwa

menyamakan hak berupa kebutuhan seksual, rasa

55 Muhammad Asy Syaarif, Poligami itu Wajib?,(Yogyakarta:
Mumtaz, 2012), 35.

5 Sulaiman Rasyid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo,2012), 392.
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cinta dan kasih sayang diantara istri-istri yang
dipoligami bukan termasuk aspek keadilan yang
wajib bagi orang yang berpoligami. Mengingat
mustahilnya berlaku adil dalam hal pembagian cinta
dan kasih sayang, karena hal tersebut merupakan
naluriah yang timbul tak dapat diatur kemampuan
manusia. Oleh sebab itu sangat dianggap wajar jika
seorang suami tertarik pada salah seorang istrinya
melebihi istri-istrinya.”’

Menurut Al-Maragt, ada beberapa kondisi
yang menjadi faktor diperbolehkannya berpoligami,
yakni:

a) Apabila istrinya mandul, memiliki kelainan
rahim sedangkan mereka mengharapkan
mencita-citakan hadirnya keturunan;

b) Ketika istri sudah lebih dulu monopous
(berhenti haid), serta kesanggupan suami bila
menikah kembali dengan istri baru;

¢) Untuk terjaga dari zina
Mungkin sebab psikologi dalam hubungan
seksual yang berlebih;

57 ‘Abdu al-Rahman al-Jazirly, Al-Fighu ‘ala Al-Madahib Al-
Arba ‘ah, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), 239.
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d) Jika pejabat berwenang telah menyatakan
bahwa jumlah wanita lebih banyak dari pria
e) Rasio perbedaan tersebut sangat kontrak tinggi
melambung.*®
Dalam hal membatasi praktik poligami ini,
mayoritas ulama sepakat terkait menyikapi prakatek
berpoligami bahwa seorang laki-laki boleh
berpoligami dengan batasan empat istri dalam satu
waktu dan tidak boleh lebih dari empat istri,
sebagaimana perintah Nabi saw. terhadap sahabat
bernama Ghoilan yang masuk Islam padahal masih
memiliki 10 istri di bawah tanggung jawabnya.>
Keadilan yang dimaksud di dalam poligami
bukanlah keadilan - sebagaimana dijelaskan dalam
hukum perkawinan yang sah - di dalam hal rasa
sayang, cinta, dan kecenderungan hati. Hal tersebut
tidak dimaksudkan, karena tidak mungkin dan tidak
akan mampu bagi siapa pun, dan hukum hanya
mengamanatkan apa yang mampu dilakukan

manusia, sehingga tidak ada pembebanan dalam

8 Al-Jazirly, Al-Fighu ‘ald Al-Madahib, 182.
%9 Muhammad Jawad Mughiniyah, Figih Lima Madzhab, (Jakarta:
Lentera 1996,) 333
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urusan watak naluri manusia yang tidak dapat
dikendalikan oleh suatu kehendak, seperti cinta dan
benci.

Namun, kekhawatiran cinta mengambil alih
hati adalah hal yang mungkin terjadi, sehingga
Syariah memperingatkan dalam satu ayat yang
mulia: {Dan Anda tidak akan bisa adil di antara
wanita, dan jika Anda tertarik, jangan condong
sepenuhnya,  menyebabkan  meninggalkannya
seperti wanita yang digantung} [An-Nisa: 129/4].
Itu semua untuk mengukuhkan keadilan, dan tidak
terjerumus ke dalam kezaliman terhadap wanita,
dengan menyia-nyiakan seorang sebagai wanita
yang statusnya digantung, bukan lagi istri yang
menikmati hak perkawinan, dan dia pun tidak
dicerai.”

Orang yang bijak adalah, dia yang dapat
memperkirakan hal-hal sebelum terjadi, dan
menghitung potensi kemungkinan dan keadaan.
Ayat tersebut adalah peringatan akan bahaya motif
dan emosi pribadi. Tidak seperti yang diklaim

beberapa orang, dengan menetapkan keadilan itu

0 Al-Zuhaili, Fighu Al-Islami Wa Adillatuh, 670.
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tidak mungkin terwujud, maka poligami itu dilarang,
karena ketidakmungkinan mewujudkan syarat
kebolehannya.

Adil adalah esensi pokok dan syarat utama
dibolehkannya poligami. Suami yang tidak berlaku
adil dengan segala hal yang berkaitan dengan anak
dan para istri seperti menggilir, memberi nafkah dan
lainnya, maka suami tersebut dikecam oleh Islam.
Akan mendapatkan ancaman kelak di hari kiamat
dan harus mempertanggung jawabkan dosanya
tersebut. Bahkan Nabi saw.menyamakannya kelak
di hari kiamat berjalan layaknya miring. Tidak halal
bagi suami untuk mendahulukan sebagian anaknya
daripada sebagian yang lain dalam pemberiannya,
dan ia harus berlaku adil terhadap kedua istrinya.
Nabi bersabda:
M’&J@y:j@ﬁ;g%&&z};ﬂ@ﬁ\fﬁaﬁj&;

s g ) g5 5T iy ) 0 oty
291> gl oly
Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW

bersabda : Barangsiapa yang mempunyai dua orang
istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka
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ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya
miring (HR. Dawud).®!

Dalam kitab Shahih Bukhari juga
disebutkan:

Jewy Al 4 o> ol UTW‘&\ P O JLuﬂ\O:—
M\M@\wémwyjpJujwuj@.;&\gu‘&\
Je Y B Salze ‘,.@.lfi\ﬂlji cdd s 1B (Rhke 4;:19_97)
BB Ry Gy e e el Y gl Ry gy o2
4.“\319.9 Jj.é G-je ZJB LV.(J‘}IJ o~ \j_LU«B
Diceritakan dari An-Nu'man ibn Basir bahwa
ayahnya sowan kepada Nabi saw. datang
bersamanya menemui Rasulullah saw. Kemudian
mengadu; "Aku hadiahkan anakku ini sebagai
ghulam (pembantu)". Kemudian Nabi menimpali:
"Apakah semua anakmu kamu hadiahkan seperti
ini?". Dia merespon: "Tidak". Maka beliau
berstatemen: "Kalau begitu, lebih baik kamu bawa
pulang kembali" (HR. Bukhari).®?
2. Kesanggupan memberi nafkah
Tidak diperbolehkan menurut syariat

menikah, baik dengan satu atau lebih dari satu istri,

kecuali dengan terpenuhinya kemampuan untuk

! Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-
[lmiyyah, 1990), 249.

2 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr,
1404H/1984M), 237.
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menyiapkan biaya pernikahan dan segala
tuntutannya. Serta diteruskan dengan menunaikan
tunjangan yang diwajibkan terhadap suami untuk
istrinya, dalam hadis disebutkan barang siapa
mampu atas ba’'ata. Kata ba’ata adalah biaya
nikah. © Hadis Nabi s.a.w selengkapnya sebagai
berikut:

Q.A’:J\M &;cwjgwchwa\u;fjjw

e i Jo 8 0250 61 J6 B 18
owj..;l_e ¢ a;,u‘vgwa/tw\uﬁ ¢ uw\ G0 L:’ " : /"/3

du&)\wuﬁcg;&;d La&uﬁcgzw.:«\gocgé-
&M&csyig\jcw&jcﬁ/i:;k-s Jﬁc:Lg':

qu»‘cfju»‘c.mw“m&agi;
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3 Al-Zuhailiy, Fighu Al-Islamiy Wa Adillatuh, 671.
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Rasulullah saw. bersabda: "Wahai para pemuda,
siapa diantara kalian yang telah memperoleh
kemampuan menghidupi kerumahtanggaan,
kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu
lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga
kemaluan. Dan, barang siapa belum mampu
melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena
puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual (HR.
Muslim).®*

Begitu pula Firman Allah SWT (surat nomer
dua : 233)

°§’°‘*JL’ u‘rsﬁ &4—5)) d s35all ;;l‘)

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara yang maruf...” (Al-
Baqarah: 233).%

Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman:

/a,;&{i“m;ﬂf }L»'«S_;.t;lié :)5:1%:‘);&;7\5\ /./.e:u :aj

64 Imam Muslim, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
2000), Jilid-6, 7, Nomer Hadis: 2486.

5 Departemen Agama R, Al Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta,
Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al Qur’an, Departemen
Agama RI, 2005, 70.

55



“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah
hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah
memberi kemampuan kepada mereka dengan
karunian-Nya” (An-Nur/33).%

Sedangkan kewajiban membiayai keluarga
bagi suami bukan bagi istrinya adalah salah satunya

hadis Nabi yakni saat menunaikan haji perpisahan

sebagaimana di bawah ini:

54 dul Sh sl (Bls ole 4B Ll gy i) 3

ARS 5 o 1S A kS B el
AN,

“Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita.

Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian.

Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan

kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat

Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan

rezki dan pakaian dari kalian".%’

Dalam ayat lain Allah berfirman:

Y0267 & 5l 1) ol 5 g s (e e 55 A
fod b 33 0 s WET G V) ki 31 IS

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah

menurut kemampuannya. Dan orang yang

disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah
dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya.

% Departemen Agama RI, 692.
7 Departemen Agama RI, 198.
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Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang
melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan setelah kesempitan” [Al-Thalag/ 7].°®
Dalam hadis Nabi saw., disebutkan melalui
lisan Rasul s.a.w, bahwasannya Allah swt. telah
menjelaskan tentang keutamaan memberi nafkah
kepada keluarga. Rasulullah saw. menjelaskan,
bahwa banyak sekali aspek infak dan ketakwaan.
Antara lain apa yang dibelanjakan untuk jihad di
jalan  Allah, apa yang dikeluarkan untuk
membebaskan budak, apa yang diinfakkan untuk
orang-orang yang membutuhkan, dan apa yang
dibelanjakan untuk keluarga dan tanggungan. Akan
tetapi yang terbaik adalah, infak/ pengeluaran untuk
kebutuhan keluarga. Karena pengeluaran untuk
kebutuhan keluarga dan anak-anak adalah adalah
wajib. Sedangkan pengeluaran wajib lebih agung

pahalanya daripada yang sunah. Nabi saw. bersabda:

A o @) Jgy JB 06— 1 o) 5n ol o
gy @ il syl Jow 3 asiil sy 1—phuy ale

% Departemen Agama RI, 123.
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Dari Abu Hurairah -radiyallahu 'anhu-, ia berkata,
Rasulullah  -sallallahu  'alaihi  wa  sallam-
bersabda, "Dinar yang engkau infakkan di jalan
Allah, dinar yang engkau infakkan untuk
membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan
kepada orang miskin, dan dinar yang engkau
nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling
besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk
keluargamu" (HR. Muslim).*’

Dalam diwayat lain Nabi bersabda:
S0 535 B35 ezbl g i oU 525 Slaki caabl e
335 Eaabl G 5 i B0 545 Ay ceabl L 5 i

Apa yang engkau berikan untuk memberi makan
dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu, dan
apa yang engkau berikan untuk memberi makan
anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa
yang engkau berikan untuk memberi makan orang
tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa
yang engkau berikan untuk memberi makan isterimu,
maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang
engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu,

9 Muslim, Sahih Muslim, 995.
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maka itu adalah sedekah bagimu (HR. Ibnu
Majah).”

Bahkan dalam satu riwayat diceritakan
bahwasannya Hindun binti Utbah datang kepada
Rasul saw. mengadukan bahwa suaminya tidak
memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anak-
anaknya. la terpaksa mengambil harta suaminya
tanpa  sepengetahuannya untuk  mencukupi
kebutuhan. Maka Rasulullah sallallahu 'alaihi wa

sallam bersabda:

S 6 B A1 0y b 6 52 el i O akse 53
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Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata:
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan
(suami Hindun) seorang laki-laki yang bakhil. Dia
tidak memberi (nafkah) kepadaku yang mencukupi
aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya
sedangkan dia tidak tahu”. Maka beliau bersabda:
“Ambillah (dari harta suamimu) apa yang
mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang
baik (HR. Bukhari).”!

70 Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy, Sunan Ibnu
Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 2138.

7l Abii ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il al-Buhari, Sahih Al-
Buhariy, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), Jilid V, 5364.
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Walaupun demikian, bukan berarti istri
boleh semaunya menuntut nafkah yang banyak
kepada suami. Sebaiknya disesuaikan dengan
keadaan umum yang diterima, tidak pelit atau
berlebih-lebihan serta sesuai dengan kesanggupan

suami dalam keadaan masing-masing.

Syl B 538 Al Jeg )08 austll S B

Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian
kepada mereka. Orang yang mampu sesuai dengan
kemampuannya dan orang yang miskin sesuai
dengan kemampuannya pula, yaitu pemberian
menurut yang patut. (Q.S. Al Bagarah/2: 236)"
Namun terkadang ada suami yang meski
telah mengetahui kewajibannya yang begitu besar, ia
tidak bertanggung jawab memberi nafkah pada
istrinya. Adapula harta yang mereka dapatkan
disimpan tanpa sepengetahuan istri, sementara istri,

harus bersusah payah membagi uang belanja yang

sering tidak cukup.

2 Kementrian Agama Republik Indonesia, A/ Qur’an dan

Terjemahannya, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran
Al Qur’an, Departemen Agama RI, 2005.
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Tidak boleh seorang suami menyia-nyiakan
anak laki-laki, anak perempuan dan istrinya yang
menjadi tanggung jawabnya, karena kelak dialah
yang bertanggung jawab atas mereka pada hari
kiamat. Mengenai suami yang pelit dan bakhil ini,
Rasulullah s.a.w mengancamnya dengan dosa yang
harus dipertanggung jawabkan di ahirat. Dalam arti
ia mengabaikannya, meninggalkannya, tidak
mencukupi nafkahnya, dan tidak memberi jaminan
untuk mereka dalam bentuk tunjangan dengan
alasan apapun, baik karena dia jauh dari mereka,
bepergian dan meninggalkan mereka tanpa
tunjangan, atau karena dia tidak peduli. Terkadang
laki-laki dan perempuan bertahan hidup dengan gaji
perempuannya, jadi meminta perempuan untuk
membiayai kebutuhan rumah tangga, hal ini tentu
memicu pertengkaran terjadi. Nabi s.a.w bersabda:

Sk o et S gl B
Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-

nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. (H.R
Muslim).”

Nabi saw juga bersabda sebagai beriku:

73 Muslim, Sahih Muslim, 289.
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Tidaklah para hamba berada dalam waktu pagi,
melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu
dari mereka berdoa,”wahai Allah tolong kasih
balasan terbaik untuk suami yang memberi biaya
keluarganya,” di sisi lain malaikat mendoakan buruk
agar suami yang pelit lagi kikir agar di benci dan
disiksa Alllah kelak hari kiamat. Hadis ini disepakati
Bukhari Muslim sebagai hadis yang sahih (HR.
Bukhari).™
Dengan demikian, kewajiban dan pahala
yang begitu besar serta ancaman yang tidak main-
main, seharusnya para suami yang tidak menafkahi
istri atau bersikap pelit harusnya berfikir dan
merenungkannya. Sebab sebenarnya, istri lah salah
satu sebab Allah melancarkan rezeki suami. Di
dalam lancarnya rezeki suami selalu ada istri yang
mendoakan.
3. Kesanggupan menjaga keimanan dan tidak
terjerumus ke dalam kebatilan yang munkin

dipengaruhi istri istrinya dan senantiasa loyal

menjalankan syariah Allah.

74 Bukhari, Sahih al-Bukhari 1351.
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Allah swt. dalam (al-Taghabun/64: 14)

berfirman:

#9526 1S T5de S5OVl aS155T e Of 9T 2l ST
F5 3pme A O gpaads Iphilaly 15aiS O
Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya di

antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang

menjadi musuh bagimu,27 maka berhati-hatilah kamu
terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu
santuni serta ampuni (mereka) maka sungguh Allah
Maha Pengampun, Maha Penyayang”(Q.S. Al-

Taghabun/64: 14). 2

Dalam ayat di atas terdapat kata musuh yang
dapat ditafsiri dengan arti musuh yang sebenarnya.
Artinya yang menaruh kebencian dan memiliki
niatan untuk menyudahi ikatan pernikahan. Hal ini
tentu berpotensi dimanapun dan kepada siapapun,
apalagi di awal Islam, yang mana banyak dijumpai
satu rumah dengan anggota keluarga yang berbeda
agama yang kurang akur. Mungkin juga musuh
dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah
permusuhan secara majazi, yakni layaknya musuh.
Hal tersebut sebab tuntutan pasangan yang

mengharuskan melakukan hal-hal yang sulit, bahkan
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celaka, layaknya tindakan orang yang saling
bermusuhan.”

Kewajiban yang massif dan pasti adalah
mentaati Allah dan Rasul-Nya bagi semua orang
yang beriman, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa
Sebagian dari anggota keluargamu termasuk anak-
anak dan istrimu adalah musuh yang berpotensi
mengganggu ketaatannmu, serta memalingkanmu
dalam menjalankan dakwah yang berkaitan dengan
agama.”®

Kadang keluarga termasuk anak dan istri
dapat menjadi faktor yang mempersulit dalam
menjalankan kebajikan ataupun amal baik, yang
bernilai pahala kelak di hari akhir. Bahkan terkadang
dapat menjerumuskan suami untuk melakukan hal-
hal yang dilarang agama.”” Dalam ayat lain Allah

s.w.t berfirman:

5 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera hati, 2002),
119.

76 Ahmad Mustafa bin Muhammad bin ‘Abd al-Mun‘im al-Maragi,
Tafsir al-Maragi, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), Jilid IV, 209.

77 Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Tafsir Al-Qur’an al-Majid,
(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 355.
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta
bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari
mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat
demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi
(Q.S. al-Munafiqun/63: 9). ®

Pada ayat ini Allah mengingatkan orang-
orang beriman agar kesibukan mengurus harta dan
memperhatikan urusan anak tidak menghalangi
ibadah kepada Allah. “Wahai orang-orang yang
beriman, janganlah harta bendamu yang kamu cari
dan anak-anakmu yang kamu sayangi, melalaikan
kamu dari mengingat Allah, yakni salat lima waktu
dan  aturan-aturan  Allah  tentang  bekerja,
bermasyarakat, dan bernegara.

Dan barang siapa Dberbuat demikian,
melalaikan ibadah dan aturan Allah, maka mereka
itulah orang-orang yang rugi, karena kebutuhan
ruhaninya tidak terpenuhi dan hidupnya tidak
seimbang. Oleh karenanya, patut menjadi pelajaran

untuk kewaspadaan dalam sebelum melakukan

8 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya.
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poligami, karena tentu akan banyak cobaan dan
godaan yang lebih dari pada hanya memilik satu istri,
tidak terkecuali masalah kecemburuan dari anak
ataupun istri-istri yang sangat rentan terjadi. Allah
s.w.t juga memperingati hambanya bahwa anak-
anak dan harta kekayaan adalah cobaan yang dapat
menjerumuskan seseorang dalam kedurhakaan
kepada tuhannya. Oleh karena itu, selalu tingkatkan
iman dan takwa semaksimal mungkin.”
4. Mampu Menjaga Kehormatan Para Istri
Syarat penting poligami berikutnya adalah
mampu membimbing, mendidik, serta menjaga
kehormatan para istri. Apabila ia membiarkan salah
satu istrinya bersikap bebas dan berbuat maksiat,
maka dalam hal ini suami pun ikut menanggung
dosa perbuatan istri tersebut.
ety 20 8385 6 aSUTs 1Kt b T sl e
G Oyaizs sl G Oytasg ¥ 30 Dol K0 gl
Ny
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri
kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang

7 Al-Maragi, Tafsir al-Maragt, 209.
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bahan bakarnya adalah manusia dan batu (Q.S. Al-
Tahrim/66: 6). %

4. Batasan Poligami Dengan Empat Istri

Wahbah  al-Zuhaili menjelaskan  alasan
dibatasinya poligami dengan empat istri:
G i 1 b ol 2l Ay of )l e jLasYl (3 o
Bl By Jln ) an Sy B el 5ad T s i)
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80 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya.
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Alasan membatasi poligami dengan empat istri,
dibolehkannya menikah hanya sebatas empat istri,
menurut kami sepakat dengan prinsip mempertimbangkan
penentuan batasan kemampuan maksimal beberapa pria.
Memenuhi keinginan dan aspirasi mereka dalam
menjalani kehidupan setiap bulan, karena munculnya
siklus menstruasi dengan satu minggu untuk masing-
masing dari mereka.

Disyariatkannya/dilegalkannya poligami terdapat
kecukupan dan alternatif untuk mencegah dan menutup
pintu berbagai penyimpangan, atau hal-hal yang mungkin
diambil beberapa pria sebagai wanita simpanan, atau
pengiring pengantin.

Kemudian lebih dari empat terdapat potensi kekhawatiran
akan lalim terhadap hak-hak mereka oleh karena
ketidakmampuan. Karena tampaknya seorang pria tidak
mampu memenuhi hak-hak mereka. Untuk hal ini al-
Qur'an mengisyaratkan dengan firman Yang Mahakuasa:
{Dan jika Anda takut bahwa Anda tidak akan adil, maka
cukup satu} [An-Nisa: 3 /4] yaitu, tidak adil dalam
penggiliran, persetubuhan dan tunjangan dalam
pernikahan dua, tiga, dan empat istri. Kemudian satu istri,
itu lebih dekat agar tidak terjerumus ke dalam
ketidakadilan.

Dengan demikian, membatasi pada empat istri adalah adil
dan ideal, dan melindungi perempuan dari ketidakadilan
yang menimpa mereka akibat dari tambahan. Hal ini
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tidak seperti yang dilakukan orang-orang Arab di zaman
pra-Islam dan orang-orang kuno, di mana tidak ada
Batasan dalam berpoligami dan menelantarkan Sebagian
istri mereka.

Kebolehan poligami ini menjadi hal yang bersifat
alternatif yang langka. Bukan berarti setiap muslim
menikahi lebih dari satu wanita, melainkan prinsip
monogami/satu istri adalah umum dan mulia.

5. Hikmah Poligami

Sistem monogami atau satu istri adalah yang
paling baik, lebih utama, dan itu adalah prinsip dalam
hukum syara’. Adapun poligami, itu adalah hal langka
dan menjadi langkah alternatif, dan bersimpangan
dengan ketentuan aslinya, tidak diterapkan kecuali jika
ada kebutuhan mendesak. Syariat Islam tidak
mewajibkannya pada siapa pun, dan bahkan tidak
menganjurkannya, akan tetapi syariat hanya
mengizinkannya untuk alasan dan sebab umum maupun
khusus.

Adapun alasan umum diantaranya, termasuk
mengatasi situasi minimnya populasi laki-laki dan
banyaknya jumlah perempuan. Baik dalam keadaan
normal dengan bertambahnya proporsi perempuan,

seperti Eropa utara, atau pasca perang seperti yang
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terjadi di Jerman setelah perang dunia pertama. Ketika
itu rasio perempuan dan laki-laki menjadi satu banding
empat atau enam. Perempuan Jerman menggelar
demonstrasi menuntut penerapan sistem poligami.
Setelah perang membunuh sebagian besar laki-laki
Jerman, dan setelah banyaknya anak terlantar di jalan-
jalan dan taman-taman umum.

Sistem poligami kemudian menjadi kebutuhan
sosial dan moral bersifat darurat, yang dituntut oleh rasa
kemaslahatan dan belas kasih, dan melindungi
perempuan dari kehinaan dan penyimpangan, dan dari
penyakit serius seperti penyakit immunodeficiency
(AIDS). Agar wanita dapat berlindung di bawah
naungan rumah tangga di mana wanita menemukan
kenyamanan dan ketenangan. Daripada mencari teman
sementara, atau membawa spanduk di lampu lalu lintas
untuk menyatakan keinginan untuk melakukan
hubungan seksual, atau pajangan murahan di depan
beberapa toko di jalanan umum, seperti di Jerman dan
di tempat lain.

Termasuk dari alasan-alasan ini, kebutuhan
bangsa kadang untuk meningkatkan keturunan, untuk

berperang dan melawan musuh, atau untuk bantuan
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dalam pekerjaan pertanian dan suatu industri dan lain-

lain. Yudaisme telah melegalkan poligami, dan tidak

ada teks dalam agama Kristen yang melarang poligami.

Gereja saat ini juga telah mengizinkannya untuk orang-

orang Kristen di Afrika.

Di antara alasan-alasan ini, kebutuhan sosial
untuk mengikat kekerabatan dan hubungan keluarga
untuk menyebarkan dakwah Islam. Seperti yang terjadi
pada Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam, karena jumlah
istrinya adalah sembilan pada usia lima puluh empat.
Guna menyebarkan seruannya dan mengumpulkan para
pendukung ke agama Allah yang baru. Sampai usia
inilah, Nabi memiliki satu istri, yakni Khadijah, semoga
Allah meridhoinya.®!

Adapun alasan khususnya, antara lain sebagai
berikut:

1) Kemandulan atau penyakit wanita, atau
ketidakcocokan karakternya dengan karakter
suaminya.

Seorang wanita terkadang mandul dan tidak
dapat melahirkan, atau mungkin menderita penyakit

menjijikkan yang menghalanginya untuk memenuhi

81 Al-Zuhaili, Fighu Al-Islami Wa Adillatuh, 672.
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keinginan suami, atau sifatnya tidak selaras dengan
fitrah karakter suami. Masih lebih utama, lebih baik, dan
etis apabila istri ini untuk tetap dalam ikatan perkawinan.
Hal tersebut lebih terhormat untuknya dan tentu lebih
disukai untuk dirinya sendiri. Seorang pria diberi
kesempatan untuk menikahi wanita kedua, untuk
mencapai kebahagiaan dengan melahirkan anak-anak,
dan memenuhi naluri kecintaan terhadap anak-anak.

Penyakit seorang wanita dapat hilang, dan sifat
dan moralnya akan membaik seiring berjalannya waktu
dan kedewasaan pikiran. Sehingga dia menemukan
harapan pada suaminya, dan menjauhkannya dari
kekurangan, keputusasaan, dan kompleks psikologis.
Hal tersebut dalam batasan empat wanita, selaras
dengan batasan tenaga dan kemampuan laki-laki untuk
hidup dengan beban kehidupan rumah tangga.

Perlu diketahui bahwa kesuburan dan
reproduksi keturunan berlangsung pada laki-laki, lebih
lama dari perempuan, sehingga kebanyakan perempuan
tidak bisa punya keturunan pada usia lima puluh tahun.
Sedangkan ini masih dapat dilakukan oleh laki-laki
selama bertahun-tahun setelah itu, dan mungkin

kemampuan untuk memproduksi pada laki-laki masih
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berlanjut sampai usia wajar umumnya seratus tahun,
sehingga usia kelayakan seorang pria untuk memiliki
keturunan, kira-kira delapan puluh tahun - adalah dua
kali lipat dari seorang wanita, yaitu kira-kira empat

puluh tahun.

Lebih lanjut Wahbah al-Zuhailt menjelaskan:
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Telah dijelaskan bahwa alasan untuk membatasinya
menjadi empat istri adalah dinilai lebih dekat untuk
mencapai keadilan dan kasihan sayang terhadap wanita
yang terpisah dari suaminya selama tiga malam dan

kemudian kembali kepadanya. Adapun klaim fenomena
poligami dapat menyebabkan rusaknya rumah tangga,
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karena saling dengki, kecemburuan dan
ketidakharmonisan antara istri, atau pertengkaran anak-
anak. Hal itu seringkali berasal dari kelemahan
kepribadian pria, dan kurangnya komitmennya dalam
menjalankan aturan syariah dan hal yang dituntut untuk
dilaksanakan seperti sikap adil, penggiliran untuk
bermalam, perhatian terhadap anak, dan rasa yang besar
terhadap tuntutan kehidupan berumah tangga. Ketika
seorang laki-laki berlaku adil diantara istri-istrinya,
berlaku sama rata antara anak-anaknya dalam hal
mengurus, mendidik dan nafkah, dan memberi batasan
tertentu terhadap setiap istri agar tidak dilanggar, maka
akan sangat berperan dalam mengantisipasi segala
benih perselisihan dan keburukan, dendam dan
kebencian antar anggota keluarganya. Hal ini
merupakan lebih baik baginya, sehingga ia
menenangkan pikirannya dari kekuatiran dan solusi
setiap masalah, dan dapat fokus untuk tugas dan
kewajibannya mencari nafkah di luar rumah. *
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Jika setelah itu masih ada sesuatu yang tersisa dalam
jiwa wanita dan anak-anak dari kecemburuan diri, maka
itu adalah hal yang normal yang biasa dimiliki oleh
semua masyarakat kecil. Efeknya dapat diatasi dengan
kebijaksanaan dan keadilan dan tidak perlu terlalu
mendengarkan intervensi para tetangga dan kenalan.*

82 Al-Zuhaili, Fighu Al-Islami Wa Adillatuh, 673.
8 Al-Zuhaili, Fighu Al-Islami Wa Adillatuh, 673.
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Adapun larangan poliandri, dikarenakan itu hanya
memenuhi kepentingan wanita sendiri. Sebab biasanya
menjadi sumber konflik yang tajam antara pria, dan
persaingan dan perselisihan antara pasangan yang
menyebabkan kerugian dan kesulitan. Dalam poliandri
seperti ini terdapat kerugian sosial dan bahaya besar.
Berpotensi menghilangkan nasab, simpang siurnya
orang tua anak, dan akhirnya hilangnya status tersebut,
karena semua laki-laki dapat melepaskan tanggung

jawab nafkahnya, dengan dalih bahwa mereka adalah
anak orang lain. *

6. Pandangan para ulama tentang poligami

Legalitas aturan poligami dalam Islam sudah
final, sehingga tidak ada kekurangan dalam aturannya.
Islam tidak mewajibkan poligami terhadap laki-laki,
sama halnya tidak pula diwajibkannya kepada
perempuan dan keluarganya. Disyariatkannya hukum
Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh

karenanya  poligami juga disyariatkan  untuk

8 Al-Zuhaili, Fighu Al-Islami Wa Adillatuh, 673.
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kemaslahatan manusia. Tujuan poligami adalah untuk

mewujudkan keluarga harmonis, bukan semata-mata

memenuhi dan memuaskan suami. Dari ini juga dapat
tarik kesimpulan bahwa jika poligami sudah tidak dapat
menarik kemaslahatan, maka poligami harusnya
dilarang. Islam memberikan mekanisme aturan dalam
pelaksanaan poligami agar dapat terwujud tujuan utama
yakni tercapainya kemaslahatan.

Meskipun para ulama mendasarkan pada satu

ayat yang sama yakni dalam al-Qur’an, al-Nisa™ (4): 3

seperti di atas, namun pandangan ulama relatif berbeda-

beda dalam menyikapi fenomena praktik poligami,
seperti berikut:

a) Mayoritas (jumhur) ulama berpendapat bahwa ayat
poligami di atas diturunkan tepatnya ba’da ghozwah
uhud yang menelan banyak korban meninggalkan
janda-janda perang. Akibatnya, banyak anak
menjadi yatim piatu dan janda karena kematian ayah
atau pasangannya. Hingga kehidupan mereka,
terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan
masa depan mereka, menjadi tidak aman dan tidak

jelas. Kondisi inilah yang melatarbelakangi

76



dibolehkannya poligami kkhususnya pada masa

itu.®

b) Muhammad bin Jarir melihat makna ayat poligami

¢)

di atas sebagai bentuk kehawatiran para wali akan
tidak mampu berlaku adil dalam mengelola harta
anak yatim. Jadi jika khawatir tentang anak yatim,
tentu juga harus khawatir tentang wanita janda.
Karena itu, nikahilah mereka hanya jika mampu dan
dapat berlaku adil, dari satu hingga empat orang istri.
Namun, jika tidak mampu berbuat adil, maka cukup
satu istri saja.’

Berlawanan dengan tafsir ZamahSari yang
menyatakan bahwa kata “wawu” dalam ayat “matna
tulata, dan ruba”™ berarti penggabungan (/i al-jam 7).
Alhasil, seorang wanita bisa dipoligami oleh pria
yang mampu adil, tidak hanya berempat, seperti
mayoritas ulama pada umumnya, namun hingga

sembilan wanita.®’

85 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia
dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Cetakan Pertama
(Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), 85.

8 Muhammad bin Jarir Al-Tabari, Jami' al-Bayan fi
Tafsir al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid 1V, 155.
87 Al-Zamahsari, al-Kassaf 'an Haqd'iq al-Tanzil, Mesir:
Mustafa al-Bab al-Halab1, 1966), Jilid 1, 496.
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Ketika menafsirkan ayat 129 surat al-Nisa' yang
menyatakan: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku
adil terhadap istri-istrimu, sekalipun kamu sangat
ingin berbuat demikian, maka hindarilah sikap lebih
cenderung terhadap Sebagian pasangan, hingga
mengabaikan istri yang lain dan menjadikan istri
yang lainnya menjadi cemburu dan terabaikan, tidak
mendapat perhatian. ZamahSart menegaskan, bahwa
tuntutan kemampuan untuk berlaku adil terhadap
istri disesuaikan dengan kapasitas alami manusia
sewajarnya, karena memaksa seseorang untuk
melakukan sesuatu diluar kemampuannya juga
merupakan tindakan zalim.*®

d) Al-ZamahSar1 menegaskan dalam interpretasinya
tentang “aw ma malakat aimanukum” bahwa
dibolehkannya hubungan suami istri dengan budak
itu sah, maka harus melalui tahapan pernikahan
terlebih dahulu. A/-Qurtubi setuju dengan perkataan
ini bahwa wajib menikahkan amat atau budak
sebelum berhubungan badan. Namun, dalam jumlah
maksima poligami, Al-Qurtubi berbeda dari Al-

ZamahSart. Al-Qurtubt sejalan dengan apa yang

88 Al-ZamahSari, al-Kassaf ‘an Haqaiq al-Tanzil, Jilid 1, 568.
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dijelaskan oleh Nabi saw. ketika memerintahkan
seorang sahabat bernama Ghoilan untuk menyisakan
istrinya hanya empat saja. Akibatnya, menurut A4/-
Qurtubi, jumlah maksimal istri yang boleh
dipoligami adalah empat.*’

e) Al-Saukani mengatakan bahwa alasan turunnya surat
al-Nisa’: ayat 3 ini terkait dengan tradisi dan budaya
bangsa Arab pra-Islam, yaitu bahwa wali yang ingin
menikahi anak yatimnya, boleh saja tidak
memberikan mahar yang sepadan dan wajar. Seperti
mahar yang wajar bila menikahi wanita lain pada
umumnya. Oleh karena itu, jika tidak mungkin
memberikan mahar kepada anak yatim secara adil,
maka Allah swt. memerintahkan untuk menikahi lagi
dengan batasan maksimal empat wanita yang bukan
anak yatim, asalkan mampu berbuat adil. Jika tidak
mampu berlaku adil, cukuplah menikahi seorang
wanita atau menggabungnya dengan budak. Al-
Saukani juga meyakini larangan menikahi wanita

lebih dari empat, karena bertentangan dengan sunnah

8 Al-Qurtubt, al-Jami ‘ li Ahkam al-Qur'an, (Kairo: Dar al-Kitab al-
‘Arabiyyah, 1967), Jilid V, 17.
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Nabi saw. dan bertentangan dengan kaidah bahasa
Arab secara umumnya.”

Mengenai tafsir ayat “aw ma malakat aimanukum”,
Al-Saukant berkata: berhubungan seks dengan budak
seperti seorang istri, dibolehkan dan tidak wajib
menikahinya terlebih dahulu, karena status budak
sama dengan harta yang dapat dimiliki.

f) Al-Saukani menekankan dalam tafsirnya tentang al-
Nisa’: ayat 129 sebagaimana para ahli tafsir lainnya,
yang berpendapat bahwa keadilan sempurna apa pun
upayanya, tidak akan dapat dilakukan seseorang,
terutama yang berkaitan dengan berbagi hal-hal
immaterial. Akan tetapi Allah  melarang
kecenderungan pada salah satu istri dan
mengabaikan istri lainnya. Artinya, suami harus
berusaha semaksimal mungkin agar dapat
mengupayakan perlakuan yang adil terhadap istri-
istrinya jika hendak berpoligami.”!

g) Dalam kitab tafsirmya Al-Maragi menyatakan,

bahwa kebolehan poligami sebetulnya dipersulit dan

90 Al-Saukani, Fathu al-Qadir al-Jami’ Baina Fan al-Riwayah wa al-
Dirayah min “llm al-Tafsir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), Jilid I, 520.
o Al-Saukani, Fathu al-Qadir al-Jami’, 521.
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diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam
kondisi darurat dan hanya dilakukan oleh orang yang
dianggap benar-benar berhajat untuk berpoligami.
Seperti dalam kaidah fikih, menolak yang berbahaya
harus didahulukan daripada mengambil yang
bermanfaat. Hal ini dimaksudkan untuk agar tidak
semena-mena dalam berpoligami dan lebih berhati-
hati dalam melakukan poligami. Faktor yang
membolehkan poligami adalah:

1) Istri tidak dapat melahirkan, padahal suami istri
atau salah satunya menginginkan keturunan dari
perkawinan;

2) Suami keinginan sikologis lebih di sisi lain istri
tidak mampu memenuhi kebutuhan suami
tersebut;

3) Suami mampu untuk menafkahi seluruh
kebutuhan keluarga, dari mulai kepentingan istri
hingga kepentingan anak-anak, dan

4) Jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-
laki yang seperti sebab perang. Atau kondisi
banyaknya anak yatim dan janda akibat menjadi
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korban perang, makan boleh melakukan

poligami.”

Al-Maragr menjelaskan rahasia atau hikmah
praktik poligami yang dilakukan Nabi Muhammad
Saw. yang sebetulnya bermotif syi’ar [slam. Bukan
semata untuk pemuasan nafsu seksual yang tentu
Nabi akan berpoligami dengan perempuan-
perempuan gadis cantik. Dalam sejarah tercatat
bahwa yang dinikahi Nabi semuanya adalah
berstatus janda, kecuali Aisyah ra. Adapun
kaitannya dengan al-Nisa’: 129 Al-Maragi
menjelaskan, bahwa yang diharuskan, ada upaya
maksimal untuk berbuat adil. Adapun di atas
kemampuan manusia, maka tidak dituntut untuk
dilakukan.”

h) Sayyid Qutub menganggap poligami layaknya
sebagai suatu ruhisah. Oleh sebab itu, poligami hanya
diperuntukan dalam kondisi darurat dan benar-benar
mendesak. Serta dalam pelaksaannya disyaratkan

sikap adil terhadap para istri. Adil di sini yang

2. Ahmad Mustafa bin Muhammad bin ‘Abdu al-Mun ‘im al-Maragi,
Tafsir al-Maragt, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), Jilid IV, 181.
9 Al-Maragi, Tafsir al-Maragt, Jilid V,  173.
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dimaksud adalah dalam aspek nafkah, interaksi,
pergaulan, serta penggiliran. Jika tidak mampu
berbuat adil, maka seorang suami hanya menikah
dengan satu istri.’”*

i) Sedang Fazlur Rahman menyatakan, bahwa
bolehnya poligami adalah bentuk pengecualian dari
kondisi tertentu. Karena sebetulnya, syari’atnya
dilegalkan saat terjadi perang yang menyebabkan
banyaknya anak yatim dan janda-janda.’

j) Sekelompok ahli hukum dan penulis kontemporer
berpendapat bahwa poligami pada prinsipnya
diperbolehkan dengan dasar pokok alasan kebutuhan
darurat, karena adanya tuntutan kebutuhan yang
berbeda-beda. Adapun dalam kondisi normal,
mereka  memilih  menolak  poligami  dan
menganjurkan  agar  menghindari  poligami.
Pandangan ini dianut oleh para pemikir modern,

termasuk Syekh Muhammad Abduh, di antara yang

4 Sayyid Qutb, F7zilal al-Qur'an, (Dar al-Thya’ al-Turats al-‘Arabiy,
1967), jilid IV, 236.

% Khairuddin Nasution, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas
Pemikiran Muhammad Abduh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I, 1996),
101.
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mengikuti pendapat ini adalah Qasim Amin.

Diantara argumentasinya sebagai berikut:

1) Potensi lalim dari laki-laki terhadap istri mereka
dalam kasus poligami, dan tidak terpenuhinya
hak-hak istri adalah hal yang umum terjadi;

2) Menyebarnya permusuhan diantara anak-anak
sebagai akibat dari kebencian diantara ibu
mereka;

3) Salah satu dasar pokok dalam Islam adalah
pencegahan bahaya dan membahayakan, dan
jika mafsadah terdapat dalam sesuatu yang
belum dijumpai sebelumnya, maka aturan terkait
sesuatu tersebut harus diubah karena ada kaidah
"mencegah mafsadah didahulukan daripada
membawa manfaat.” Oleh karenanya hakim
dibolehkan untuk melarang poligami untuk
mempertahankan menjaga ikatan rumah
tangga.96

k) Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami
hanya boleh dilakukan suami dalam keadaan darurat

khusus, misalnya istri mandul, tidak bisa melahirkan

%  Muhammad ‘Imarah, Al-A‘mal Al-Kamilah [i Al-Imam
Muhammad Abduh, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1980), 124.

84



keturunan yang umum diinginkan dalam pernikahan.
Dalam  menafsirkan  al-Nisa’(4):3,  Abduh
menjelaskan, bahwa Islam membolehkan poligami,
akan tetapi dituntut harus mampu melayani istri
dengan adil. Menurut Abduh satu kesimpulan yang
pasti bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam
itu monogami bukan poligami.

Pendapat Abduh diikuti oleh muridnya yakni

Muhammad Rasyid Ridha, tentang haramnya

poligami, jika suami tidak mampu berbuat adil

kepada istri-istrinya.’’

1) Abdul Halim Abu Syuqqah mengungkap faktor-
faktor yang dapat menjadi alasan yang patut
dilakukannya poligami, yakni:

1) Menjadi solusi terhadap problemarika keluarga,
seperti mandul, cacat fisik, atau isteri menderita
penyakit yang susah diobati,

2) Memenuhi hajat mendesak suami, seperti ketika
berprofesi yang mengharuskan seringnya

bepergian dalam waktu yang lama, disertai

97 Khairuddin Nasution, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas
Pemikiran Muhammad Abduh, Y ogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I, 1996: 103-
104.
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isterinya tidak bisa ikut karena mengasuh anak-
anak atau adanya sebab lain,

3) Motif melakukan hal terpuji terhadap wanita
salihah yang tidak terurus, seperti perempuan tua,
atau motif memelihara anak-anak yatim, atau hal
lainnya, dan

4) Motif menambah kesenangan sebab
kesehatannya  jasmani dan  kemapanan
ekonominya. Faktor ini seluruhnya harus
dipenuhi suami yang menginginkan poligami
disertai persyaratkan harus berlaku adil, mampu
menjamin nafkah untuk istri-istri dan anak-
anaknya, dan mampu mengurus istri-istri dan

anak-anaknya dengan baik.’®

Ulama dalam menyikapi fenomena poligami ini
sebetulnya pada pokoknya berujung seragam, seluruh
ulama melegalkan poligami namun dengan syarat dan
teknis rinciannya yang berbeda-beda. Sementara pakar

membolehkan poligami dengan aturan yang bebas dan

% Abdu Al-Halim Aba Suqqah, Tahrir al-Mar'ah fi ‘Asri al-Risalah,
Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul “Kebebasan Wanita, Jakarta:
Gema Insani Press, Cet. I, 1997, jilid V, 388.
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ringan dan ada juga yang mensyaratkan poligami
dengan sangat ketat. Ada pula yang berstatemen buruk
terhadap poligami yang legal dan boleh dalam kondisi
darurat saja. Jumlah istri dalam berpoligami adalah
dibatasi dengan empat orang, meskipun ada yang
pendapat yang menyimpang dengan membatasinya

sembilan istri.

7. Poligami di Indonesia

Adapun legalitas poligami di abad modern yang
diberlakukan di negara-negara Islam, bentuk aturan dan
regulasinya bervariasi. Negara ini adalah yang termasuk
mengatur poligami dengan cukup rumit demi
kemaslahatan bangsanya dalam hal poligami.
Dinyatakan pada Undang-Undang Nomer 1 Tahun 74
tepatnya di pasal tiga ayat dua bhwa laki laki boleh
menikahi lagi atau berpoligami apabila:

1) Dimufakati oleh anggota keluarga,
2) Memperoleh izin tertulis dari pejabat pengadilan.

Terkait factor-faktor yang melandasi dalam
pertimbangan oleh pengadilan dalam memperbolehkan
pria untuk poligami yakni pada pasal empat ayat (dua),
yaitu:
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1) ketidak sanggupan istri dalam menjani tugas-
tugasnya sebagai ibu rumah tangga;

2) istri mengidap penyakit permanen atau cacat, dinilai
dokter dan melalui pemeriksaan medis; dan

3) istri mengidap kelainan mandul.

Aturan-aturan semacam ini juga dimunculkan
pada PP Nomor 9 tahun 1975 poin 41 huruf a dan KHI
pasal 57. Pasal lima undang-undang menyatakan rincian
syarat menikah lebih dari satu:

1) terciptanya persetujuan tertulis atau lisan oleh
istri/istri-istri;
2) kemampuan suami yang mau poligami terkait
kesanggupannya memenubhi biaya istri dan anak;
3) terbuktinya jaminan keadilan oleh pria tidak
membeda-bedakan antara istri maupun anaknya.

Selain itu, undang-undang pernikahan juga
tidak luput dari aturan prosedur yang harus dilalu suami
ketika ingin  berpoligami, yakni mengajukan
permohonan di pengadilan. Negara Islam lainnya

seperti mesir juga membuatkan payung hukum serupa
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tentang poligami dengan aturan yang cukup ketat dalam

undang-undangnya.’’

Natijah yang dapat tersimpul adalah, pada
mufakat dasarnya, hukum Islam merestui sistem pria
berpoligami namun harus memenuhi ketentuannya yang
rumit dan ketat. Poligami disyariatkan, seperti layaknya
aturan hukum kausus lainnya, tentu saja tujuan
puncaknya adalah kemaslahata kehidupan dunia dan
akhirat. Dari sini harus disadari bahwa siapa saja boleh
melakukan poligami asalkan bisa merealisasikan
kemaslahatannya. Namun, jika dia tidak dapat
menyadari manfaat itu ketika dia melakukan poligami,
maka dia tidak dapat melakukan poligami. Persyaratan
yang ditentukan oleh al-Qur'an (seperti kewajiban
berlaku adil) serta aturan di dalamnya untuk mengatur
poligami agar terwujud dan terimplementasi tujuan
puncak tersebut. Perlu diketahui bahwa poligami hanya
mungkin dilakukan pria tidak dapat dilakukan wanita.

B. POLIGAMI DALAM KHI

% Marzuki, “Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan”. Tesis S-2 di
Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996, 177.
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1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Ringkasan sejarah penolakan sistem poligami
di Indonesia. Sejarah singkat demonstrasi kaum hawa
untuk menolak sistem pernikahan yang kacau terutama
aturan poligami yang dilakukan semena-mena dan tidak

sesuai ajaran Islam:

a) Upaya yang timbul dari kelompok pelopor
demonstrasi dari kaum  perempuan yang
menyuarakan aspirasinya di lakukan tepatnya pada

tahun 1910M.'%

b) Penolakan berupa tulisan daari tokoh bernama ibu
kita kartini yang isinya mengecam keras Tindakan
poligami saat itu yang tidak beraturan dan sewenang-

wenang yakni tahun 1911 M.

c) Konres perkumpulan para wanita di Yogyakarta
tepatnya 22 hingga 26 september yang tidak kurang
tiga puluh aktifis beserta tokohnya yang menyerukan
untuk mengecam praktik poliogami yang salah dan

tidak berasas keadilan.

100 Untung Yuwono, “Ketika Perempuan Lantang Menentang
Poligami”, Jurnal, Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Vol. 10. No. 1
(2008): 3.
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d) Otoritas pemimpin penjajahan belanda,

memproklamirkan sistem pernikaha anti
berpoligami dan pernikahan ideal yakni monogami

1937.

Demo besar yang dipelopori salah satu tokoh perwira
uantuk mengkritisi aturan No. 19 Tahun 1952 yang
isinya adalah memberi tunjangan kepada seluruh
wanita pasangan sah dari pegawai negri sipil di

Indonesia.'"!

Federasi asosiasi perempuan yang dideklarasikan

dan disebarkan tepatnya pada tahun 1983 M.102

g) Demontrasi wanita yang menolak poligami dipicu

praktik poligami dari tokoh public televise tepatnya
pada ahun 2006.

Indonesia yang merupakan negara mayoritas bergama

muslim, dan diklaim banyak pihak sebagai yang terbesar

di dunia. Oleh karena itu hukum Islam adalah dasar pokok

Andy Yentriyani dkk, Kita Bersikap, Empat Dasawarsa

Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perjalanan Berbangsa, (Jakarta:
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009), 60.

102 Rijal, Imanullah, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp
Tentang Izin Poligami)”, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV,
No. 1 (2016), 15-18.
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hukum yang dijadikan dasar pedoman dan ditaati oleh
mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia. Hukum
Islam sudah hidup menjadi kebudayaan masyarakat, dan
merupakan sebagian dari dogma yang eksis dalam
kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan

pelajaran dalam pengembangannya.

Pemeluk Islam Indonesia yang tidak lain adalah warga
negara mayoritas di negeri ini, sebagai bentuk upaya
dalam menjalankan syari’at Islamnya adalah menjadikan
aturan-aturan Islam itu diberlakukan menjadi hukum
positif di Indonesia. Keberhasilan orang-orang Islam
dalam menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif,
diantaranya adalah nampak pada pembentukan rumusan
Pancasila sebagai landasan filosofis negara. Hal tersebut
termaktub dalam bentuk Piagam Jakarta, yang
menyatakan bahwa NKRI mendasarkan negaranya kepada
asas Ketuhanan, serta kewajiban menjalankan syari’at
Islam untuk para pemeluknya. Landasan filosofis ini
disepakati oleh dan merupakan satu kesatuan dengan
Piagam Jakarta yang tertuang dalam Dekrit Presiden
tanggal 5 Juli 1959.
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Kajian hukum Islam yang objeknya begitu luas dan
dalam itu selaras dengan skema fa rif hukum Islam yang
diantaranya dinyatakan, ‘“berkaitan dengan tindakan
subjek hukum atau mukallaf’. Sedangkan aktifitas
mukallaf terus berlangsung, seiring dengan kemajuan
peradaban umat manusia, maka semakin bertambah maju
tingkat intensitas ruang gerak dan aktifitasnya. Semuanya
itu perlu direspond dan disikapi dengan dibentuknya
hukum Islam. Oleh karenanya konten dan isi hukum Islam
itu harus bisa mencakup segala hal terkait tindakan

aktifitas kehidupan masyarakat yang tiada batasanya.'®

Indonesia merdeka yang kemudian dijadikanlah 13
kitab fikih yang kesemuanya bermazhab Syafi’i untuk
referensi hukum materiil di Pengadilan Agama. Hal ini
tertuang dalam Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan
Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985. Hal
tersebut karena hukum Islam selama ini hanya berlaku di
tengah-tengah masyarakat secara tidak tertulis dan

berserakan di banyak literatur fikih banyak tak terhingga.

24.

103 Badri Khaeruman, Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),
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Penetapan kitab-kitab fikih tersebut dinilai saat itu
belum sukses menjamin kepastian dan kesatuan hukum di
pengadilan agama. Masih banyak terjadi persoalam krusial
yang berkaitan dengan tidak adanya kesamaan hakim-
hakim ketika menetapkan keputusan hukum terhadap
kasus-kasus yang dihadapi di pengadilan. Banyak sekali
hal dan varabel hukum Islam, oleh karenanya diupayan

gagasan kompilasi tentang hukum Islam di Indonesia.

Tokoh yang mengusulkan diantaranya adalah Bustanul
Arifin tampil dengan gagasan disusunnya Kompilasi
Hukum Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan dari

adanya wacana gagas ini adalah berikut:

a) Demi berjalannya hukum Islam di Indonesia,
diperlukan aturan hukum yang jelas dan ditegakkan
oleh aparat penegak hukum dan warga negara.

b) Persepsi berbeda-beda terkait pemahaman syariah
menyebabkan hal-hal:

1) Ketidaksamaan ketentuan dan batasan yang
disebut hukum Islam itu (ma anzalahu),
2) Sulit mencapai kepastian bagaimana teknis

syari’at (tanfidiyyah), dan
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3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu
menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang
tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
perundangan lainya.

c¢) Sejarah Islam pernah mencatat, pernah ada tiga Negara
dimana hukum Islam diberlakukan

1) Di dalam bentuk undang-undang yang disebut

dalam fatwa Alamfiri,

2) Di Turki Ustmani yang disebut dengan nama Majjal

al-Ahkam al-Adliyyah dan,

3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di

Subang.'"

Disusul dengan keluarnya Surat Edaran Departemen
Agama cq. Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal
18 Pebruari 1958 diperuntukkan kepada Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh
Indonesia menganalisis kasus suatu perkara, berpedoman

kepada 13 kitab fikih yang sebagian besar kitab fikih

104 Yysuf Somawinata, Al-Maslahah Al- Mursalah dan Implikasi
Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia, Al-Ahkam: Jurnal Hukum,
Sosial dan Keagamaan, Vol. 4, No. 2 (2010), 87.
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tersebut berlaku di kalangan madzhab Syafi’i. Kitab-kitab

tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kitab Bajijr;

b) Kitab Fath al-Mu'in;

c) S'arqawz' ‘ala al-Tahrir;

d) Qalyiabi 'Umairah;

e) Fathu al-Wahhab dan syarahnya;

f)  Tuhfatul Muhtdy;

g) Targib al-Mustag;

h)  Qawanin Sar iyyah;

i)  Al-Qawanin al-Sar’iyyah 1i sayyid Sodaqoh
Dahlan;

j)  Asamsuri tentang waris;

k) Kitab Bugyah al-Mustarsidin;

1) Kitab fikih empat mazhab Al-JziriT;

m) Mugni al-Muhtaj.

Namun masih belum dapat memcahkan perbedaan di
antara para hakim, hingga lahirlah surat keputusan ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21
maret 1984 mengintruksikan pembentukan panitia yang
untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam

harus dibuatkan kompilasi khusus agar tercapai
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keseragaman yang dijadikan pegangan para hakim serta
mampu menggunakan jalan alat yang sudah disediakan

dalam UU 1945.1%

Dari prosesnya, hingga terbentuknya Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dapat diketahui bahwa sumber
rujukan bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

adalah sebagai berikut:

a) Aturan undang-undang yang berkaitan dengan
perkawinan, yaitu Aturan undang- undang nomor
.32 Tahun 1954, Aturan undang- undang nomor
.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 dan PP No.7
Tahun 1989 namun dirasa janggal, karena Aturan
undang-undang nomor 7 Tahun 1989 itu
diresmikan pada tanggal 29 Desember 1989, dan
diahiri dengan musyawarah Ulama dalam
penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
berlaku tanggal 2 hingga 6 Februari 1988. Di sisi
lain konten (KHI) yang berkenaan dengan

Hukum Acara, mayoritas sama dengan rumusan

105 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Inpres RI No.l

Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2000),

128.
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pada Aturan undang- undang nomor . 7 Tahun
1989.

b) Literatur fikih lintas madzhab, meskipun
mayoritas memang dari madzhab Syafi’i.
Kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari
madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali dan
Zhahiri. Memang pernah digunakan kitab fikih
dari madzhab Syi’ah Imamiyah, yaitu al-Mabsuth
Fi Fikih al-Imamiyah, karya al-Thusiy.

c) Aturan hukum adat Indonesia seperti yang
nampak  dalam  beberapa  yurisprudensi
Pengadilan Agama, namun tidak secara langsung.
Terkadang ditemukan aturan adat terdapat dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti harta
gono-gini dalam perkawinan. Contoh
pengambilan dari adat itu adalah bolehnya
mengawini perempuan hamil sebab zina, yang
juga dibenarkan dalam fikih munakahat.'®

2. Landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Beberapa landasan-dasar dalam Perumusan

Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh:

106 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:
Akademika Pressindo, 1995), 19.
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a)

b)

c)

Landasan historis:

Dipicu semangat membumikan hukum Islam,
dapat berjalan di dalam kehidupan masyarakat bangsa,
sebagai wujud dari nilai-nilai dasar yang dianggap
sakral kemudien klasifikasikan dan dbuatkan rincian
secara jelas dengan nalar logis.

Landasan yuridis:

Perlunya hakim mengamati kesadaran hukum
masyarakat ialah Aturan undang- undang nomor .14
tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang isinya : “ Hakim
sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat”. Ditambah lagi dengan
tuntutan normatif yang ada dalam pasal 49 Aturan
undang- undang nomor 7 tahun 1989 menegaskan
bahwa Hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan
dan perwakafan berlaku untuk pemeluk agama

Islam.32

UU perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan
bahwa perkawinan adalah sah dilakukan sesuai aturan

hukum setiap agarna.33

Landasan fungsional:
Dibuatnya KHI terpenuhinya tuntutan hukum di

Indonesia, yang mengacu pada sentral mazhab hukum
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Islam yang diselaraskan dengan sistem hukum
Indonesia. KHI menyasar pada pembangunan hukum
nasional yang berkeadilan yang diberlakukan di
peradilan agama di Indonesia, sebagai petunjuk dalam
memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara-
perkara keperdataan orang Islam. KHI bukan
diciptakan oleh legislasi dewan perwakilan rakyat,
akan tetapi dihasilkan dari diskusi ulama yang
digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen
Agama dengan mengikutsertakan sebagian perguruan
tinggi Islam Indonesia. Legalitas KHI adalah Intruksi
Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama
untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Diktum keputusan tersebut menegaskan:

a) Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI),
yang terdiri dari:
1) Buku satu berbicara Hukum pernikahan;
2) Buku dua berbicara Hukum harta waris;
3) Buku tiga seputar bahasan wakaf.
b) Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya

dan dengan penuh rasa tanggung jawab.35
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3. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam
a. Aturan umum poligami dalam KHI
Adapun aturan poligami di Indonesia sendiri
merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 tentang publikasi Kompilasi Hukum

Islam (“KHI”). Memang pada dasarnya mirip serupa

dengan UU perkawinan, hanya saja, dalam KHI

dijelaskan aturan tambahan lebih rinci seperti:

1) Pada waktu bersamman suami hanya boleh
menikahi maksimal 4 orang perempuan.

2) Berlaku adli terhadap istri dan anak-anaknya
adalah syarat terpenting dalam berpoligami. Oleh
karena itu apabila tidak memungkinkan makan
hanya dapat beristri dengan satu orang.

3) Mendapatkan izin dari istri sahnya baik tertulis
maupun lisan, dan adanya kepastian tercukupinya
kebutuhan finansial istri dan anak-anak,
kemudian izin istri tersebut ditegaskan ketika
sidang di Pengadilan Agama.

4) Izin dari Pengadilan Agama harus didapatkan,

jadi tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka
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tidak ada kekuatan hukum pada perkawinan
tersebut.

5) Apabila istri sahnya tidak mau memberi izin,
maka  Pengadilan Agama masih  bisa
memberikan izin setelah memeriksa dan
mendengar istri Ketika sidang. Atas penetapan
zin tersebut, istri/suami masih bisa melakukan
banding atau kasasi.'"’

KHI melegalkan sistem pria menikah lebih
dari satu sebagai alternatif dengan sebatas tidak lebih
dari 4 orang istri. Ketentuannya ada ditulis dalam
pasal 55 KHI yang berbunyi:

1) Berpoligami dalam waktu bersamaan, tidak
boleh lebih dari empat orang istri.

2) Syarat pokok pria berpoligami, adalah harus
dinyatakan  sanggup untuk  menghidupi
keluarganya terutama istrinya.

3) Jika syarat ketentuan di ayat (2) tidak terwujud
atau dipenuhi, suami tentu akan dilarang
berpoligami.

KHI mendasarkan aturan tersebut pada hadis

Nabi Muhammad saw. yang diceritakan beberapa

107 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, 126.
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ahli hadis, Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibn Hibban yang
meriwayatkan bahwa seorang bernama Gailan Ibn
Salamah masuk Islam sedangkan ia memiliki 10
(sepuluh) orang istri yang seluruhnya ikut masuk
Islam. kemudian nabi Muhammad SAW.
memerintahkannya supaya hanya mempertahankan
empat istri lalu kemudian menceraikan sisa istri
lainnya.'®®
b. Alasan Poligami
Pasal 57 KHI yang didukung dengan Pasal 4
ayat (2) Aturan undang- undang nomor 1 Tahun
1974 jo. pasal 41 (a) PP No. 9 Tahun 1975,
menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya
memberikan izin kepada suami yang akan beristri
lebih dari seorang apabila:
1) Wanita sebagai istri tidak sanggup menjalankan
kewajiban rumah tangga
2) Pasangan memiliki cacat atau sakit yang sulit
disembuhkan.
3) Istri mandul.

c. Syarat Poligami

108 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indnesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), 49-50.
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Pasal 58 ayat (2) KHI yang didukung dengan
ketentuan pasal 5 ayat (1) Aturan undang- undang
nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) sebagai
berikut:

1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

2) Suami mampu memenuhi segala kebutuhan
hidup istri dan anaknya dengan jelas.

3) Kesanggupan pria untuk adil dalam
memperlakukan istri tanpa terkecuali dan seadil
adilnya.

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (satu) huruf A pasal ini tidak diperlukan dari
suami jika istri tidak mungkin meminta persetujuan
mereka dan mereka tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian, atau jika tidak ada kabar dari suaminya.
isteri paling sedikit dua (dua) tahun, atau karena
alasan lain perlu dievaluasi oleh hakim pengadilan.

Dengan tanpa mereduksi aturan yang ada
pada Pasal 41 Huruf B Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, persetujuan istri boleh disampaikan secara
termaktub atau ucapan, namun bahkan kaitannya
dengan hal persetujuan hitam putih, harus didukung

dengan ucapan jelas dari istri pada saat persidangan.
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Jika terjadi sesuatu atau sesuatu yang lain,
istri atau istri tidak mungkin meminta persetujuan
mereka atau mereka tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian, menegaskan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, paasal lima Ayat dua:

1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 huruf A pasal ini tidak diperlukan lagi jika
istri/istri-istrinya mustahil dimintai
persetujuannya, serta tidak bisa menjadi pihak
terkait pembentukan perjanjian itu, atau

2) Ketika istri-istrinya tidak memberi kabar
minimal dua tahun, atau karena factor lain yang
patut dikaji oleh hakim pengadilan syariah.'®’

d. Prosedur poligami

Di dalam Islam tidak menentukan prosedur
atau tata cara secara di dalam berpoligami, akan
tetapi di Indonesia dalam Undang-Undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur
hal tersebut.44 Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah
Nomer 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila
seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari

seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan

109 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, 127.
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secara tertulis kepada pengadilan”. Kemudian diatur

prosedurnya di dalam Pasal 56 KHI menyebutkan:

1) Suami ingin melakukan poligami diharuskan
memperoleh izin dari Pengadilan Agama
dengan didukung persetujuan istri awal.

2) Pengajuan surat permohonan izin dimaksud
pada ayat (1) skema dan diatur dalalm Bab VIII
Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975.

3) Jika poligami dilakukan tanpa syarat tersebut di
atas, maka perkawinan tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. MAQOSID SYARIAH

1. Magqasid Syariah

Pandangan Abduh tentang hukum Allah adalah
dengan menggolongkannya menjadi dua kategori, yakni
akidah yang bersifat tetap dan absolut dan mu’amalah
yang bersifat dinamis dan berkembang, hal didasarkan
pada pandangnnaya bahwa pondasi dasar agama Islam
ada mengupayakan keadilan dan kesetaraan umum.
Wilayah ijtihad dalam penetapan hukum berputar pada
masalah mu’amalah yang dinamis, yang harus

disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu masa.
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Pemikiran Abduh ini sebetulnya meneruskan gagasan
ulama sebelumnya seperti 4I-Satibiy dan Al-Tiffi.

Jhonson menyebutkan bahwa Abduh adalah
salah satu pakar yang mengerti betul tentang kajian
magqasid syariahnya Al-Satibiy yang dikaitkan dengan
konsep maslahah.'

Abduh memang tidak merumuskan kerangka
teori maqasid syariah secara mandiri, namun ia
menjadikan Istihsan dan Istslah sebagai hal yang
dikaitkan dengan maqasid syariah untuk dapat lebih
operasiaonal dalam hubungannya, yakni menetapkan
maqasid syariah sebagai landasan hukum, kemudian
menjadikan Istihsan sebagai konsep cara akal dalam
mengungkap pesan ilahi secara obyektif dan rasional.'!!

Magqasid syariah secara etimologi terbangun dari,
magqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk plurer dari

maqhad artinya maksud atau sesuatu yang dituju. dalam

119 David L, Johnston, Epistemology and Hermeneutics of Muslim
Theologies of Human Rights, Jurnal Die Welt des Islam, New Series, Vol. 47,
Issue 2 (2007): 74-80.

1 Johnston, A Turn in the Epistemology and Hermeneutics of
Twentieth Century Usil al-Figh, in Islamic Law and Society, Vol. 11, No. 2.
(2004) 161.
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konteks ini banyak pakar yang mengguanakan kata
gantinya yang semakna dengan maqasid, yakni:

a) al-Hadyf,

b) al-Goyah,

¢) al-Hikmabh,

d) al-Amani,

e) al-asrar,

) al-‘ilal, dan

g) al-asbab.'"?

Sedangkan kata Syariah secara etimologi ialah
sifat dari syariah yang bermakna jalan ke sumber (mata)
air. ' Menurut Ibn Mandir dalam Lisan al- ‘Arab
mendefinisikan shari’ah dengan, Aturan-aturan Allah
yang berupa agama berikut intruksi-Nya seperti puasa,
shalat, haji, zakat dan seluruh tindakan yang bersifat
positif.'"*

Secara terminologi, pengertian maqasid syariah

menurut ulama diantaranya sebagai berikut:

112 Tbnu Mandiir, Lisan al- ‘Arab, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119 H),
jilid 111, 642.

3 Nasr Farid Muhammad, al-Madhal al-Wasid li al-Dirasah al-
Sart'ah al-Islamiyyah wa Fighu al-Tasri', (Mesir: al-Maktabah al-Taufigiyyah,
1996), 15.

14 Tbn Mandhur, Lisan al-Arab, 2238.
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a) Menurut Imam Syatibiy yang dimaksud dengan
magqasid syariah adalah, Allah menentukan hukum
Syariah tidak lain adalah untuk menciptakan hambanya,
yang sifatnya Dunyaw1 dan Uhrawi.'"

b) Pandangan Wahbah al-Zuhaili, maqasid syariah ialah
tujuan puncak suatu ketentuan syari’at yang berupa
keseluruhan atau sebagian dari hukum syariah dan nilai
yang tersirat yang ditentukan syari’at pada setiap
ketetapan hukum-Nya.''¢

Klasifikasi maqasid syariah disinyalir digagas
pertama kalinya oleh Imam al-Haramain, yakni terbagi
menjadi level:

a)  Daruriyyat atau primer,

b)  Hajiyyat atau skunder,

c) Tahsiniyyat atau tersier.

Sebagai salah satu ulama perumus awal maqashid

syariah, Imam A4/-Juwaini berstatement:

2 S Ao s Iy V) 3 aolill gy i 4 5

117, . .
Ax.gj&.s\ @aj

15 A1-Satibi, Al-muwafaqat fi usii al-ahkam, 9.

16 Al-Zuhaili, Usul Figh Islami 225.

17 Abii al-Ma‘ali ‘Abd al-Malik al-Juwaini, al-Burhan fi Usiil al-
Figh, (Beirut: Al-Mu’ssasah Li Al-Tauzi® Wa Al-Nasr, 1990), jilid 1, 294.
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Kemudian A/-Juwaini lebih jauh menyinggung
terkait maqasid syari'ah di bab ketiga dalam kitab A/-
Burhan, ketika memaparkan kajian tentang ‘illah dan as!
yang dapat memahamkan pada tujuan disyari’atkan suatu
hukum, serta menjelaskan kemaslahatnya, Al-Juwaint

membaginya menjadi lima macam, yaitu:

1. Seuatu yang secara akal merupakan hal yang pokok,
bersifat dariiriy demi menjaga keberlangsungan hidup,
seperti diwajibkannya gishas yang dapat difahami
bahwa hifz al-dima’ sebagai’illatnya, dan dapat
memberi efek jera pada pelakunya.

2. Seuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum,
akan tetapi tidak sampai pada derajat dharuri, ushul
seperti ini merupakan ‘illah bagi beberapa bentuk
transaksi dalam syariah.

3. Seuatu yang tidak bersifat dariri dan bukan kebutuhan
umum, akan tetapi merupakan terdapat tujuan
kemuliaan.

4. Seuatu yang berhubungan dengan perkara-perkara
yang sunah.

5. Seuatu yang tidak bisa difahami maknanya.''®

18 Al-Juwaini, al-Burhan fi Usil al-Figh, 603.
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Kemudian dalam perkembangannya untuk
mempermudah pemahaman, para ulama seperti muridnya,
yakni Al-Gazali yang merinci lima macam daririyyat,
yang disebut dengan nama al-darariyyat al-kubrda yang
kemudian lebih terkenal dengan istilah daririyyat hamsah.
Kulliyatul homs atau lima perlindungan (hifz), yakni:'"’
a) Menjaga religiositas (hifz al-din),

b) Menjaga hidup/jiwa manusia (hifz al-nafs),
c) Menjaga akal (hifz al- ‘aql),

d) Menjaga keturunan (hifz al-nas/), dan

e) Menjaga harta (hifz al-mal).

Al-Satibiy juga sependapat dengan al-Haramain
bahwasannya, yang dimaksud maslahat adalah menjaga
terpelihanya tujuan puncak atau tujuan syariah. Lalu
Syatibi mengklasifikasikan maslahat ini menjadi tingkatan
kekuatan dan kejelasnnya, yaitu:

a) Al-Daririyyat, atau kebutuhan primer iaialah hal
terpenting dalam hidup yang berkaitan dengan
eksistensinya manusia. Artinya kesempurnaan

kehidupan manusia bergantung pada hal tersebut. Hal-

119 B Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, A/l-Mustasfa,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), cet. 2, 275.
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hal tersebut merupakan pilar pokok dalam maqasid
syariah.

b) Al-Hdjiyyat, yakni hal-hal yang dibutuhkan manusia
sebagai kebutuhan dan jika tidak terpenuhi maka
terjebak dalam kesusahan, akan tetapi dibawah level
tingkat primer dharuri. Seandainya hal tersebut tidak
dipenuhi atau terabaikan, maka kehidupan mausia tetap
terjaga namun terjebak dalam kesusahan atau repot.
Artinya eksistensinya diperlukan oleh manusia untuk
memnuhi kebutuhannya agar lebih mudah dan ideal.

c) Al-Tahsiniyyat, atau kebutuhan tingkat tersier ialah
ibarat hiasan bernilai estetik untuk memperindah
kehidupan manusia. Jika tidak ada pun, manusia tidak
akan rusak dan tidak dalam kerupekan. Eksistensinya
bersifat penyempurna, dan tidak pokok atu tidak terlalu
dibutuhkan seperti dua hal di level atasnya, namun baik
dan bagus untuk memperindah kehidupan.'?

Al-Gazali menyimpulkan dari aspek lain, bahwa
tujuan syariah secara umum dibagi menjad dua, yakni:

d) Diniyyah atau keagamaan, dan

e) Dunyawiyyah atau keduniaan.

120 A1-Satibi, Al-muwafaqat fi usiil al-ahkam, 8.
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Macam-macam maqasid syariah memang
dijelaskan lengkap dan rinci oleh tokoh bapak maqasid
syariah yakni tidak lain adalah tokoh maqasid syariah
yaitu imam Syatibiy dalam kitab al-Muwafaqat. Imam
Satibt merinci dengan mendalam bahwa maqasid syariah
secara general dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
a) maksud dari pembuat syariah (tujuan puncak pembuat

syariat Islam yakni Alllah melalui Nabinya) dan
b) maksud dari mukallaf (maksud ghoyah dari tujuan
subjek hukum sesuai dengan tindakannya).

Tujuan syariah itulah yang diperinci dan
diperjelas, dengan urutan agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta, keseluruhannya tersebut merupakan hal-hal yang

dilindungi oleh Islam.'*!

Magqasid Nikah

Perkawinan merupakan suatu yang dilegalkan
untuk menghasilkan keturunan pada tujuan awalnya,
kemudian diikuti dengan tujuan mencari ketenangan
dan kebersamaan, tujuan tolong menolong untuk

kepentingan duniawi dan ukhrawi seperti menikmati

121 Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas al-Aqalliyat dan Evolusi

Magqasid Al-Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LkiS, 2010),

191-192.
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yang dibolehkan, melihat keindahan yang diciptakan
Allah pada wanita, dan berhias dengan kepemilikan
pasangan, atau terurusnya suami dan anak-anak dari
istrinya, atau dari orang lain, atau saudara-saudaranya,
dan menjaga agar tidak jatuh ke dalam yang haram
seperti syahwat vagina dan pandangan mata, dan
memperbanyak syukur atas banyaknya nikmat dari
Allah untuk hambanya, dan sejenisnya. Semua ini
ditujukan Syari’ dalam melegalkan pernikahan yang
sebagiannya dinashatau disebutkan secara tersirat.
Termasuk diantaranya ada yang diketahui dengan dalil
lain atau metode yang digali dari dalil yang dinash.'**
Kaidah ini hanya diterapkan ketika
mafsadahnya jelas akurat terukur, tidak boleh
berdasarkan asumsi, prasangka atau berupa spekulasi
tanpa riset, di sisi lain mafsadah semacam ini juga dapat
terjadi baik dalam pernikahan poligami ataupun

monogami.'?

122 Ahmad al-Raistini, Nazariyyah al-Magqasid ‘inda al-imam Al-
Satibi, (Herndon, ad-Dar al-Alam lial-Fikr al-Islamiy, 1995), 275.

123 Jalal al-Suyiiti, AShah Wa AI-Nzd'ir, (Beirut: Dar al-kutub al-
‘Tmiah 1990), jilid 1, 87.
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Menurut Abduh jika tidak bisa adil maka haram
poligami, namun hal ini tidak menjadikan akad

poligami tersebut batal tidak sah, tegasnya :
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Jangan lupa, mengingat isu-isu ini, bahwa tujuan
tertinggi dalam sistem sosial dan kebahagiaan rumah
tangga (keluarga) adalah agar rumah tangga hanya
terbentuk dari dua pasangan yang saling memberikan
perjanjian yang teguh atas nama cinta, ketulusan,
loyalitas, dan spesialisasi.  Sehingga jika mereka
melahirkan anak-anak, maka tujuan utamanya adalah
sepakat untuk perawatan dengan asuhan yang baik.

Bahkan menjadi penyejuk mata bagi mereka, dan
menjadi contoh yang baik bagi anak mereka, baik dalam
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hal kerukunan, keharmonisan, cinta, dan ketulusan. - ini
adalah kata pengantar yang ketujuh. '**
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Jika Anda mempertimbangkan dengan cermat semua
premis ini dan telah mengetahui cabang maupun asal
pokoknya, maka akan nampak natijah atau beberapa
hasil kesimpulan di bawah ini, yaitu: Prinsip dasar
dalam kebahagiaan rumah tangga dan kehidupan
beragama adalah bahwa seorang pria harusnya memiliki
satu istri, dan ini adalah tujuan utama kemajuan
kemanusiaan di dalam koridornya dan kesempurnaan
yang patut menjadi dasar pendidikan manusia dan
dijadikan keyakianan. dan bahwa dia mungkin disajikan
dengan sesuatu yang mencegah semua orang
mengambil dia, dan ada kebutuhan mendesak untuk
memastikan satu pria untuk lebih dari satu wanita. '**

3. Magqasid Poligami
Poligami adalah sesuatu yang Allah tetapkan

bagi hamba-hamba-Nya dengan kemampuan, dan

124 Muhammad Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, (Mesir: Dar al-
Manar,1367 ) jilid IV, 350.
125 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 348.
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memiliki banyak kepentingan untuk pasangan baik laki-
laki maupun perempuan. Termasuk diantaranya, laki-
laki terkadang tidak cukup terjaga kehormatannya
dengan satu wanita, dia mungkin memiliki syahwat
birahi yang tinggi, sehingga tidak cukup dengan satu
wanita, dua, atau tiga, maka Allah menjadikan baginya
jalan menuju kesucian diri dengan jalan yang halal,
melalui alternatif empat wanita.

Termasuk diantaranya, Apa yang ada dalam
bersenang-senang dengan empat wanita  dari
menyalurkan keinginannya yang terbaik, bersikap baik,
menjauhi maksiat, dan menjauhkannya dari apa yang
dilarang Allah, karena ini membantunya untuk menjaga
pandangannya.

Termasuk diantaranya juga adalah, kesucian
manusia. Tidak setiap wanita menemukan pria
sendirian. Pria mungkin lebih sedikit dari wanita,
terutama ketika peperangan, terlebih lagi di akhir
zaman, seperti yang dikatakan Nabi saw. Termasuk
rahmat Allah, pria memiliki empat hingga dia terjaga
dengan empat dan menfkahi empat. Memiliki
seperempat dari suami lebih baik baginya daripada tidak

memiliki suami sama sekali. Jika dia memiliki
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seperempat, sepertiga, atau setengah, itu lebih baik
baginya daripada tidak memiliki suami, ini demi
menjaga kesuciannya, dan juga termasuk mendaoatkan
nafkahnya, terpeliharanya, dan berhati-hati tanpanya.
Selanjutnya bahwa kesuburan dan reproduksi
keturunan berlangsung pada laki-laki, lebih lama dari
perempuan, sehingga kebanyakan perempuan tidak bisa
punya kturunan pada usia lima puluh tahun. Sedangkan
ini masih dapat dilakukan oleh laki-laki selama
bertahun-tahun setelah itu, dan mungkin kemampuan
untuk reproduksi pada laki-laki masih berlanjut sampai
usia wajar umumnya seratus tahun, sehingga usia
kelayakan seorang pria untuk memiliki keturunan, kira-
kira delapan puluh tahun - adalah dua kali lipat dari

seorang wanita, yaitu kira-kira empat puluh tahun. '*°

126 Muhammad Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 349.
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BAB III
POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD ABDUH

A. Biografi Muhammad Abduh

Abduh merupakan sosok seorang teolog Muslim, sekaligus
pernah menjabat sebagai Mufti Mesir, pembaharu, liberal, penggagas
modernisme dalam Islam dan seorang tokoh penting dalam bidang
filsafat yang mencetuskan gagasan Islamisme yang bernuansa
modern.

Abduh memiliki nama lengkap, Muhammad Abduh Ibn
Hasan Khair Allah, lahir pada (1849 M, wafat pada 11 Juli 1905 M)
dari ayah kebangsaan Turki dari desa Mahallaf Nasr yang masuk

wilayah Sibrakhait dan merupakan daerah Provinsi al-Bakhirah,
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sedangkan ibunya bernama Junainah berkebangsaan mesir yang
berasal dari suku Arab “Bani A ’diy”, yang silsilahnya sampai ke suku
bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab, dari desa Hashaq
Syabsyir di daerah al-Gharbiyah. Abduh dibesarkan di sebuah desa
kecil di pedesaan Mesir yakni desa "Mahallaf Nasr". Ayahnya
mengirimnya seperti layaknya anak-anak umumnya untuk belajar,
kemudian menerima pelajaran pertamanya di tangan guru desa.'?’

Muhammad Abduh lahir dalam kondisi sosial politik yang
tidak stabil, diiringi dengan kekacauan yang berkecamuk di Mesir.
Muhammad Ali yakni penguasa pada saat itu, mengambil pajak
dalam jumlah yang tinggi hingga dianggap sangat memberatkan dari
penduduk pedesaan di Mesir. Penduduk yang mayoritas petani
tersebut kemudian selalu berpindah-pindah tempat agar terhindar
dari beban-beban berat yang diberikan penguasa atas terkait
perpajakan tersebut. Tidak terkecuali orang tua Muhammad Abduh
yang juga melakukan hal demikian, selalu pindah dari satu tempat
ketempat lainnya. Hal Itu dilakukannya tidak kurang dari setahun
lamanya, hingga suatu saat barulah keluarga Abduh mukim dan
menetap di tempat yang disebut desa Mahallat al-Nasr. Orang tua
Abduh membeli tanah Di desa ini.

127 Mumamad Mishbah, al-Seih al-Imam Muhammad Abduh wa
ataruhu f al-fikri al-Islami al-Mu ‘asir, (Qudus International Journal of Islamic
Studies, Volume 3, Issue 2, August 2015): 228.
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Seperti anak-anak desa saat itu, Syeikh Muhammad Abduh
juga dibesarkan dalam lingkungan keluarga petani. Di saat saudara-
saudaranya ikut turut membantu ayahnya untuk mengelola tanah
pertanian, setelah belajar membaca dan menulis di rumahnya, Abduh
justru ditugaskan untuk belajar ilmu pengetahuan diluar kampung
tersebut. Abduh dikirim oleh ayahnya ke suatu tempat pendidikan
tahfidz al-Qur’an untuk menekuni dan belajar ilmu pengetahuan dan
bahkan mampu menyelesaikan hafalalannya full 30 juz setelah dua
tahun belajar di sana, pada saat itu ketika usianya baru berumur 12
tahun.'?®

Nama daerah tempat belajar Abduh adalah Thanta, tepatnya
Abduh belajar di Masjid al-Ahmadi untuk belajar bahasa Arab dan
ilmu-ilmu agama dari Syekh Ahmad tahun 1862. Setelah berjalan
dua tahun, barulah ia mengikuti pelajaran-palajaran yang diberikan
di mesjid itu, tetapi karena metode pengajaran yang tidak tepat,
Muhammad Abduh kecil kurang menguasa berbagai disiplin ilmu
pengetahuan. Menurut pernyataannya sendiri, guru-gurunya
cenderung hanya memberi murid-muridnya yakni para siswa dengan

kebiasaan menghafal istilah-istilah tentang nahwu atau fikih yang

128 Abdullah Mahmud Syatahat, Manhaj al-Imam Muhammad
‘Abduh fi al-Tafstr al-Qu'an, (Kairo: Nasyr al-Rasail, 1998), 3
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tidak dimengerti arti-artinya. Mereka seakan tidak peduli apakah
murid-murid mengerti atau tidak tentang istilah-istilah tersebut.'*’

Saat di Masjid Ahmadi yakni lembaga pendidikan yang di
tempati Abduh, ia memang sudah banyak melalui proses pendidikan,
namu kemudia dia nilai kurang memuaskan. Hal tersebut oleh karena
ia menganggap akibat sistem pendidikan yang diterapkan di lembaga
pendidikan tersebut hanya berfokus pada hafalan tanpa
mendalaminya dengan mengajarkan  pengertian-pengertian.
Kemudian Muhammad Abduh memutuskan untuk pulang dan
Kembali ke kampung halamannya yakni ke desa Mahallat Nashr.
Setelah pulang dan menetap dan sempat membantu ayahnya dalam
mengurus pertanian, Abduh pun menikah, yang saat itu usianya baru
16 tahun."*°

Meskipun Abduh telah berkeluarga, ayahnya terus berusaha
memaksa Abduh agar melanjutkan studinya, hingga kemudian
Abduh keluar dari rumah, melarikan diri ke Syibral Khit, di situ
Abduh bertemu banyak sanak-saudara ayahnya. Disinilah justru
Abduh dipertemukan dengan seorang guru yakni, Syeikh Darwisy

Khidr, yang tidak lain adalah seorang pamannya sendiri, yang alim

129 Tahir al-Tanhi (ed.), Mudakkirat al-Imam Muhammad ‘Abduh,
(Kairo: Dar al-Hilal, 2003), 29.

130 Rasid Rida, Tarih al-Ustad al-Imam Muhammad 'Abduh, (Mesir:
al-Manar, 2003), jilid I, 20.
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serta menguasai ilmu al-Qur’an dan merupakan penganut forigah
Sadiliyyah."!

Pamannya juga kemudian selalu menasehati Abduh agar
kembali meneruskan pendidikannya. Guru-guru yang baru ia kenal
tersebut menjadikannya semakin merasa senang terhadap ilmu
pengetahuan. Setelah ia menyelesaikan studinya di Thantha beliau
melanjutkannya ke al-Azhar, yakni di pada Februari 1866. Namun di
Azhar hanya mendapatkan pelajaran agama dan memang ketika itu
al-Azhar sebagaimana yang dikatakan Syekh Darwisy, hanya
memberikan pelajaran-pelajaran yang yang berkaitan dengan ilmu-
ilmu agama. Di Universitas ini pun ia menemukan metode
pengajaran tidak banyak berbeda dengan yang dipelajari ketika
mengenyam pendidikan di Thanta. Hal ini membuat ia kembali
merasakan kekecewaan sebagaimana masa belajar sebelum di Kairo.
Hingga ia kemudian menuliskan kekesalannya, dengan mengatakan
metode pengajaran yang verbalis itu justru hanya akan merusak akal
dan nalar fikirannya. Dari kekecewaan tersebut yang mungkin
menjadikannya ingin mempelajari dunia mistik dan hidup mengikuti
ajaran sufi, hingga kemudian kehidupan tersebut ditinggalkannya

oleh sebab anjuran pamannya.'*

31 Mani’ Abdul Halim Mahmud, Manahij al-Mufassirin, cet.2,
(Kairo: Maktabah al-Imam, 2003), 242
132 A. Hanafi, Theologi Islam, (Jakarta: al-Husna, , 1992), 157.
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Belajar di Mesir bagi Abduh dirasa kurang nyaman
terurtama dengan metode belajar di sana, menurutnya, “para pelajar
hanya diberi asupan pengetahuan ualama’ terdahulu tanpa diberi
kesempatan untuk mengkritisi, dan tidak pula dibekali perangkat
untuk mengupayakan penelitian, komparasi pendapat, dan
perbandingan Analisa.” '**

Dibaliknya terdapat suatu hikmah, diantaranya adalah
mendapat relasi bisa berjumpa dengan para pakar ilmu yang disegani
dan dikaguminya, antara lain:

1. Syikh Hasan al-Thawil yang ahli dan mengajar pemikiran-
pemikiran ibnu sinadalam karya-karyanya yang fokus dalam
bidang filsafat, logika nalar Aristoteles, serta disiplin ilmiah
lainnya, meskipun saat itu sebenarnya tidak menjadi kurikulum
belajar di Azhar masa itu.

2. Muhammad al-Basyuni, yakni pakar yang mencurahkan dan
mendedikasikan waktunya untuk sastra Bahasa saat itu di Azhar,
namun tidak berupa pengajaran sistematika pembelajaran
bahasa, akan tetapi berfokus dalam kehalusan rasa dan
kemampuan mengekspresikannya dalam bentuk tindakan.

Hingga Pada tahun 1871, ia berkenalan dengan Jamal al-
Din al-Aféant (1839- 1897 M) di Mesir. Kedatangannya menjadi

133 Muhammad Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir al-Mandr karya
Muhamad ‘Abduh (Jakarta: Pustaka Hidayah, Cet. I, 2004), 14.
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hadiah terbaik bagi syaikh Muhammad Abduh yang dimanfaatkan
untuk menimba keilmuan dengan dialog terbuka. Kedekatannya
kemudian memungkinkan Jamal al-Din al-Aféant merefolusi
pemahaman syaikh Abduh yang kala itu berpengetahuan tasawuf
yang cenderung tidak luwes dan sempit dalam zikir dan ibadah
mahdah saja, merubahnya menjadi pemahaman tasawuf yang luwes
dan luas, yaitu perjungan untuk membela dan memajukan umat
Islam. Kemudian menjadikan ilmu pengetahuan sebagai subjek yang
sangat luas, dan mempelajari perinsip negara barat yang maju saat itu
dengan cacata memilah ajarannya agar sesuai dengan aturan dalam
Islam."**

Abduh memang menjadi murid Jamal al-Din al-Afgant
bahkan termasuk yang paling setia, ia sangat tertarik dengan
keilmuan dari gurunya tersebut karena pengetahuannya yang luas
dan pola fikirnya menyongsong pembaharuan. Diketahui bahwa
selain belajar di al-Azhar ia tetap bersama Jamal al-Din al-Aféant
aktif dalam berdiskusi terkait berbagai problem. Diskusinya dengan
Jamal al-Din al-Afgani bersama teman-temannya seringkali selalu
mencetuskan suatu ide pembaharuan dan membangkitkan semangat
juangnya untuk berbakti kepada masyarakat dan berjihad untuk
mengahiri budaya berfikir yang kaku dan cara berfikir yang

134 Shihab, Studi Kritis Tafsir al-Mandr, 14.
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cenderung fanatik serta berupaya merubahnya menjadi pola fikir
yang lebih mengedepankan kemajuan umat.'*®

Hingga pemerintah yang telah mengalami pahitnya
pemberontakan para nasionais pada tahun 1857, pun hawatir
terhadap ide-ide yang progresif dan bersifat revolusioner. Kemudian
ia diberangkatkan dengan kapal pemerintah ke Suez. Sesampainya di
sana, ia pun berangkat ke Kairo, lalu ia sampai ke Universitas al-
Azhar dan bertemu dengan para mahasiswa al-Azhar dan para
ilmuan yang tingkat kesarjanaannya lebih tinggi. Gagasan-gagasan
progresifnya terlihat pada diri Muhammad Abduh dan dirasakan
dikalangan tokoh cendikia ilmuan di Mesir.

Kesempatan terbaik berupa pertemuannya dengan
Jamaluddin adalah kesempatan yang sangat baik untuk berguru, dan
ia mendapatkan ilmu bahkan mampu mewarisi ide-ide gurunya
tersebut. Dari Jamaluddin ia belajar banyak hal tidak terkecuali
diantaranya ilmu filsafat, ilmu kalam dan ilmu pasti."*® Lebih paham
dan mengerti yang ia rasa dengan gurunya tersebut. la sangat
menikmati ilmu-ilmu yang diperoleh dari gurunya yang baru ini,

mungkin diantara metode yang diterapkan Jamaluddin yang

135 An-Nida’ (Majalah llmu Pengetahuan Agama Islam), Tafsir
Hadis, edisi CXV tahun XX, Balai Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat, IAIN Sulthan Syarif Kasim, Pekanbaru, Oktober-Nopember 1996
M, 28

136 Tahir al-Tanhi (ed.), Mudakkirat al-Imam Muhammad, (Beirut:
Dar al- Hilal, 2000), 23.
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menyebabkan ia lebih dapat difahami. Jamaluddin tidak saja

memberikan metode pengajaran yang telah lama dicarinya,

Jamaluddin sepertinya telah melepaskannya kondisi jiwa dari

kegelisahan yang dialami selama ini. Hal inilah yang meneyebabkan

Abduh senantiasa mengikuti semua kuliah-kuliah yang diberikan

oleh Jamaluddin.

Abduh semasa hidupnya, sangat tidak setuju bahkan
menentang tradisi taklid yang menjadi budaya pada umat Islam pada
masa itu. Seperti yang ia rasakan selama memasuki Universitas al-
Azhar, ia menjumpai terbaginya dua golongan dalam sudut
pemahaman yang berbeda diantaranya:

1. Kaum mayoritas dengan budaya taklidnya dan hanya
mengajarkan kepada para murid-murid atau pengikutnya
tentang pendapat-pendapat ulama terdahulu kemudian hanya
sekedar menghafalnya.

2. Kaum minoritas yakni mereka yang suka akan pembaharuan
Islam yang fokus kepada logika pemikiran dan pembaharuan.'?’

Pengajaran yang diterapkan Jamaluddin adalah metode
yangt disebut dengan metode praktis (‘Amaliyyah), cirinya adalah

mengutamakan pemberian definisi dengan mengedepankan sistem

137 Shihab, Studi Kritis atas Tafsir al-Manar, 34
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dialog ilmiah."** Sistem Metode tersebut yang tampaknya diterapkan
Abduh setelah ia menjadi pengajar di kemudian hari.

Bukan hanya mengajarkan pengetahuan teoritis, bahkan
Jamaluddin Jamal al-Din al-Afganit juga mengajarkan Abduh tentang
pengetahuan praktis, seprti berpidato, budaya menulis artikel dan lain
sebagainya.'* Ajaran tersebut yang kemudian mengajarkannya agar
mampu tampil di ruang publik, bahkan juga secara langsung
mendidiknya untuk dapat menganalisa situasi sosial politik di
negerinya. Disamping Abduh aktif mencari ilmu pengetahuan di luar
al-Azhar, Abduh juga senantiasa tidak melalikan tugas
mahasiswanya. Pada tahun 1877 ia berhasil lulus dari studinya
dengan mendapatkan gelar ‘amin dan diberi kewenangan untuk
mengajar di Universitas tersebut.'*

Abduh wafat pada tahun 1905 di Ramleh Iskandariah yakni saat

Hingga kemudian Muhammad
melakukan rutinitas kunjungannya ke negara-negara Islam. Abduh
disolatkan di Masjid al-Azhar dan kemudian disemayamkan di

Kairo, Mesir.

B. Karya-karya Muhammad Abduh

138 Abduh, al-Manar, 399-400
139 Ridha, Tarih al-Ustad al-Imam, 26.
140 Rida, Tarikh al-Ustaz al-Imam, 1, 143.
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Tulisan monumental pertamanya adalah “Risalah al-
Tawhid” yang menjadi awal penulisan gagasan dan pemikirannya
terutama bidang akidah untuk menjadi pondasi pembaharuan
masyarakat Islam, di dalamnya terdapat himpunan diklat-diklat saat
mengajar di Al-Azhar kairo yang dikodifikasikan dalam bentuk buku
pertamnya untuk kepentingan pembelajaran bidang tauhid atau

teologi. Adapun karya-karya Muhammad Abduh yang lainnya adalah

1. Risalah al- ‘Aridat tahun 1873 M

2. Risalah al-Waridah (Kairo, 1874) : menyangkut bidang ekonomi
dan politik.

3. Hasiyah al-Jalal al-Diwant li al- ‘Aqaid al-Ubudiyyah, tahun 1875
M : menyangkut tasawuf dan mistik.

4. al-Radd ‘ala al-Dahriyyin (Beirut, 1886) : sebuah salinan dari
Jamal al-Din al-Af$¢ant untuk menyerang materialisme historis.

5. Risalah al-Tawhid tahun 1969.

6. Tafsir Juz ‘Amma yang ditulisnya sebagai pegangan bagi para
guru-guru di Maroko.

7. Al-Islam wa al-Nasriyyah li al- ilmi wa al-madaniyyah, (Kairo,
1902)

8. Tafsir al- ‘Asr. Karya ini semula adalah materi kuliah ataupun
materi pengajian yang disampaikannya di hadapan beberapa orang

ulama dan tokoh masyarakat di al-Jazair.
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10.

11.

12.

13.
14.

Tafsir al-Nisa’ 77 dan 87, al-Hajj 52-54 dan al-Ahzab 57. Karya
ini disusun sebagai bantahan terhadap tanggapan-tanggapan negatif
tentang Islam oleh kalangan Non Muslim.

Sarah Nahju al-Baldgah, (Beirut, 1885) : sebuah uraian mengenai
karangan sayyidina Ali, khalifah keempat.

Syarah Kitab Al-Basir al-Nasriyyah fi ‘ilmi al-Mantig (Kairo,
1898).

Taqrir fi Islah al-Mahakim al-Sar ‘iyyah (Kairo, 1900).

Sarh al-Magamat Badi' al-Zaman al-Hamadani (Beirut, 1889).
Tafsir Al-Manar, kitab ini pada dasarnya merupakan hasil karya
tiga orang tokoh Islam, yaitu Sayyid Jamal al-Din al-Afgani,
Syaikh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rasid Rida.
Tokoh pertama memberi inspirasi dan gagasannya kepada
muridnya, Muhammad Abduh, kemudian difahami dan
diaplikasikan dengan disampaikan dalam bentuk penafsiran ayat-
ayat AlQur’an, kemudian disampaikan dalam bentuk kuliah ke
pada tokoh ketiga yang kemudian didokumentasikan dan
dihimpun dalam bentuk kitab, dan meneruskannya hingga.
Catatan-catatannya tersebut kemudian dihimpun dalam Majalah
al-Manar, yang kemudian diberi judul “Tafsir al-Qur'an al-

Hakim” yang merupakan catatan kuliah dari sang guru yakni
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Muhammad Abduh.'*' Abduh hanya sempat memberi penafsiran
dari surat al-Fdtihah hingga surat al-Nisd’ ayat 125. Kemudian
dilanjutkan oleh muridnya yakni Rasid Rida dengan menafsirkan
secara mandiri, hingga ayat 52 surat Yusuf.'* Oleh karenanya
Tafsir al-Mandr dengan 12 jilidnya lebih patut dinisbatkan
kepada Rasid Rida, lebih lagi ia dalam penafsiran ayat-ayat surat
al-Fatihah dan surat al-Bagarah, serta surat al-Nisa’, ikut
memberi komentar dengan menulis kata “aqilu” sebelum

menguraikan suatu pendapat.'*?

C. Kondisi Sosial Politik Di Masa Abduh
Tidak ada yang keluar dari kehampaan, tidak terkecuali
pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh. Factor-faktor yang
memotifasi Abduh untuk mereformasi masyarakat Islam di Mesir
tentunya banyak hal, diantaranya adalah sebagai berikut: dengan

mengamati dan mencermati catatan biografi di atas, untuk

141 Muhammad Abduh, Risalah al-Tawhid (Kairo: Dar al-Hilal,
2000), 35.

142 Yang dicetak dalam Tafsir al-Mandr hanya sampai dengan ayat
52 surat Yusuf, tetapi penafsiran Rasyid Ridha sampai dengan ayat 101,
kemudian penafsiran surat Yusuf selengkapnya dilanjutkan oleh Bihjat al-
Baithar dan telah dicetak tersendiri dengan menggunakan nama Rasyid Ridha.
Lihat Muhammad Husain al-Dahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirin
(Kairo: Dar al-Kutub al-Haditah, Jilid. II, 1999), 243.

143 Ridha, Tafsir al-Qur’an al- Hakim, 15.
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menganalisis faktor sosial Muhammad Abduh setidaknhya ada dua
hal penting bida dijadikan kesimpulan.

Pertama: di masa-masa Abduh kecil hingga remaja orang
tuanya sangat berperan penting bagi Abduh, yang senantiasa
menemaninya. Kedua: Status sosialnya ketika ia hendak berfikir
dewasa, dan lembaga-lembaga sosial seperti Lembaga
pendidikannya yakni Al-Qaryah dan Al-Azhar, tempat ia menjalani
kehidupannya dalam dunianya, baik dalam kegiatan sosial dan
politik. Kemudian Syekh Darwish dan Sayyid Jamal al-Din al-
Afégani yang merupakan tokoh sangat berpengaruh paling besar
dalam mempengaruhi dan membentuk karekater bahkan mengubah
posisi Muhammad Abduh. Adapaun uraian Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Pemikiran M. Abduh sebagai berikut:'**

1. Faktor Politik
Untuk menganalisis pengaruh faktor politik terhadap
terbentuknya gagasan-gagasan ide cemerlang, khususnya
posisinya dalam kudeta yang dilakukan Urabi, sangat urgen untuk
membahas hal ini. Karya tulisannya tentang kritik pemerintah
khususnya aspek politik, menurut Abd al-Ati Muhammad, telah
memainkan peran utama dalam membentuk opini publik sebelum

pecahnya pemberontakan. Muhammad Abduh pernah

144 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana,
2007), 244.
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mengartikulasikan ide-ide politiknya, yang menyerukan
modifikasi kerangka mental dari mana pemberontakan itu
muncul.

Tulisan karya Abduh menghimbau pemerintahan yang
didasarkan pada musyawarah perwakilan warga negaranya, dan
dia juga memiliki karya pemahaman yang nasionalisme. Namun,
dalam tulisan-tulisan tersebut Abduh sangat jelas nampak tetap
loyal komitmen dalam pembaruan progresif. Dengan kata lain
bahwa gagasan politik Abduh justru mengarah pada reformasi di
dalam aspek etika dan tatacara mempelajari ilmu pengetahuan.'*’

2. Faktor Kebudayaan

Di masa mudanya, Abduh menjadi hafal al-Qu’an,
kemudian Abduh pun melanjutkan belajarnya dan mengikuti
tasawuf yang diperoleh Syekh Darwish. Dalam memperkenalkan
konsep tasawuf yang otentik, Syekh Darwish selalu mengajak
Muhammad Abdu, mengingatkan bahwa kehidupan tasawuf
sangat memperhatikan hubungan spiritual dan material (masalah
dunia).'¢

Di Mesir adalah momen terpenting dengan gurunya Jamal

al-Din al-Afgani untuk memperdalam kultur wawasan kelimuannya

145 Rifa’at Syauqy Nawawi, Rasionalitas tafsir Muhamad Abduh,
(Jakarta Paramadina, 2002), 59.
146 Nawawi, Rasionalitas tafsir Muhamad Abdu
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yang memiliki semangan pembaharu dan kritis ilmiah, tidak
mengekor pendpat terdajhulu. Dari gurunya ini juga Abduh merubah
pemikiran tentang filsafat yang kaku sempit menjadi filsafat praktis
dan berkemaajun. Abduh mendapat banyak ilmu pegetahuan seperti
kajian ilmu logika, ilmu kalam dan tentunya ilmu filsafat adalah
keilmuan yang mendidik Abduh untuk menyongsong kehidupan
umat yang lebih maju dan kritis tidak hanya fanatik buta terkait
keilmuan.'*’

Abduh sangat mengriktik budaya taklid pada masanya.
Menurut Rasyid Ridla, madzhab pandanga Muhammad Abduh
adalah lebih diarahkan pada cara istinbat hukum dari nash yang
merupakan proses yang dilalui oleh seorang mujtahid. Abduh tidak
mengartikan madzhab dengan mengikuti atau tunduk terhadap hasil
istinbat seorang mujtahid, tetapi bermadzhab adalah meniru jalan
mujtahid atau metode yang mereka lalui dalam berijtihad dan
mengasilakan suatu hukum. Dengan demikian bermadzhab tidak
identic dengan orang-orang awam, seperti umum ditemukan dalam
literatur kitab klasik, namun bagi mereka yang berijtihad dengan

menggunakan metodologi madzhab tertentu. Mereka ini dalam

147 Nawawi, Rasionalitas tafsir Muhamad Abduh, 60.
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istilah Ushul Fikih biasa disebut dengan istilah Mujtahid Bi al-
Madzhab."**

Fanatisme madzhab umum terjadi dan menjadi budaya di
masa itu, di kalangan awam dapat reduksi dan tradisi mengekor atau
taklid bisa minimalisir bahkan dihindari. Akan tetapi, Abduh
menjelaskan, hal yang terjadi di masyarakat adalah sebaliknya.
Generasi sesudah mujtahid, hanya tunduk dan mengamalkan hasil
ijjtihad yang mereka dapatkan, tanpa mencermati atau menjalai
proses, cara yang ditempuh oleh mujtahid tersebut. Alhasil, tpotensi
sangat besar terjadinya perselisihan pendapat yang dapat
menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Fanatisme
madzhab dan taklid buta pun menjadi konsekuensinya yang marak
terjadi.'*’

. Gagasan Pemikirannya

Gagasan dan ide pemikiran Muahammad Abduh termasuk
yang paling berpengaruh dalam dunia Islam. Jelas saja sangat
masyhur dan terkenal di dunia pengetahuan umat Islam, dalam
sejarah mencatat tentang pengaruh Abduh menyebar luas ke seluruh
umat Islam di penjuru dunia, yakni di semenanjung wilayah Timur

tengah, bahkan hingga ke bangsa Eropa Barat.

148 Nasution, Abduh dan Teologi Rasional, cet. 5, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1987), 64.
149 Nasution, Abduh dan Teologi Rasional.
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Selain dikenal sebagai seorang teolog muslim, Muhammad
Abduh juga seorang dikenal sebagai sosok pembaharu Islam, ide
pemikirannya mengedepankan revolusi di dalam membangun dunia
Islam modern. Maksud dan tujuannya agar menghilangkan tradisi
dan budaya sikap paham kaku dan Jumud. Jumud yang dimaksud di
sini mengandung makna kondisi pemahaman yang beku, keadaan
statis, dan anti pembaharuan. Seperti itulah kondisi umat Islam masa
itu, yang mengalami keterpurukan, kemunduran dan keterbelakangan
dalam masalah ilmu pengetahuan. Abduh menjadi salah satu pelopor
yang berupaya uantuk menyongsong perubahan dan menjadi
penggerak ummat menuju kehidupan yang berkemajuan dan tidak
jumud.'*

Muhammad Abduh berbicara Panjang dalam bukunya yang
bernama Al-Islam Din al-lIim wa al-Madaniah, menurutnya kondisi
saat itu ummat Islam banyak terpengaruh oleh paham dinamisme dan
adat-istiadat dari bangsa terdahulu yang jahil dan minim dalam hal
ilmu pengetahuan. Hal tersebut kemudian menjadikannya
mengadakan kajian ulang terhadap ilmu baru yang pada dasarnya
tetap berlandaskan al-Qur’an dan al-Sunnah. Tujuannya tidak lain
adalah untuk menolong ummat Islam pada masa itu, perlu dilakukan

semacam purifikasi dan pemurnian dengan dikembalikan kepada

150 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam (Sejarah Pemikiran
dan Gerakan), (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), 62.
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ajaran aslinya. Agar setiap muslim saat itu bisa terbebas dari
pemahaman yang jumud, yang memang sudah menjadi budaya umat
Islam dan justru menyesatkan ummat Islam.""

Muhammad Abduh berusaha menegaskan bahwasannya
tidak cukup hanya dengan mengembalikannya kepada ajaran Islam
yang murni, akan tetapi harus diupayakan penyesuaian dengan
kemajuan peradaban dunia modern. Menurut Muhammad Abduh
penyesuaian tersebut adalah bahwa ajaran Islam secara garis besar
bisa dikategorikan dalam dua hal:

1. Aspek Ubudiah, dan

2. Aspek Mu’amalat (interaksi dalam kehiduppan bermasyarakat),
aspek inilah yang Abduh utamakan. Karena menurut Abduh
bahwa ajaran yang ada di dalam al-Qur’an dan Hadis sudah
nampak tegas, jelas dan rinci.

Abduh menjelaskan bahwa kehidupan manusia selaras
dengan perinsip akidahnya. Artinya jika akidahnya benar, maka akan
benar juga kehidupanya. Sedangkan tentunya akidah yang benar
haruslah dipelajari dengan cara yang benar tidak menyimpang.
Prinsip ini yang kemudian mengukuhkan Abduh untuk menegakkan
aspek ilmu teolog atau “tauhid” dan memperjuangkannya selama
hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan dedikasinya dalam mengajar

dan menulis ilmu teolog atau tauhid baik untuk umum maupun untuk

151 Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, 26.
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kalangan mahasiswa. Diantara karangannya yang populer ialah
Risalah al-Tauhid. Tingkat kesulitan yang ada di dalam buku ini
dinilai sangat tinggi, namun sebetulnya buku ini sudah disesuaikan
dengan tingkatan orang-orang yang akan membacanya, yakni
akademis, filosofis, dan membutuhkan pemahaman extra untuk
mempelajarinya.'>

Abduh juga memiliki peran yang penting dan berpengaruh di
beberapa disiplin keilmuan seperti teolog, syariah dan pendidikan.
Abduh menegaskan bahwasannya teolog memiliki dua objek kajian,
yakni tentang Allah swt. dan tentang Rasul saw. Menurutnya kajian
teolog tidak hanya mengenai wujud ketuhanan saja, namun juga
mengenai aspek kajian kemanusiaan sebagai makhluk ciptaan Allah
juga harusnya menjadi kajian fokus dari teolog. Oleh karenanya
sistem kajian teologinya, disamping masalah-masalah ketuhanan,
dibangun atas pengkajian tentang tindakan manusia (af‘al al-

‘ibad).'>

. Poligami Menurut Muhammad Abduh
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152 Abduh, Risalah al-Tauhid, 12.
133 Arbiyah Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad
Abduh (suatu studi perbandingan), (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 125
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Kalimat: “matna tulatd ruba’ maknanya ialah “dua-dua, tiga-tiga,
empat-empat”. Itu  merupakan lafadz-lafadz yang mufrad
(menunjukan arti tunggal) sebagai tanda dari bilangan-bilangan yang
di ulang ini. ketika adanya sesuatu yang dibicarakan itu untuk
jamak (menunjukan arti banyak). Maka, itu merupakan lafadz-latadz
pilihan yang bagus yang ditandai dengan sesuatu yang menunjukan
arti bilangan yang diulang. Dan adanya lafadz-lafadz itu merupakan
ringkasan untuk mencakup semua orang yang menggunakan makna
jamak dari makna mufradnya orang-orang yang berbicara yang

bermakna dua saja, tiga saja, empat saja.
Muhammad Abduh berkata:

Seperti halnya ucapanmu kepada orang banyak: ‘Bagilah uang ini
yang berjumlah seribu dirham, bagilah dua dirham-dua dirham, tiga
dirham-tiga dirham, empat dirham-empat dirtham’. Dan kalau
bermakna mufrad (tunggal), maka bermakna: “Ketika kamu berkata
kepada orang banyak: ‘Bagilah uang yang banyak ini, bagilah dua
dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham, empat dirham- empat
dirham’, maka bermakna setiap orang menerima dua dirham saja
bukan empat dirham. '**

154 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 222.
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Muhammad Abduh berkata, jika ada yang bertanya kepadamu:
“Mengapa 'ataf-nya (kata sambung) menggunakan wawu bukan au?
Maka katakanlah: “Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ‘ataf
menggunakan wawu di dalam contoh sebelumnya”. Dan jika kamu
berkata: “Bagilah uang ini dua dirham-dua dirham atau tiga dirham-
tiga dirham, atau empat dirham-empat dirham”. Ketahuilah,
bahwasanya tidak boleh dibagi untuk mereka yakni membaginya
kecuali bagian dari macam- macam bagian ini, dan bukan untuk
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mereka yakni mengumpulkan diantara bagiannya, maka jadikanlah
satu bagian atas dua, dan satu bagian atas tiga, dan satu bagian atas
empat. Dan hilanglah makna bolehnya poligami diantara macam-
macamnya bagian yang menunjukan ‘ataf-nya menggunakan wawu.
Sesungguhnya bahwasanya wawu itu menunjukan kemutlakan
menikah bagi orang yang menginginkan menikah dengan wanita
melalui jalan poligami. Jika kalian menghendaki perbedaan pada
bilangan-bilangan itu yakni dua, tiga, empat dan jika kalian
menghendaki kesepakatan, menikah haram atas mereka.

Dan poligami itu bisa merusak pernikahan sebagian manusia dari
yang menunjukan perumpamaan atas bolehnya mengumpulkan
(menikahi) dalam satu tempat di antara 9 wanita (istri) yakni jumlah
dari 2+3+4 dan menurut sebagian ulama lainnya membolehkan
mengumpulkan (menikahi) di antara 18 istri yakni jumlah dari
(2+2)+(3+3)+(4+4). Maka ketika kamu berkata: “Bagian uang ini
milik orang-orang fakir senilai 2 juta-2 juta atau 3 juta-3 juta atau 4
juta-4 juta, maknanya: “Berikanlah kepada mereka (orang-orang
fakir) 2 juta saja atau 3 juta saja atau 4 juta saja”.

Untuk orang yang membagi ada pilihan dalam memberikan kepada
yang khusus (uang tersebut) dan tidak dibolehkan ketentuan ini yakni
memberi seseorang dari mereka 9 juta, apalagi 18 juta. Sesuatu yang
menunjukan tentang mereka atas sahnya apa yang dikatakan (setelah
wafatnya Nabi Muhammad saw. atas 9 istri) yang hukumnya
menurut jumhur (mayoritas) ulama tentang yang demikian itu tidak
sah menurut ijma’ (kesepakatan) ulama bahwasanya yang demikian
itu merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad saw.'>

Dalam menyikapi persoalan poligami, Abduh memiliki
pendapat yang berbeda dengan kebanyakan pendapat para ulama.
Abduh berpendapat bahwa hukum poligami pada masa ini perlu

155 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 222.
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ditinjau kembali karena banyaknya mafsadah/bahaya yang mungkin
terjadi akibat praktik poligami:
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Apabila telah berlaku kerusakan atas sesuatu (poligami) yang belum
terjadi di masa sebelumnya (seperti permusuhan, pencurian,
pembunuhan) maka tidak ada keraguan sedikitpun tentang kewajiban

perubahan hukum dan penyesuaiannya keadaan saat ini berdasarkan
kaidah:

Artinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil
kemaslahatan. Dia berkata (Muhammad Abduh) berdasarkan ini
semua dapat diketahui bahwa poligami itu haram secara tegas/ gath’i
ketika (di zaman ini) dikhawatirkan terjadi ketidakadilan.'*®

Tidak ada yang mengingkari bahwa masuknya agama Islam
adalah untuk kemaslahatan dan kemaslahatan umat, dan salah satu
landasan dasarnya adalah larangan Bahaya dan membahayakan,
menurut hadis Nabi, La darar wa la dirar, artinya Tidak ada bahaya
atau membahayakan di dalam Islam. Jadi jika sesuatu penya
implikasi negatif yang sebelumnya tidak pernah dideteksi, maka

tidak ada keraguan bahwa hukum dan legalitasnya harus diubah dan

156 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 350.
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disesuaikan pada situasi dan kondisi terbaru, landasannya adalah,
dar’u al-mfasid muqaddmun ‘ala@ galb al-msalih, artinya mencegah
bahaya lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Adapun
berdasarkan apa yang kita lihat dan dengar, tidak mungkin
mencerdaskan bangsa dengan sistem poligami yang merajalela, maka
para ulama harus mengkajinya masalah ini, yang tidak memiliki
manfaat yang seperti di masa lalu atau di masa-masa awal Islam,
seperti menjaga garis keturunan dan meningkatkan sistem
persaudaraan.'’

PendapatMuhammad Abduh tentang poligami di masa nabi
dan para sahabat tentunya selaras dengan pandangan para ahli tafsif
dan ahli fikih pada umumnya, bahwasannya keadaan dan kondisi
masa itu menuntul legalitas poligami supaya menjadi solusi atas
masalah sosial diahadapi masa itu. Problem utama yang dijumpai
saat itu adalah kuantitas anak-anak yatim dan janda-janda yang
ditinggal mati ayahnya atau suaminya dikarenakan tumbang dalam
mengikuti perang, sudah barang tentu memerlukan orang yang
menanggung jawab dan memenuhi kebutuhannya yakni materil dan
non-marteril. Dibolehkannya wacana poligami dengan tentu
memberi syarat keharusan berlaku adil dan kemampuan finansial,

diharapkan masalah sosial tersebut dapat diatasi.'>®

157 Rida, Tarih al-Ustad al-Imam, 349-350.
158 Rida, Tarih al-Ustad al-Imam, 344-345.
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Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad
bin Jarir dan para mufasir pada umumnya, bahwa sistem pernikahan
poligami dalam syariat [slam pada dasarnya untuk membatasi jumlah
istri dan mengupayakan keadilan untuk para istri, sebab sebelumnya
poligami yang dipraktikkan orang arab bahkan sudah menjadi tradisi
mereka sebelum Islam, poligami tersebut dilakukan tanpa didasari
syarat adil ataupun dibatasi jumlah istrinya. Abduh di sini
menjelaskan bahwa hukum pernikahan poligami tidak memberi
pemahaman aturan pokok, baku dan menjadi ajaran dasar. Namun,
harusnya dalam praktikknya selalu harus didasarkan Analisa
terhadap efek kemaslahatan dan kemadaratan, oleh karenanya sudah
sepatutnya apabila praktiknya justru negatif terhadap suatu bangsa
atau budaya, maka harsunya aturan tersebut dikaji ulang dan drubah
dengan menyesuaikan situasi dan kondisi dan dampak setempat yang
berkembang tersebut. Kaidah fikih yang selaras dengan hal ini
diantaranya : dr'u al-mafasid muqaddmun ‘ala jalb al-msalih,
artinya (mencegah kemafasadatan harus lebih diutamakan
ketimbang mengusahakan kemaslahatan).'>

Menurut Muhammad Abdubh intisari dari Q.S. Al-Nisa’(4):3
adalah bahwa Allah SWT memberikan solusi bagi orang yang takut
memakan harta anak yatim yang dinikahi yaitu dengan menikahi

empat orang wanita selain anak yatim. Dan jika takut tidak dapat

159 Abduh, Tafsir al-Qur’dn al-Hakim, 350.
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berbuat adil maka sebaiknya menikahi seorang wanita saja. Karena
hal tersebut lebih menjauhkan kita dari berbuat tidak adil dan zalim
kepada kaum wanita.'®® Dengan demikian sangat jelas bahwa syarat
paling utama kebolehan seorang pria dapat berpoligami adalah
mampu adil.

Islam mempersempit kebolehan berpoligami. Poligami
hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Syarat paling utama
seorang suami untuk berpoligami adalah dia harus benar-benar dapat

berlaku adil. Muhammad Abduh mengatakan:
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160 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 348.
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Adapun hari ini kemadharatan-kemadharatan poligami berpindah pada
anak dan orang tua, karena (poligami) akan menimbulkan permusuhan
dan kebencian diantara mereka, seorang anak akan membujuk
permusuhan pada saudaranya yang lain, suami cenderung tidak akan
mampu menunaikan hak-hak anaknya karena dengan kebodohannya
dengan mematuhi semua keinginan istri yang paling dia cintai. maka
sedikit demi sedikit akan menimbulkan kerusakan di dalam keluarga.
Jikalau engkau ingin merinci bencana dan musibah anak yang
dilahirkan dari kultur poligami, pasti akan membuat merinding kulit-
kulit orang yang beriman, sebab dari poligami itu juga akan
menimbulkan pencurian, perzinahan, kebohongan, khianat, dan
penipuan. Bahkan yang lebih parah akan menimbulkan adanya
pembunuhan, sehingga anak membunuh orang tuanya, orang tua
membunuh anaknya, dan istri membunuh suaminya, suami membunuh
istrinya.

Semua ini adalah fakta yang tercatat di pengadilan. Belum lagi merawat
seorang wanita yang tidak mengetahui nilai seorang suami atau nilai
seorang anak. Dia tidak memahami tentang dirinya sendiri, dan tidak
tahu agamanya, dia tidak tahu apa-apa selain mitos klenik dan
kesesatan-kesesatan yang dia dapatkan dari orang-orang semisalnya
yang memang jauh dari ajaran kitab suci yang diturunkan, dan setiap
nabi yang diutus. Andaikan yang wanita-wanita dididik dengan ajaran
agama yang baik, maka agama akan memiliki posisi tertinggi, dan
merupakan otoritas yang luhur. Sehingga dapat menjadi penguasa
atas hati mereka, dan mengendalikan kecemburuannya. Ketika ada
doror atau bahaya bagi umat yang ditimbulkan poligami, akan tetapi
doror tersebut pada umunya hanya terbatas pada mereka. '*'

161 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 349.
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Dari sini tampak jelas sekali, bahwa praktik poligami di Meir
pada saat itu cenderung menimbulkan kemadharatan dan kerusakan
dalam ranah keluarga. Untuk memperkuat argumentnya Muhammad
Abduh mengkritik keras terhadap orang kaya yang melakukan
praktik berpoligami dengan berorientasi hanya melampiaskan
syahwatnya, menghiraukan aspek keadilan pada mereka, dan tidak
memperhatikan dampak lain yang timbul dari praktik poligami:
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Ingatlah! Bertagwalah kepada Allah wahai orang yang suka makan dan
minum! Bertaqwalah wahai orang yang hidup mewah! Hendaklah
mereka memikirkan akad pernikahan yang berat (tanggung jawabnya)
dan hak-hak istri yang telah ditetapkan! Hendaklah mereka memikirkan
akibat yang timbul pada keturunan dan masa depan anak-cucu mereka!
Hendaklah mereka memikirkan keadaan umat yang dibentuk oleh

orang-orang yang menyeru kepada syahwat dan perbuatan yang
merusakan akhlak. Dan keturunan/anak-cucu yang dididik diantara ibu-
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ibu yang dipoligami dan suami yang hanya melampiaskan hawa
nafsunva saia termasuk kepada perbuatan dzhalim.'®*

Hendaklah mereka memikirkan firman Allah swt:
[ 129: sl | { L) 1)sie OI8O I5ing \smhuas Oly |

Dan jika kemaslahatan umat, sehingga pemahaman keagamaan yang
tidak relevan lagi dengan konteks sekarang harus segera diganti (al-
Nisa’/3: 129).

Maka berdasarkan pemaparan data-data diatas, dapat
disimpulkan secara tersirat, bahwa Muhammad Abduh ingin
menegaskan kebolehan poligami tidak hanya meliputi aspek dan
kuantitif saja, akan tetapi seorang yang ingin berpoligami pun harus
dengan seksama memperhatikan kondisi psikologis istri dan
pendidikan anak-anaknya, terlebih pendidikan spiritual. Sehingga di
dalam mengarung bahtera rumah tangganya terhindar permusuhan,

kebencian dan kerusakan.
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162 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 450.
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Hal ini dikatakan oleh imam guru besar (Muhammad Abduh) pada
pelajaran pertama yang menjelaskan ayat tersebut, kemudian beliau
mengatakan pada pelajaran kedua: Telah dikemukakan bahwa
kebolehan poligami itu dipersempit dan diperketat, dan di dalamnya
diatur syarat yang sulit untuk dicapai. Seakan-akan maknanya adalah
melarang banyaknya pernikahan.

sesungguhnya poligami bertentangan dengan dasar pokok ikatan
pernikahan. Prinsip dasarnya adalah bahwa seorang pria hanya
memiliki satu istri yang akan bersamanya sama seperti dia sebagai
istri dari seorang suami, akan tetapi poligami hanya kebutuhan
darurat untuk problem sosial, terutama di negara-negara yang suka
berperang seperti bangsa Islam. Poligami hanya diperbolehkan
karena darurat, dan ditetapkan bahwa tidak boleh ada ketidakadilan
dan perbuatan lalim.

Bagi orang yang menganalisa dan mencermati kedua ayat poligami
tersebut, maka akan Nampak baginya bahwa berpoligami dalam
Islam merupakan suatu yang ruang geraknya diperketat dan susah
diupayakan. Seakan berpoligami hanya sebuah emergency exit yang
pintunya hanya dibuka dalam kondisi khusus yang berat. Disertai
syarat berlaku adil agar terjauh dari sifat lalim. '

163 Abduh, Tafsir al-Qur’dn al-Hakim, 350.
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Kerukunan rumah tangga dapat rusak dengan berpoligami.
Dapat memicu perpecaha rumah tangga yang berpoligami.
Sebagimana yang terjadi pada masa Muhammad Abduh hidup yakni
di Mesir. Menurut Muhammad Abduh orang yang berpoligami
sangat susah bahkan tidak mungkin lagi untuk membina kehidupan

bermasyarakat.
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Ketika seorang analis betul menganalisa dengan penyempitan ruang
praktik poligami terkait efek negatifnya pada masa kini berupa
mafsadah-mafsadah, tentu tidak akan terwujud pembinaan suatu
masyarakat dengan masih  berlakunya sistem poligami.
Sesungguhnya suatu rumah tangga yang terdapat satu suami dengan
lebih dari satu istri, maka rumah tangga tidak akan tenang. Akan sulit
dalam menegakkan aturan rumah tangga, justru suami dan istri-
istrinya akan saling merusak rumah tangga itu sendiri, seakan
menjadikan satu sama lain sebagi musuhnya, kemudian disusul
lahirnya anak-anak yang saling bermusuhan satu sama lain. Efek
negatif berpoligami menjalar dari individu ke rumah tangga, dan dari
rumah tangga menjalar ke bangsa. '**

164 Abduh, Tafsir al-Qur’dn al-Hakim,
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Menurut Abduh, beda sekali praktik berpoligami pada
masanya dengan praktik perpoligami pada Nabi saw. pada nabi swa.
Praktik poligami memiliki banyak manfaat dan kemaslahatan yang
diantanya adalah, mengikat nasab, persaudaraan dan keturunan.
Mafsadah atau dampak negatif berpoligami tidak dijumpai pada
masa awal Islam karena relatif masyarakat bangsa saat itu sudah

Bergama dengan baik dan taat. Sebagai mana Abduh menjelaskan:
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Dulu praktik berpoligami mempunya banyak manfaat dan maslahat,
yang terpenting diantaranya adalah menyatukan tali persaudaraan
atau nasab. Pada saat itu tidak dijumpai mafsadah atau dampak
negatif dari berpoligami, sebagaimana yang banyak dijumpai pada
masa Abduh hidup, karena saat itu praktik keagamaan masyarat
relatif baik dan patuh. '¢

Muhammad Abduh menjumpai banyak mafsadah atau
dampak negatif dari praktik berpoligami pada masanya seperti
seringnya terjadi perselisihan antar anggota keluarga. Lebih dari itu,
berpoligami dapat memicu dampak negatif lebih besar seperti,
mencuri, perzinaan, dusta, cacian, tipu muslihat bahkan pembunuhan.

Anak yang menghabisi orang tuanya, atau sebaliknya, dan terjadinya

165 Muhammad ‘Abduh, Tafsir al-Qur’dn al-Hakim, 350.
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pembunah suaminya oleh istrinya sendiri dan ebaliknya. Hal yang
demikian tersebut memang benar dijumpai pada masa Abduh

Menurut Muhammad Abduh:
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Pada masa ini, berpoligami dampak negatifnya dimulai dari anaknya,

menjalar kepada orang tuanya, perselisihan dan kebencian banyak
ditemukan diantara mereka. '%

Menurut Abduh, sangat disarankan pada para ulama yang
menjumpai efek neagtif dari berpoligami, supaya mengingatkan
untuk menjauhi mafsadah lebih penting dari mencari kemaslahatan.
Agama sesungguhnya disyariatkan tidak lain adalah untuk
terwujudnya kebaikan serta kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab
itu, para ulama sudah seharusnya merubah kontruksi hukum serta
menselaraskannya agar relevan dengan kondisi dan situasi pada masa
kiki. Berpoligami merupakan praktik yang diharamkan secara tegas
apabila tidak mampu berlaku adil.
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166 Muhammad Abduh, Tafsir al-Qur’dn al-Hakim.
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Berdasarkan fakta yang kita jumpai dan kita dengar, maka tidak ada
cela untuk membina suatu bangsa yang di dalmnya dipraktikkan tradisi
berpoligami. Para ulama sudah seharusnya menganalisa ulang kasus ini,
terutama kalangan mazhab Hanafi secara khusus yang merupakan
pemegang kekasaan dan pemekang ketetapan hukum. Para ulama
tersebut tentu sepakat bahwa Islam turun untuk mewujudkan
kemaslahatan umat manusia dan untuk kebaikan mereka.
Sesungguhnya tujuan dasar agama adalah menghilangkan doror atau
bahayakan diri dan diror atau membahayakan orang lain. Sudah barang
tentu harus diupayakan perrubahan aturan agar sesuai dan selaras
dengan kondisi masa kini, sebagaimana petunjuk kaidah “dru al-
mafasid muqaddmun ‘ala jalb al-masalih” menurut Abduh, dengan
demikian jelas dan tegas bahwa berpoligami sangat haram apabila tidak
disertai sikap adil. '¢’

Lebih lanjut Rasyid Ridha menjelaskan:
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Muhammad Abduh dalam mencela tradisi berpoligami adalah termasuk
budaya orang Mesir yang buruk yanag terbiasa dengan kawin cerai,

167 Abduh, Tafsir al-Qur’dn al-Hakim.
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semisal mereka yang sering melakukan kawin cerai. Serta budaya buruk
kawin cerai yang dilakukan karena mengikuti keinginan hawa nafsu
saja. Tenggelam dalam menuruti hawa nafsu dengan kurangnya disiplin
agama dan kemasyarakatan. '®*

Muhammad Abduh menjelaskan bahwasannya tradisi tersebut
sudah mandarah daging dan melekat pada bangsa saat itu. Padahal
tradisi bangsa semacam itu, sangat berselisih dengan ideal suatu rumah
tangga. Mengingat tujuan utama rumah tangga adlah hungan yang kekal
abadi. Menurut Muhammad Abduh bahwa idealnya bagi suatu bangsa
yang berperadaban adlah tidak berpoligami. Sangat sedikit perilaku
berpoligami seperti ini dipraktikkan oleh nega berperadaban maju.'®’

Muhammad Abduh menegaskan:
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Disiplin yang dikenal untuk mengetahui nilai kehidupan
berumahtangga akan menghalau para peminat poligami, kecuali jika
kondisinya emergency. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam kitab
sucinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan
di antaramu rasa kasih dan sayang.” Kasih saying dan ketentraman

168 Abduh, Tafsir al-Qur’dn al-Hakim.
169 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 363.
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tersebut jarang mencapai kesempurnaannya dengan sistem poligami,
terutama jika tanpa alasan khusus atau uzdur syar’i. Itulah sebabnya
mengapa dalam dua mazhab yang menggabungkan dua pasangan itu
lebih sedikit, dan aku tidak mengetahui salah satu sahabatku di Mesir
dan Suriah yang beristri lebih dari satu. '

Abduh menganggap, pria yang berpoligami adalah suatu
penyimpangan watak normal dan jauh dari idealism keluarga yang
harmonis, menafikan tujuan Sakinah seperti dalam Qur’an, serta
mereduksi cinta kasih dalam hubungan berumah tangga. Sebab ideal

sistem keluarga adalah satu banding satu atau monogami. Lebih jelaj

Abduh menjelaskan sebagai berikut:
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Sungguh berpoligami adalah suatu penyimpangan dari asal
yang normal. Serta menyalahi sifat ideal. Berpoligami juga dapat
merusak ketenangan martabat keluarga, menafikan kasih sayang di
suatu keluarga, yang seharusnya merupakan menjadi idealism susunan
keluarga. '"!

Khoiruddin Nasution menyebutkan, bahwasannya Abduh

memiliki pendapat beda tentang poligami, menurutnya poligami hukum
asalnya haram dan merupakan pernikahan yang jauh dari kata harmonis,
namun dibolehkan dalam kondisi mendesak terpaksa saja. Meski

demikian kebolehannya juga masih bersyarat yakni adil terhadap istri-

170 Abduh, Tafsir al-Qur’dn al-Hakim, 350.
70 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim.
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istrinya. Hal yang tentunya sangatlah tidak mudah, meskipun jika orang
tersebut tetap berkeinginan keras dalam mewujudkan keadilan, dengan
mempertimbangkan praktik poligami yang dipraktikkan saat itu, pasti
akan tetap tidak mungkin bisa berbuat adil terutama dalam hal membagi
cinta kasihnya.'”

Pondasi pokok dalam wujudnya keharmonisan rumah tangga
adalah dengan tidak berpoligami. Namun demikian berpoligami dapat
dipertimbangkan ketika istri kelainan mandul. Hal tersebut tentu
disertai izin dari istri pertama. Oleh karena jika istri kelainan susah
memiliki keturunan, maka tujuan utama dari suatu pernikahan yakni
menghasilkan keturunan tentu tidak akan terealisasikan dan tidak
terpelihanya Hifd al-Nasl. Mandulnya istri dapat merusak
keharmonisan rumah tangga. Pada puncaknya dapt memicu perzinaan
dari anggota keluarga. Oleh sebab itu, berpoligami adalah solusi terbaik
sebagai alternatif yang baik menghindari perpecahan rumah tangga.
Berpoligami bisa menjadi solusi Ketika d suatu bangsa dijumpai rasio
laki-lakinya lebih sedikit dari wanita, dan pada bangsa yang masih
terjadi peperangan seperti masa awal Islam.'” Apabila dijumpai suatu
bangsa dengan rasio laki-laki lebih banyak dari wanitanya, dan

kasusnya pada usia produktif, tentu berpoligami menjadi solusi baik di

172 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam
Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Cetakan
Pertama (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), 100.

173 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 357.
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bangsa tersebut. Di sisi lain, kesiapan psikologi dan mental bangsa
tersebut harus dipertimbangkan kesiapannya.

Fatwa Abduh tentang kebolehan hakim dalam melarang
poligami jika dinilai lebih maslahat, menurutnya; Boleh bagi
hakim/pemimpin agama melarang poligami untuk mencegah kerusakan
rumahtangga demi maslahat umum. Fatwa kontroversi yang
dikeluarkan Abduh bukan tanpa sebab atau kegelisahan, poligami
menyebabkan pemusuhan dan pertengkaran ataupun perang dingin di
antara para istri, kepuasan dari pihak suami saja dan yang paling fatal
adalah anak yang menjadi korbannya. Dengan demikian abduh
berkesimpulan tentang poligami bahwa Poligami diperbolehkan jika
dalam kondisi darurat untuk menghindari perzinahan dengan catatan
tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.

Banyak yang mengklaim bahwa Muhammad Abduh termasuk
pakar yang anti poligami secara mutlak, melarang poligami dengan
berlandaskan argumentasi ayat poligami yang menjelaskan
kemustahilan seseorang dalam berlaku adil secara sempurna, namun
klaim tersebut sama sekali tidak benar, Abduh hanya mengandaikan
saja, menurutnya kemustahilan berlaku adil dalam ayat tersebut adalah
dalam hal perasaan dan kecondongan hati saja, andai saja tidak

demikian, maka korelasi hasil dari penggabungan kedua ayat poligami
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tersebut akan menghasilkan sebuah natijah atau kesimpulan poligami
dilarang sepenuhnya tanpa terkecuali.'™

Menurut Abduh hal tersebut tidak mungkin mengingat adanya
indikator pada lanjutan yang bermakna, hindarilah sikap lebih
cenderung terhadap Sebagian pasangan, hingga mengabaikan istri yang
lain dan menjadikan istri yang lainnya menjadi cemburu dan terabaikan,

tidak mendapat perhatian. Sebagaimana penjelasan Abduh dalam dalam
tafsir al-Manar:
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Ayat ini diarahkan, menyiratkan keadilan dalam kecenderungan hati,
dan jika tidak demikian, maka gabungan dari kedua ayat akan
mengakibatkan kesimpulan tidak diperbolehkannya poligami secara
mutlak tanpa kecuali. Karena indikasi yang jelas nampak pada ayat

setelahnya: hindarilah sikap lebih cenderung terhadap Sebagian
pasangan, hingga mengabaikan istri yang lain dan menjadikan istri yang

174 Edi Darmawijaya, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum
Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia), Vol. 1, No.
1, Maret 2015, 29-30. Lihat juga; Yufni Faisol, Konsep Adil dalam poligami:
Telaah pemikiran mushthofa Al-‘Adawi dalam Tafsir Al-Tashil Lita wil Al-
Tanzil, International Journal ihya’ ‘Ulum Al-din, Vol 18 no 1 (2016), 17.
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lainnya menjadi cemburu dan terabaikan, tidak mendapat perhatian.
Allah  mengampuni hambanya terkait apa yang diluar
kemampuannya,yakni terkait kecenderungan hatinya. Aisyah ra. pada
akhir hayat Nabi saw. juga terbukti lebih dicondongi Nabi saw. dari
wanita lainnya, akntetapi Aisyah ra. tidak diistimewakan dari istri-istri
Nabi yang lainnya, tanpa persetujuan dan izin istri yang lain. Nabi saw.
berkata: “Ya Allah, ini adalah bagianku dari apa yang aku miliki, jadi
jangan salahkan aku atas apa yang tidak aku miliki,” artinya dari
kecenderungan hati. '”

Sebetulnya pendapat Muhammad Abduh nampak menyelisihi
dari kalangan banyak ulama terdahulu. Abduh menyatakan larangan
poligami yang dikecualikan dalam kondisi darurat. Dari segi kuantitas
batas matas jumlah istri yang boleh dipoligami oleh laki-laki tidak dan
penafsirannya dalam surah al-Nisa' ayat 3 dan 129 sudah sejalan dengan
para ulama. Konsep keadilan Muhammad Abduh juga sama dengan
mayoritaa ulama. Hanya saja pemahamannya bahwa larangan poligami
pada zaman sekarang agar lebih dipertimbangkan, hal tersebut yang
sedikit bertentangan dengan kehalalan poligami yang tertera dalam
pendapat mayoritas ulama terdahulu yang ikut menjelaskan tafsir
khususnya dengan surah An-Al-Nisa’ayat 3 dan 129.

Muhammad Abduh menganalogikan, jika seseorang

mengatakan berdasarkan pengalaman bahwa ada istri pertama yang rela

dimadu, maka ini dapat dilihat dari dua aspek:

175 Abduh, Tafsir al-Qur’dn al-Hakim, 350.
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1) jika ada sesuatu yang langka (dari seribu menjadi satu). Ini tidak
dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk pijakan melegalakn
poligami. Meskipun banyak fenomena poligami di masyarakat. Jika
seseorang mengatakan keinginan istri-istri tersebut untuk bersama
satu suami, maka ini berarti ada sesuatu yang tidak beres.

2) Keinginan istri untuk dimadu ini jarang terjadi dan hampir tidak
terjadi, tetapi pada PSK berganti-ganti laki-laki, perasaan suka rela
sering terjadi.'”

. Isu Kontra Poligami:

Sebagian orang ada yang mengatakan: “dalam poligami
terdapat banyak masalah dengan adanya suami dan beberapa istri dalam
satu rumah, dan dapat menimbulkan persaingan dan permusuhan satu
sama lain yang terjadi kepada orang-orang di rumah, seperti suami,
anak-anak dan lain-lain, dan ini berbahaya. Rumusnya bahaya harus
dijauhi, dan tidak ada cara untuk mencegahnya kecuali dengan
melarang poligami.”

Jawabannya, bahwa konflik dalam keluarga dapat terjadi
dengan kehadiran satu istri, dan tidak terjadi dengan kehadiran lebih
dari satu istri, seperti yang biasa terjadi. Bahkan jika kita menerima
potensi konflik dan perselisihan bahkan yang lebih banyak yang

mungkin terjadi dengan satu istri, maka potensi konflik ini, bahkan jika

176 A. Rofiq, Keabsahan Poligami: Perspektif Muhammad Abduh
dan Mahmud Syaltut, Ulul Albab, Jurnal Studi Islam, vol 3, (2018): 155-171.
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kita menganggapnya berbahaya dan buruk, akan tetapi itu adalah dloror
atau bahaya yang tenggelam dalam kebaikan yang banyak. Dalam hidup
ini tidak ada keburukan murni atau kebaikan murni, namun yang selalu
dituntut adalah mengutamakan apa yang memiliki banyak sisi kebaikan,
dan menggunggulkannya dari sesuatu yang memiliki banyak sisi
keburukan, dan aturan semacam ini yang diambil dan dilirik dalam
melegalkan sistem poligami. Selain itu, setiap istri berhak atas tempat
tinggal terpisah, dan tidak boleh suami memaksa istri-istrinya untuk
tinggal dalam satu rumah bersama.

Anti poligami mengatakan, jika anda mengizinkan poligami
untuk seorang pria, mengapa anda tidak mengizinkan poligami untuk
wanita, artinya seorang wanita memiliki hak untuk menikahi lebih dari
satu pria? Jawabannya, tidak menguntungkan bagi seorang wanita
untuk diberikan hak menikahi lebih dari satu suami. Hal tersebut justru
dapat mengurangi drajat dan kehormatan wanita dan dapat menyia-
nyiakn nasab anaknya. Wanita disiapkan untuk pembentukan keturunan,
dan pembentukannya tidak boleh dari air sejumlah pria. Jika tidak,
maka garis keturunan anak akan hilang, dan tanggung jawab untuk
merawatnya akan hilang, kemudian rumah tangga akan hancur, dan

ikatan ayah dengan anak-anak akan terputus. Hal ini tidak
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diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya tidak untuk kepentingan

wanita, anak ataupun masyarakat.'”’

. Konsep Ideal Pernikahan Menurut Abduh Dan Zina Saat Poligami
Dilarang Secara Mutlak
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Terkadang ada kondisi mengharuskan untuk melakukan poligami,
namun tidak untuk menjeneralisir untuk semua orang, dan terkadang
ada kebutuhan mendesak bagi seorang pria untuk menanggung lebih
dari satu wanita. Hal ini mungkin demi terpenuhinya kepentingan pria

177 Syaikh Dr. Abdul Karim Zaidan, Al-mufassal fi ahkam al-mar'ah,
Muassah al-Risalah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid VI, 290.
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dan wanita secara individul, seperti ketika seorang laki-laki menikahi
seorang wanita mandul dan terpaksa poligami dengan wanita lain demi
mendapt keturunan. Oleh karena untuk kepentingan istri, atau
kepentingan mereka bersama-sama, agar tidak menceraikannya, dan
wanita tersebut rela dimadu atau suami menikahi orang lain. Terlebih
jika suami adalah seorang raja, seorang pangeran, atau seorang wanita
telah memasuki vase menopause dan pria tersebut melihat bahwa akan
tersiksa jika tanpa wanita lain. Sementara dia mampu memenuhi
mengurus lebih dari satu wanita, dan mampu mencukupi kebutuhan
banyak anak, serta mendidik dan membesarkannya.

Atau pria melihat bahwa satu wanita tidak cukup untuk menjaga
kehormatannya, karena suasana hati mendorongnya untuk lebih banyak
menyalurkan biarahinya, berbeda dengan istrinya yang justru
sebaliknya. Atau istrinya memiliki watak yang tidak disukai,
menjengkelkan suaminya, atau waktu menstruasinya panjang, berakhir
hingga lima belas hari perbulan, dan dia melihat dirinya dipaksa untuk
melakukan salah satu dari dua hal: menikah lagi, atau zina yang
merusak agamanya, harta dan kesehatan, dan akan lebih buruk bagi istri
ketimbang menyertakan seorang wanita lagi dengannya disertai
perlakuan adil, sebagaimana syarat kebolehan dalam Islam. Oleh karena
itu, perzinahan diperbolehkan di negara-negara di mana poligami
dilarang secara mutlak.'”®

BAB 1V
PENDAPAT ABDUH TENTANG POLIGAMI
TINJAUAN MAQASID SYARIAH DAN RELEVANSINYA
DENGAN KHI

178 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 349.

163



A. Pendapat Abduh Tentang Poligami Tinjauan Maqasid
Syariah

Dapat dipahami bahwa teori maqasid syariah dalam

hukum Islam, sebagaimana disyari’atkan oleh Allah dengan

tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan

umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun

masyarakat.'”’

Abduh dikenal sebagai mufasir yang tafsirnya
dikategorikan sebagai tafsir magasidi, yakni:

oo Al sl b 3 kol B A oY1 4 a3l sl i
oS ona

Tafsir yang di dalamnya mengimprovisasikan tinjauan
bahasa dan kemaslahatan dalam memahami maksud dan
tujuan sang pencipta dari al-Qur’an.'*

179 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial,
cet.2, (Jakarta: Penamadani, 2005), 19.

180 M. Ainur Rifqi, Tafsir Magqasidi Building Interpretation
Paradigm Based on Mashlahah, Jurnal Millah, Vol. 18, No. 2, Februari (2019),
431.

164



Tujuan Allah ialah kemaslahatan manusia. Abduh
cenderung mengkombinasikan antara riwayat yang shahih
dan nalar yang rasional, yang diharapkan bisa menjelaskan
hikmah-hikmah syari’at sunnatullah, menolak segala
bentuk syubhat yang dilontarkan materialisme dan
pembangkang,  menegakkan  hujjah-hujjah  Islam,
menjelaskan aturan Islam yang tinggi untuk memperbaiki
umat manusia. Dengan menampilkan hikmah al-tasrt,

sunah-sunah Allah dalam masyarakat.'®!

Jhonson menyebutkan bahwa Abduh adalah salah
satu pakar yang mengerti betul tentang kajian maqasid
syariahnya Syatibiy yang dikaitkan dengan konsep

maslahah.'®?

Abduh memang tidak merumuskan kerangka teori
magqasid Syariah secara mandiri, namun ia menjadikan
Istihsan dan Istslah sebagai hal yang dikaitkan dengan
maqasid Syariah untuk dapat lebih operasiaonal dalam

hubungannya, yakni menetapkan maqasid syariah sebagai

181 Uswatun Hasanah, Hermeneutik, Model dan Karakteristik
Penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam tafsir al-Manar, Vol. 9,
No.2, Desember 2015, 325. Lihat juga Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir al-
Manar, 65.

132 David L. Johnston, Epistemology and Hermeneutics of Muslim
Theologies of Human Rights, Jurnal Die Welt des Islam, New Series, Vol. 47,
Issue 2 (2007): 160.
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landasan hukum. Abduh juga menjadikan Istihsan sebagai
konsep cara akal dalam mengungkap pesan ilahi secara

obyektif dan rasional.'*?

Penulis sepakat bila poligami diperketat dan
dipersulit ruang lingkupnya, karena fakta sejarah
terbentuknya UU perkawinan dan KHI di Indonesia juga
merupakan respond, dari berbagai unjukrasa masyarakat
khususnya kaum hawa yang menuntut intervensi negara
untuk mengatur pernikahan. Lebih khususnya karena

praktik poligami yang dipraktikkan sewenang-wenang.'™*

Di sisi lain penulis tidak setuju dengan Abduh yang
menolak poligami dengan alasan potensi mafsadah yang
diklaimnya, Abduh menjelaskan:
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183 Johnston, A Turn in the Epistemology and Hermeneutics of
Twentieth Century Usil al-Figh, in Islamic Law and Society, Vol. 11, No. 2.
2004, 161.

184 Untung Yuwono, “Ketika Perempuan Lantang Menentang
Poligami”, Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Vol. 10. No. 1 April
(2008): 3.
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Poligami bertentangan dengan hukum asal, bertentangan
dengan kesempurnaan, dan bertentangan dengan
ketenangan jiwa, cinta, maupun kasih sayang yang
merupakan rukun pokok dari kehidupan berumah tangga.
Maka tidak sayugyanya bagi seorang muslim melalukan
poloigami kecuali kondisi darurat, serta memenuhi syarat
keadilan di dalamnya. Level adil adalah di bawah level
ketenangan jiwa, cinta, maupun kasih sayang, bahkan
tidak ada di baliknya kecuali kezaliman seseorang terhadap

dirinya sendiri, istrinya, anaknya, dan bangsanya, dan Allah
- 185

tidak menyukai orang-orang yang menzalimi.

Padahal tidak ada nash yang menyatakan larangan,
hanya saja larangannya bila syaratnya tidak terpenuhi, dan
meskipun demikian tidak berpengaruh terhadap keabsahan
akad nikahnya, artinya akad nikah poligami tetap sah
namun suami berdosa apabila tidak memenuhi syaratnya,

dan dapat diperbaiki dikemudian hari.'*

Abduh membolehkan hanya dalam kondisi darurat
saja, kita tau dalam maqasid syariah level darurat itu adalah
kebutuhan teratas yang di bawahnya terdapat, hajiyyah
kemudian tahsiniyyah. Konsekuensi dari ijtihad Abduh ini
adalah kaidah dalam usul fikih bahwa sesuatu yang

dibolehkan karena darurat hukum asalnya haram. Seperti

185 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 350.
186 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim.
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makan bangkai, hanya dibolehkan kondisi darurat, berarti
makan bangkai hukum asalnya adalah haram, dan harus

sesuai kebutuhan, dalam kaidah fikih;
Wapdds A5 oy 2

Kondisi-kondisi darurat harus disesuaikan dengan
kadarnya.'®’

Kemudian jika diperbolehkannya karena darurat, di
sisi lain konsekuensinya wajib makan bangkai tersebut

ketika darurat tersebut, karena kaidah fikih;

Sesuatu yang diharamkan ketika diperbolehkan, maka
hukumnya menjadi wajib.'*®

Oleh karena menghindari yang haram adalah wajib,
maka tidak boleh dilanggar kecuali karena hal yang wajib,
kaidah fikih menyatakan;

187 Jalal al-Din al-Suyiti, Ashah Wa AI-Nzd'ir, (Beirut: Dar al-Kutub Al-
‘Ilmiyyah, 1403 H), 281.
188 Al-Suyiitt, ASbah Wa Al-Nza’ir, 148.
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Sesuatu yang wajib tidak dapat ditinggalkan kecuali karena
hal yang wajib.'®

Apabila Abduh hanya membolehkan poligami
dalam kondisi darurat, maka konsekuensinya, ketika
seseorang mampu dengan syarat poligami maka hukumnya
wajib berpoligami, hal ini tidak pernah difatwakan Abduh.
Bahkan sebaliknya Abduh membolehkan poligami jika
darurat, mana mungkin hal yang asalnya dilarang,
kemudian dilanggar dengan hal yang bersifat boleh atau
mubah. Konsekuensi mubah ini bertentangan dengan arti
darurat itu sendiri, yang seharusnya darurat itu kondisi
sedemikian urgen dan sangat penting, hingga wajib dan
harus direspond dan diberi solusi, dalam maqasid dijelaskan
Al-Satibt, Al-Maslahah — memiliki tiga  klasifikasi

berdasarkan tingkatan kekuatan dan kejelasnnya, yaitu:

a) Kebutuhan primer yakni hal-hal terpenting dalam hidup
yang berkaitan dengan eksistensinya manusia. Artinya
kesempurnaan kehidupan manusia bergantung pada hal
tersebut. Hal-hal tersebut merupakan pilar pokok dalam
magqasid syariah.

b) Kebutuhan sekunder, yakni hal-hal yang dibutuhkan

manusia sebagai kebutuhan dan jika tidak terpenuhi

189 Al-Suyiitt, ASbah Wa Al-Nza'ir.
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maka terjebak dalam kesusahan, akan tetapi dibawah
level tingkat primer dariri. Seandainya hal tersebut tidak
dipenuhi atau terabaikan, maka kehidupan mausia tetap
terjaga namun terjebak dalam kesusahan atau repot.
Artinya eksistensinya diperlukan oleh manusia untuk
memnuhi kebutuhannya agar lebih mudah dan ideal.

¢) Kebutuhan tersier, atau kebutuhan tingkat tersier ialah
ibarat hiasan bernilai estetik untuk memperindah
kehidupan manusia. Jika tidak ada pun, manusia tidak
akan rusak dan tidak dalam kerupekan. Eksistensinya
bersifat penyempurna, dan tidak pokok atu tidak terlalu
dibutuhkan seperti dua hal di level atasnya, namun baik

dan bagus untuk memperindah kehidupan.'*°

Penulis lebih sepakat dengan jumhur ulama yang
menyatakan poligami sebagai praktik mubah bersyarat.
Perlu dicatat, tidak semua hal mubah itu baik dan disukai,

dalam kaidahnya “ss Ls¢ » -l IS _-Jy” artinya tidak semua hal

yang mubah itu disukai,'”' karena ijmak dan nash yang
nampak baik dalam hadis ataupun al-Qur'an, dan karena

mayoritas ulama tidak sepakat dengan mu'tazilah kaitannya

190 A1-Satibi, Al-muwafaqat fi usiil al-ahkam, 8.
191 Wahbah Al-Zuhailiy, Tafsir Al-Wasit, 283.
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dengan baik dan buruk adalah bukan bersumber dari akal

namun dikembalikan pada nash, dalam kaidah disebutkan:

.6@:‘5‘”rﬁYJ%ﬁchcﬁ.ngMyw\jcaf\)\ﬁ;&\

Hakim penentu adalah Allah, akal tidak dapat menentukan
baik dan buruk, tidak juga menghalakan dan
mengharamkan.'*?

Sebaliknya menurut Abduh, Hal ini karena Abduh
dalam  akidahnya  terpengaruh  Mu'tazilah  yang

menggantungkan nilai baik dan buruk pada akal.

Hukum mubah ini lebih tepat karena prajtek
poligami sudah ada pada zaman babi bahkan sebelumnya
bahkan lagi dipraktikkan nabi. Adapun ayat poligami
sendiri hanya membatasi jumlahnya, tidak bicara hukum
asalnya, karena dalam usul fikih dijelaskan indikator
suesuatu berhukum mubah salah satunya adalah istiqra' atau
pengakuan nabi dalam arti tidak dilarang nabi padahal telah
diketahui,

:oL?‘y\u@@A@wmwww—@i—bpyuwj
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192 Abii al-Hasan ‘Alf al-Hanbali, al-Tahbir Sarh al-Tahrir, (Riyad:
Maktabah al-Rusd, 1998), 729.
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Hukum mubah juga dapat disimpulkan dari contoh praktik
Nabi dalam suatu kesempatan. Ketika terjadi dalam kondisi
konkrit dan dengan spesifik yang jelas. Bukan tempatnya
dalam kesempatan ini untuk memaparkannya atau
menguraikan pembahasannya yang panjang. Namun terdapat
di dalam kitab berjudul ‘Af’al al-Rasiil."**

Dalam hal mengoreksi konsep pemahaman dan
menetapkan fakta, kita harus tahu bahwa Islam datang untuk
membatasi poligami, dan tidak datang denagn membawa
konsep poligami seperti yang disangkakan orang lain.
Diceritakan dari Salim, dari ayahnya; bahwasannya Goilan
al-Taqofi memeluk Islam dan memiliki sepuluh wanita
dalam asuhannya, sehingga Nabi saw berkata kepadanya:
"Pilih empat dari mereka".'”> Dari hadis ini, tampak bagi
kita bahwa Islam mengatur pembatasan jumlah istri yang
banyak, dan di sisi lain, tidak ada perintah bagi orang yang
telah menikah dengan satu istri untuk menikahi yang lain, hal

ini karena poligami tidak maksud dan tujuan awal utama,

193 Tbnu al-Qayyim, Bada'i’ al-Fawa 'id, (Kairo: Dar al-Hads, 1999),
jilid IV, 4.

194 Al-Qayyim, Bada’i’ al-Fawa'id, 4.

195 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Kairo: Dar al-Hadis,
1999), jilid 4, 15.
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melainkan seorang laki-laki menikah lagi karena alas-alasan

kemanfaatan dan kepentingan umum.

Menurut Abduh, poligami tidak diintruksikan dalam
al-Qur’an secara terpisah dari penyebabnya, Allah SWT
berfirman: Jika Anda takut tidak adil dengan anak yatim,
maka nikahilah wanita pilihan anda, dua atau tiga atau empat,
[An-Nisa’: 3]. Mereka yang menafsirkan ayat mulia ini atau
mempelajarinya sebagai sistem sosial kemanusiaan,
menafsirkannya secara terpisah dari alasan utama
diturunkannya ayat tersebut, yaitu adanya anak yatim dan

janda-janda.

Poligami diasosiasikan menyertai anak yatim, di mana
mereka mengekstrak firman Allah: nikahilah wanita yanag
baik bagi kalian, dua, tiga dan empat' (Q.S. al-Nisa/4: 3)
tanpa menyelaraskan dengan firman sebelumnya, yang
memang dirumuskan dengan sistem bersyarat (dan jika anda
takut tidak berbuat adil) (Q.S. al-Nisa/4: 3) interpretasi
seperti itu tidak layak dan tidak tepat. Selanjutnya kebolehan
tersebut disyaratkan dengan berlaku adil, karena ayat
selanjutnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan-perempuan yang yatim (bilamana
kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain)
yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang
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demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya
(Q.S. al-Nisa/4: 3)."¢

Filsuf terkenal Jerman “Arthur Schopenhauer”, seperti
dikutip oleh musthof mengatakan: “Hukum pernikahan di
Eropa pondasinya korup, menyamakan perempuan dengan
laki-laki, anda membuat kami membatasi diri pada satu istri,
jadi kami kehilangan setengah dari hak kami, dan
melipatgandakan tugas kami ... - sampai dia berkata: - dan
tidak ada sejarah kaum wanita hancur di suatu bangsa karena
melegalkan poligami, yang suaminya dapat bertanggung
jawab penuh. Wanita kami yang telah menikah jumlahnya
sedikit, sedangkan yang masih lajang tidak terhitung,
bertaruh hidup tanpa yang menanggung urusannya, antara
perawan dari kelas atas mereka menua dengan resah dan
bingung, dan antara makhluk lemah dari kelas bawabh,
merangkul kesulitan, menanggung kesulitan pekerjaan, dan
mungkin direndahkan dan menjalani hidup sengsara yang
diselimuti rasa malu dan aib."”’

London sebagai satu bangsa dengan 80.000 anak perempuan
pada umumnya, merusak kehormatannya karena
ketegangannya dengan sistem pernikahan, dengan klaim
cukup sistem monogami, fakta yang menyakitkan
kehormatan wanita Eropa, dan klaim-kaim lain atas diri
mereka. Akan tetapi sekarang kita kembali dengan sistem
poligami sebagai kenyataan bagi seluruh jenis wanita.'*®

19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,

(Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005).

197 Mustafa Mustafa al-Galayini, al-Islam Riih al-Madinah, cet. ke 2,
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 224.

198 Al-Galayni, al-Islam Riih al-Madinah, 224.
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Muhammad juga Abduh menyatakan:
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Tetapi karena alasan-alasan yang membolehkan poligami
adalah kebutuhan darurat yang harus sesuaikan kadar
kebutuhanya, dan laki-laki seringkali terdorong untuk
melakukannya demi memuaskan hawa nafsu dan bukan
untuk kepentingan atau kemaslahatan. Sedangkan ideal dan
kesempurnaan, yang merupakan prinsip adalah tidak
melakukan poligami. poligami dalam Islam adalah suatu
keringan, bukan suatu kewajiban, bukan pula suatu yang
dianjurkan, dan suatu larangan. Kondisi yang diucapkan
oleh ayat yang mulia itu, dan ditegaskan dengan
pengulangan, maka renungkanlah. '*
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Prinsip dasar tentang apa yang Allah ciptakan dari segala
sesuatu dan bermanfaat adalah boleh dan mubah, dan tidak
ada yang dilarang kecuali apa yang disebutkan dalam nash
yang jelas dan otentik dari pembuat syariah untuk
melarangnya. *%°

199" Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 350.
200 Al-Suyiitt, Asbah Wa Al-Naza'ir, 183.
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Menurut Abduh, poligami adalah keringan atau
ruhsah sangat meluas disebutkan oleh para ulama. Imam a/-
Gazali mendefinisikan ruhsah sebagai, sesuatu yang
dibolehkan  kepada  seseorang  mukallaf  untuk
melakukannya kerana uzur. Sedangkan Imam a/-Baidawi
mendefinisikan ruhsah sebagai, hukum yang berlaku tidak

sesuai dengan dalil yang ada kerana keuzuran. 2!

Kemudian jika poligami difahami hanya sebagai
hukum alternatif/ruhsah, maka patut dipertanyakan, ikut
kategori ruhsah yang mana, antara ibdal, isqath, tangish.
Pemahaman abduh bahwa legalitas poligami hanya sebagai
ruhsah, maka secara tidak langsung menurutnya ayat
poligami ini masuk ranah hukum syara’ kategori hukum

wad'iy versi rubsah,
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Hukum syara’ adalah firman Allah yang menuntut
manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau

memilih antara berbuat atau meninggalkan, atau yang

201 Ab@i ‘Al bin Muhammad Amidi, al-Ihkam fi Usil al-Ahkam,
(Beirut: Dar al-Fikr, 2000, jilid I, 122.
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menuntuk untuk menjadikan sesuatu menjadi ruksah atau
‘azimah.***

Padahal wulama mufasir mengomentari ayat
poligami dengan mengategorikannya dalam ranah hukum

‘azimah tolab atau tahyir. Abduh menjelaskan:
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Bagi orang yang menganalisa dan mencermati kedua ayat
poligami tersebut, maka akan nampak baginya bahwa
berpoligami dalam Islam merupakan suatu yang ruang
geraknya diperketat dan susah diupayakan. Seakan
berpoligami hanya sebuah emergency exit yang pintunya

hanya dibuka dalam kondisi khusus yang berat. Disertai
syarat berlaku adil agar terjauh dari sifat lalim. 23

Melarang poligami ini jelas bertentangan dengan
kaidah diturunkannya Ajaran Islam yang seharusnya

bernuansa fasamuh dan memudahkan seperti dalam hadis:

PIPTN{ P W RES TS

202 Wahbah al-Zuhailiy, al-Wajiz Fi Ushu al-Figh, (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiah, 2000), jilid I, 299.
203 Abduh, Tafsir al-Qur’dn al-Hakim, 350.
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Aku diutus dengan membawa agama yang lurus

dan mudah (HR. Imam Ahmad). ***

Untuk mengimplementasikannya, sudah
seharusnya justru membangun tema membumikan poligami.
Mengingat sejarah Aturan undang-undang nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan dalam sejarah pembentukannya
didasari diantaranya sebab praktik sistem poligami yang
kacau dan tidak sesuai normal keadilan. Hal itu didukung
juga dengan adanya desakan demonstrasi dari kaum wanita
pada masa itu untuk mendesak pemerintah mengatasi
problem praktik poligami yang semena-mena. Namun,
sebagaimana istilah membunuh tikus tanpa membakar
lumbungnya, dalam kaidah fikih md ld yudrak kulluh la
yutrak jalluh,*® maka sudah sepatutnya solusinya adalah
sistem poligaminya yang diperbaiki dengan aturan hukum
tetap bukan mengharamkan atau melarang poligami secara

total.

Sudah menjadi fenomena umum bagi peminat
poligami sangatlah wajar dan banyak, namun di sisi lain
problem umumnya adalah, seringkali peminatnya tidak

mampu secara finansial. Masalah semacam ini yang

204 Hanbal, Musnad Ahmad, 115.
205 Al-Suyiitt, Asbah Wa Al-Nza'ir, 156.
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seharusnya diatasi, akan tetapi fakta di lapangan, yakni
adagium masyarat mencela poligami dan menganggapnya
tabu, tidak terkecuali pengaruh besarnya dari di sinetron
dan media sosial. Terlebih lagi aturan UU perkawinan yang
mendasarkan pernikahan menganut sistem monogami. Hal
lain juga dipicu oleh suami yang terlalu mencintai istrinya,
yang mana hal tersebut bertentangan dengan hadis nabi
yang menganjurkan untuk mencintai wanita sewajarnya
saja.

Tidak dipungkiri memang wanita sebagai hiasan
dunia bahkan yang terindah sebagaimana hadis faman kanat
hijrotuhu ila dunyd aw imro'ah, hal ini justru bisa
meningkatkan motivasi individu yang menjalar ke
komunitas suatu bangsa. Hal tersebut karena faktanya
secara umum wanita dapat menjadi motivasi terbaik dalam
kompetisi laki-laki dalam mencari nafkah. Kita semua
mengetahui bahwasannya Islam tidak melarang seseorang
menyalurkan syahwatnya, yang menjadi fitrah manusia.
Islam hanya mengaturnya agar tidak berkonsekuensi

menjadikan manusia lalim, supaya terarahakan dengan baik.

Kita ketahui dalam sejarahnya saat tradisi poligami
ada, Islam tidak menghapusnya, namun membuatkan

payung hukum dan aturan yang dapat meminimalisir
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berbuat lalim dalam mempraktikkan poligami tersebut.
Aturannya diantaranya dengan diturunkannya dua ayat
tentang poligami yang menyinggung dua arti keadilan.
Sesorang yang tidak membedakan arti keadilan dalam dua
ayat tersebut maka ia bertolak belakang denga konsensus
ulama. Hal ini jelas bertentangan dengan kaidah ijmak
ulama yang seharusnya menjadi hukum tetap tidak dapat

diubah.

Poligami memang ilegal di negara barat, namun di
sisi lain kita semua tahu barat memberlakukan sex bebas
dan bahkan menjadikan masalah perkawinan sebagai hal
privat yang tabu ketika dipertanyakan. Aturan tersebut jelas
merupakan praktik alternatif yang tidak pas dalam agama

Islam.

Pada masa lalu saat tidak dapat berlaku adil maka
cukup dengan satu istri saja, namun di sisi lain diberi
alternatif selain berpoligami yaitu dengan mengumpulkan
budak bersama dengan istri dalam satu waktu. Budak ini
yang sudah tidak mungkin dijumpai di masa sekarang
sehingga tidak bisa dijadikan alternatif ketika seseorang
ingin berpoligami namun tidak dapat berlaku adil. Dalam

kondisi tersebut memang ahli fikih sepakat tidak
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disyaratkan adil, sebagaimana yang dipaparkan Ibnu ‘ASir

dalam tafsirnya:
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Jika Anda takut bahwa Anda tidak akan adil, dan itu adalah
dorongan untuk membatasi diri pada satu wanita atau
poligami dengan budak, karena dapat menghalangi
kezaliman. Dengan cara ini keadilan bukanlah syarat dalam
poligami dengan budak, hal ini merupakan pendapat
mayoritas ahli fikih dalam masalah kepemilikan budak. *%°

Penulis mengingat pendapat Quraish Shihab, beliau
mengatakan: “Bukankah hingga kini peperangan tidak
kunjung bisa dicegah yang lebih banyak merenggut nyawa
laki-laki daripada perempuan? Sehingga hal ini
mengundang beberapa puluh tahun yang lalu, sekian
banyak wanita Jerman menghimbau agar poligami dapat
dilegalkan walaupun untuk beberapa bulan saja. Sayang
himbauan ini ditolak oleh pihak pemerintah dan gereja,
sehingga prostitusi dalam berbagai bentuk prostitusi

merajalela”.?"’

206 < Agiir, Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, 222.
207 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah,
(Jakarta: Pustaka Firdaus,2000), 342.
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Poligami sendiri dalam Islam bertujuan untuk
memuliakan perempuan, terutama untuk perempuan yatim,
anak-anak dan janda. Tujuan poligami sendiri adalah untuk
menjaga keutuhan pernikahan dari perceraian. Maksudnya,
ketika seorang istri mengalami ketidak mampuan dalam
menjalankan tugasnya sebagai istri, seorang laki-laki diberi
pilihan menambabh istri lagi daripada menceraikan istri yang

memiliki kekurangan tersebut. 2%

Kebanyakan mereka melakukan pernikahan siri
tanpa pencatatan resmi. Sah dalam agama namun belum
diakui secara hukum negara, praktik seperti ini akan
menimbulkan konflik ketika pernikahan siri itu terungkap,
istri pertama atau istri sebelumnya tidak terima dan
menggugat suaminya, sehingga menyebabkan perceraian.
Masalah lain yang ditimbulkan adalah ketika poligami
semacam ini berlangsung lama, maka aka nada konflik
antar anak, cekcok berkepanjangan yang membuat

hubungan keluarga menjadi berantakan.

Poligami yang dilakukan secara sembunyi ini juga
rentan dengan penelantaran anak dan istri, ketika laki-laki

lebih condong dengan istri barunya, istri lama dan anak

208 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 350.
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hasil dari pernikahan sebelumnya diacuhkan, tidak
dinafkahi dan diterlantarkan. ~ Kasus-kasus seperti itulah
yang menyebabkan munculnya kritik-kritik feminisme
tentang kebolehan pernikahan khususnya masalah poligami.
Komnas Perempuan mencatat, pihaknya menerima banyak
pengaduan perempuan dan anak yang menjadi korban
poligami.*”

Peneliti juga mengakui bahwa banyak laki-laki
yang tidak berkecukupan secara ekonomi, tidak pula
memiliki masalah dengan istri pertama tetapi memutuskan
poligami secara sepihak dengan dalih hukumnya mubah
dalam Islam dan tidak diiringi rasa tanggung jawab untuk
mengemban rumah tangga poligami sehingga menimbulkan
konflik antar istri baik perihal perekonomian yang
berantakan sampai kepada perasaan pilih kasih yang

dirasakan istri-istrinya.

Namun kasus-kasus yang timbul tersebut tidak
boleh menjadikan kita mengharamkan syariat poligami,
karena aturan poligami dalam Islam hadir sebagai solusi

yang paling manusiawi ketika dihadapkan dengan kondisi

209 Andy Yentriyani dkk, Kita Bersikap, Empat Dasawarsa
Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perjalanan Berbangsa, (Jakarta:
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009), 60.
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yang rentan dengan perbuatan zalim. Semua kembali
kepada bagaimana cara kita sebagai muslim yang taat
dalam memahami dan menerapkan ayat poligami tersebut
dengan bijak dan penuh kehati-hatian agar tercipta maslahat

sesuai tujuan mulia poligami.

Setiap aturan dalam Islam pasti mengandung
magqasid atau maslahat yakni tujuan penting, baik hak Allah
maupun Hak hambanya. Karena menjaga kemaslahatan
umat adalah poin utama dalam agama Islam. Oleh karena
itu, Abduh, ulama pembaharu dan tokoh nasionalis Mesir,
dalam a/-Manar mengajukan tiga alasan mengapa poligami
harus ditinjau ulang di masa sekarang. Mempersempit
ruang praktik poligami bertujuan menjaga kemaslahatan

umum, diantaranya:

1. Meminimalisir dampak mafsadah umum dengan
mengorbankan  mafsadah individual . artinya
kepentingan umum lebih diutamakan dari individu.
Mengingat hanya minoritas orang yang sanggup berlaku
adil. Demi terjaganya kesalhatan keluarga dan anak
anak yang memang harus dirawat dengan baik sesuai
dengan tuntutan maqasid syariah berupa hifz al-nasl.
Abduh menyatakan, melarang poligami secara total,

akan menimbulkan mafsadah individual, namun
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membolehkan poligami dengan mudah dan luas juga
dampak mafsadahnya jelas, terutama kaitannya dengan
rumah tangga keharmonisannya. Dampak negatif yang
besar itu adalah merugikan keharmonisan keluarga itu
sendiri. Islam selalu ingin peningkatan derajat wanita,
hal ini tidak akan terwujud jika poligami merajalela dan

dibebaskan.

. Kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada

mengambil kemaslahatan.

. Hukum dengan segala ketentuannya, harusnya
disesuaikan dengan perkembangan zaman, masa Nabi
poligami diintruksikan untuk melindungi perempuan
lemah seperti janda dan anak yatim. Dalam undang-
undang modern sudah banyak pasal yang digunakan
melindungi wanita yang lemah atau terlantar, bahkan
sudah dibentuk lembaga hukum yang profesional, oleh
sebab itu, patutnya poligami harus dipersempit dan
diperketat. Negara harus mempersempit ruang poligami.

Sebagaimana fatwa kontroversi Abduh:
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Boleh bagi hakim untuk melarang poligami guna
menjaga rumahtangga dari kerusakan. 2'°

Begitu juga aturan yang ada di negara lain tentang
pologami patut dipertimbangkan. Negara [sam seperti [rak
yang melarang poligami, lalu Tunisia juga melakukan hal
serupa karena didukung fatwa Ibnu ‘Asir murid dari Abduh,
kemudian Maroko, Jordania, Mesir, dan Pakistan yang
tidak melarang tegas namun diterapkat aturan ketat

sebagaimana di negara kita.

Contoh konkritnya adalah aturan di Maroko yang
menyatakan, dilarang berpoligami apabila suami
dihawatirka tidak mampu adil, dan memberi ruang untuk
istri menggugat cerai apabila suaminya berpoligami. Di
Pakistan misalnya juga memberi ruang hak istri gugat cerai
apbila nberpoligami namun tidak adil dalam bermuasaroh
dengan istri-istrinya. Ter,masuk sanksi yang bera untuk pria

berpoligami dengan mengabaikan syaratnya.*"!

210 Muhammad ‘Imarah, A/-A ‘mal Al-Kamilah Li Al-Imam
Muhammad Abduh, (Beirut: Al-Mu’ssasah Li Al-Tauzi® Wa Al-Nasr, 1980),
124,

U1 Edi Darmawijaya, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum
Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia),
Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.
34,
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B. Relevansi Pendapat Abduh Tentang Poligami Dengan
KHI

Tidak diragukan lagi, bahwa Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, diatur untuk melindungi hak-hak
perkawinan. Demi mencapai kemaslahatan perkawinan di
dunia dan akhirat. Untuk mengimplementasikan semua ini,
perlu dibuat aturan dan dirumuskan pasal-pasal dalam suatu
undang-undang yang tentunya disesuaikan dengan maqasid
syariah. Jika aturan undang-undang tersebut sesuai dengan
tujuan syariat, maka tidak dianggap penyalahgunaan hak,

begitu pula sebaliknya.

Relevansinya  pendapat abduh  diantaranya
mendasarkan pendapatnya pada magqasid syariah dengan
mengidealkan sistem monogami sebagaimana aturan
poligami di Indonesia. Di sisi lain, pembatasan poligami
dalam ayat tersebut masih dalam konteks perbudakan yang
legal, apalagi sekarang konteks perbudakan sudah
dihapuskan. Tidak dipunkiri bahwa di sisi lain terbukti di

Indonesia juga dikenal adanya isbat poligami.

Pendapat Abduh yang memperketat poligami
adalah sangat relevan dengan aturan yang ada di KHI.
Abduh juga termasuk ulama yang berbeda dengan ulama

terdahulu yang membebaskan poligami tanpa intervensi
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pemerintah, namun Abduh mengintruksikan pemerintah
untuk andil dalam hal pernikahan khususnya dalam hal
poligami, agar dapat menjamin dan memberi perlindungan
kepada perempuan dan keluarga, negara harus
mempersempit ruang poligami. Fatwa Abduh di Mesir yang

dianggap kontroversi adalah:
sl pr sel) Bloo Slmgill suad mis O (Sll 52

Boleh bagi hakim untuk melarang poligami guna menjaga
rumahtangga dari kerusakan. *'2

Menurut penulis syarat adil adalah syarat ideal
poligami, yang relevan dengan asas pernikahan ideal di
Indonesia. Menurut Abduh adil syarat sebagai syarat
dibolehkannya poligami, namun jika tidak adil maka
poligami tetap sah namun, haram melakukan poligami.
Adapun KHI sendiri, menjadikan adil sebagai syarat sahnya
poligami, agar sesuai dengan maqasid syariah, tanpa syarat
tersebut, poligami tidak akan diizinkan. Namun di
Indonesia juga dikenal dengan istilah isbat poligami.
Menurut penulis sah dalam KHI adalah absah dalam

administrasi negara, meskipun dalam hal ini penulis sepakat

212 “Imarah, Al-A ‘mal Al-Kamilah, 124.
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karena tugas negara memang mencarikan solusi terbaik
untuk warganya dengan kata kain jika tidak adil, agama
anggap sah namun tidak dianjurkan karena rawat berbuat
lalim, dan negara tidak merestui atau terjadilah poligami

sirri, kaidah fikihnya;

Aball by e )l e sLY O3y

Kebijakan = pemerintah  atas  rakyatnya,  harus
memperhitungkan kemaslahatan.?'?

Menurut Abduh tradisi poligami boleh saja
ditiadakan dan negara boleh ikut andil dan ikut mengatur
poligami dengan aturan yang ketat, sebagaimana yang ada
dalam atura KHI, atau bahkan melarang secara mutlakn
sebagaimana di Tunisia dan Turki modern. Menurut Abduh
dikarenakan dampak mafsadah poligami yang mendominan,

menurut Abduh:
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213 Jalal al-Din al-Suyiitt, A§hah Wa Al-Nza’ir, (Beirut, Dar al-Kutub
Al-‘TIlmiyyah, 1403 H), 83
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Adapun kebolehan mencabut tradisi ini, maka tidak ada lagi
yang diragukan, karena syarat poligami adalah untuk
memastikan berlaku adil. Syarat ini tidak dapat terpenuhi
dengan pasti. Apbila dijumpai pada satu dari jutaan, maka
tidak dapat dijadikan kaidah atau rumusan. Jika sudah
dominan dampak negativnya pada banyak orang dan sudah
jelas kebanyakan laki-laki tidak bisa berlaku adil terhadap
istri-istrinya, maka boleh bagi hakim atau orang alim untuk
melarang poligami secara mutlak, karena memelihara sisi
dominan. Serta buruknya perlakuan suami terhadap istrinya
ketika poligami, dan tidak dapat memenuhi hak-hak istrinya,
maka boleh bagi hakim atau penguasa untuk melarang
praktik poligami karena dampak negatif yang dominan.?"*

Pasal dalam KHI mengatur poligami dan
menjadikan keadilan sebagai prasyarat poligami yang
mendasar. Sebagaimana yang dinyatakan dalam poin kedua
pasal lima puluh lima: “Syarat dasar dalam poligami adalah,
suami harus adil terhadap istri dan anak-anaknya.” Syarat
mendasar ini tentu datang untuk menjaga maqasid nikah
atau tujuan asli dari pernikahan, yaitu untuk melestarikan

keturunan, dan untuk mencapai Magasid Tabi'ah atau

214 Rida, Majallah al-Manar, 29
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tujuan bersifat tambahan, berupa pelestarian hak-hak

perkawinan.

Berlaku  adil  terhadap  istri-istri  adalah
mengimplementasikan kemaslahatan antara istri dan anak-
anaknya dan memenuhi hak-hak mereka. Ketidakadilan
antar istri dan anak-anaknya adalah menyalahgunakan hak-
haknya yang mengarah pada perpecahan dan kerusakan
rumah tangga. Jika tidak terpenuhi syarat keadilan, maka
undang-undang melarang praktik poligami. Oleh karena itu,
undang-undang datang dengan syarat keadilan dan
menganggapnya sebagai prasyarat pokok untuk mencapai
kemaslahatan dan mencegah penyalahgunaan dalam

penggunaan hak-hak perkawinan.

Setelah ditetapkannya syarat dasar pokok tersebut,
kemudian dirumuskan di pasal ke lima puluh enam tentang
syarat yang ke dua, yakni terpenuhinya izin dari pengadilan.
Izin dari pengadilan diberikan dengan persetujuan dari Istri
dan bukti kesanggupan suami memenuhi kebutuhan istri-

istri dan anak-anak.

Para ahli fikih klasik tidak mensyaratkan izin dari
pengadilan untuk poligami. Sebaliknya, mereka hanya
menetapkan keadilan sebagai syarat utamanya. Patut

diperhatikan bahwa undang-undang menetapkan syarat
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tambahan, yaitu izin pengadilan berdasarkan persetujuan
Istri dan bukti pemenuhan hak istri dan anak. Hal tersebut
adalah pertimbangan kemeslahatan dan [jtihdd Magasidi
dihadapan aturan yang dilegalkan. Karena ijtihadnya
bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah
penyalahgunaan dalam penggunaan hak-hak perkawinan.
Kemaslahatan ini termasuk dalam maslahah mursalah,
yang tidak disebutkan dalam syariah, menunjukkan
pengakuan atau pembatalannya. Dengan demikian,
kemaslahatan tersebut adalah hwujjah atau argumentasi
dengan catatan jika masih termasuk dalam koridor maqasid
syariah atau tujuan syariah dan tidak bertentangan dengan
al-Qur’an, Hadis Nabi, ataupun konsensus para ulama atau

dikenal ijma’.

Selain itu, dalam pasal lima puluh tujuh, undang-
undang menetapkan bahwa pengadilan berhak untuk
memberikan izin bagi seorang suami untuk menikah lebih

dari satu dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Jika istri tidak memperhatikan hak-hak suami,
2. atau jika istri memiliki cacat jasmani,

3. atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,

4. atau istri yang tidak dapat hamil.
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Situasi semacam ini, yang dinyatakan undang-
undang, adalah kasus darurat dalam poligami yakni
terwujudnya tujuan melestarikan keturunan, baik yang
Magasid al-Asliyah maupun Tabi'ah atau tambahan.
Sedangkan kodifikasi undang-undang tidak menolak
praktik penyalah gunaan hak perempuan dalam ruamh
tangga, atau tidak membela hak-hak perempuan di dalam
rumah tangga. Seolah-olah undang-undang mengatakan:
Seorang pria diizinkan untuk menikah lebih dari satu istri

jika dalam kondisi tiga kasus khusus itu saja.

Setelah menganalisis istilah hukum keluarga
Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
dan menghubungkannya dengan tujuan syariah, maka

ditemukan point sebagai berikut:

1. Hukum Keluarga Indonesia diundangkan untuk
mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat dan untuk
mencegah  penyalahgunaan  penggunaan  hak
perkawinan. Dan bahwa hukum keluarga Indonesia
melindungi hak-hak laki-laki dan wanita dengan
sistem yang ideal, adil dan seimbang. Hasilnya adalah,
Hukum keluarga Indonesia diatur untuk menolak

penyelewengan dalam praktik berpoligami dan
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ijtihadnya atau istinbatnya dalam perumusannya telah

disesuaikan dengan tujuan Syariah Islam.

2. Membatasi aturan dalam poligami berdasarkan tujuan
Syariah, sebagaimana dinyatakan sebelumnya, “Hukum
keluarga Indonesia mendefinisikan, mengatur dan
membatasi poligami dengan persyaratan-persyaratan
yang tidak kami temukan dengan ahli hukum fikih
klasik. Berupa izin dari pengadilan, yang dilakukan
dengan persetujuan istri dan membuktikan jaminan
terpenuhinya hak-hak istri dan anak-anak. Mengingat
kondisi ini, bagai dua sisi mata uang, yakni dapat

menyebabkan manfaat dan kerugiannya.

Di antara manfaat kemaslahatan tersebut dan
merupakan yang terpenting adalah mencapai keadilan dan
menjaga hak-hak istri dan anak-anak. Pembatasan aturan
hukum poligami membawa kemaslahatan khusus yang
menguntungkan keluarga muslim. Di sisi lain akan tetapi
pembatasan hukum poligami dapat menyebabkan bahaya
atau mafsadah dengan adanya potensi meminimalisisr
keturunan yang pada dasarnya dianjurkan Islam dan
bermunculnya perawan tua di kalangan perempuan, dan
munculnya korupsi moral di masyarakat. Sedangkan yang

dimaksud dengan “dr’u al-mafasid muqaddmun ‘ala Jalb
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al-msalih” tidak bisa diterapkan dalam kasus poligami.
Karena aturan ini berlaku jika potensi mafsadah terjadi
secara dominan kebanyakan bukan sekedar prasangka
ataupun ilusi. Perlu dicatat bahwa mafsadah yang telah
disebutkan sebelumnya adalah prasangka dan ilusi, karena
mungkin dan berpotensi baik dalam pernikahan poligami
ataupun monogami. Samahalnya bahwa mafsadah dapat

ditolak dan diantisipasi.

Adapun klaim menyedikitkan keturunan, dapat
ditolak dan diantisipasi dengan memiliki anak dari istri
pertama tanpa perlu poligami. Atau Klaim bahwa perawan
tua membenarkan poligami, prinsip dasar dalam
masyarakat adalah keseimbangan antara jumlah laki-laki
dan jumlah laki-laki. Perempuan dan masalah perawan tua
tidak hanya menyangkut perempuan dan tidak terjadi di
kalangan laki-laki, karena ini adalah masalah yang terjadi
bagi kedua jenis kelamin. Jadi klaim bahwa melagalkan
poligami akan mengarah pada pengurangan masalah
perawan tua adalah klaim yang salah. Adapun klaim
munculnya kerusakan moral akibat aturan poligami dalam
undang-undang, ini adalah ilusi yang salah karena klaim ini
ditemukan didukung oleh alasan-alasan lainnya. Hal itu

bisa diantisipasi dan dihilangkan dengan nasehat istikomah
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untuk dekat kepada Allah dengan kebijaksanaan dan nasihat
yang baik.

Kesimpulannya adalah bahwa membatasi hukum
dalam kasus poligami ini sisi kemaslahatan dan
kebaikannya melebihi atas mafsadahnya atau sisi
negatifnya. Membatasi hukum dalam berpoligami adalah
melindungi hak-hak istri dan anak-anak. Jika hukum tidak
membatasi, lebih banyak mafsadah, kejahatan akan terjadi,
seperti kurangnya perhatian terhadap hak-hak istri dan anak.
Kemaslahatan dalam membatasi aturan hukum keluarga
Indonesia dalam masalah poligami lebih banyak dari

mafsadahnya.

Kesimpulan dan hasil pencarian setelah penelitian

dan analisis ini, peneliti dapat mencapai poin-poin berikut:
Pertama: bahwa poligami memiliki tujuan:
1. al-Asliyah atau utama,
2. dan Tabi'ah atau tambahan.

Maksud dari tujuan aslinya adalah poligami adalah
demi memelihara keberlangsungan keturunan. Adapun
tujuan yang melekat padanya, Kembali kepada
terpeliharanya hak perkawinan, dan yang paling penting

adalah meningkatkan kekuatan pemuda bangsa Islam dan
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mengurangi fenomena perawan tua di kalangan perempuan,
dan cara mengatasi masalah etika yang muncul dalam

masyarakat.

Kedua: aturan poligami di Indonesia menetapkan
syarat poligami, yakni berupa keadilan dan izin pengadilan,
yang dilakukan dengan persetujuan istri dan bukti
kesanggupan suami untuk melaksanakannya tugas

pokoknya memenubhi hak istri dan anak.

Ketiga: aturan poligami di Indonesia diundangkan
untuk mencapai kepentingan dunia dan akhirat dan menolak
mafsadah poligami yang korup. Kepentingan untuk
membatasi aturan poligami di Indonesia menunjukkan
bahwa itu lebih mungkin daripada mafsadah dalam
pembatasan aturannya. Jadi, aturan poligami di Indonesia
pada umumnya telah merumuskan pasal-pasalnya dan
membangun yurisprudensinya dalam menentukan syarat-
syarat pengendalian dan pembatasan sesuai dengan tujuan

syariat Islam.

Pemikiran poligami Muhammad Abduh menurut
peneliti sangat relevan dengan Undang-undang poligami
yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Sama-sama
memberikan syarat dan ketentuan yang berat. Di sisi lain,

penafsiran Muhammad Abduh tentang poligami masih
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memperhatikan aspek sosiologi, ekonomi, psikologi serta
kultur masyarakat yang akan selalu berubah seiring

berjalannya waktu.

Mari kita lihat pendapat Muhammad Abdubh di atas,
beliau menyayangkan kelonggaran tentang praktik
poligami yang merupakan pendapat mayoritas ulama
terdahulu. Hal tersebut dikukuhkan oleh murid Muhammad

Abduh yang menyatakan:

OF oW1 0B gl (3 el LoV O3 Syl sas Ol
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Sesungguhnya poligami bertentangan dengan dasar pokok
ikatan pernikahan. Prinsip dasarnya adalah bahwa seorang
pria hanya memiliki satu istri yang akan bersamanya sama
seperti dia sebagai istri dari seorang suami, akan tetapi
poligami hanya kebutuhan darurat untuk problem sosial,
terutama di negara-negara yang suka berperang seperti
bangsa Islam. Poligami hanya diperbolehkan karena
darurat, dan ditetapkan bahwa tidak boleh ada
ketidakadilan dan perbuatan lalim.*'?

Muhammad Abduh  menginginkan  adanya

persempitan ruang gerak poligami bagi laki-laki yang ingin

215 Abduh, Tafsir al-Qur'an al-Hakim, 350.
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berpoligami jika memang darurat atau urgen, sebagaimana

Abduh menyatakan:

PHLoVL Y adl wsle wlmedl siws Aflaas
g)

artinya, masalah poligami hadir sebagai alternatif
bukan hukum asal, seperti poligami dengan wanita yang
menjanda akibat suaminya meninggal di medan perang.
Karena hal ini dilakukan oleh Rasulullah saw ketika umat
Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut
Abduh, poligami masa sekarang sudah beda dengan masa
diturunkannya ayat poligami, menurutnya:
Jr dge (3 oo (G L L OV ol e sl S5 (3

Di dalam sistem poligami tersebut, terdapat banyak bahaya
di masa sekarang yang tidak dijumpai pada masa turunnya
wahyu.*'¢

Abduh juga menyatakan mendukung negara dalam
hal ini pengadilan yang berwenang untuk memperketat
praktik poligami, menurut Abduh:

LS00 o8 13 3aadl sl Awlil K e OS] 2ty
aypal) SO JUH &

216 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim.
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Diwacanakan kemungkinan para hakim melarang poligami
dengan mempersempit ruangnya, jika telah merebak
dampak negativnya, seperti yang terjadi di daerah-daerah
Mesir.”"’

Poligami dan talak adalah murni hak pertimbangan
dari laki-laki, dan tidak ada kewenangan untuk
melepaskannya dari dirinya kecuali atas dasar syariat dan
agama, jadi pada prinsipnya tidak boleh mengambilnya hak
tersebut darinya. Ada beberapa cendekiawan muslim
termasuk Syeikh Muhammad Abduh, mantan Mufti Besar
Mesir, dalam beberapa kajian, kritik, dan majlisnya telah
menyerukan pemikiran untuk mempertimbangkan kembali
tentang poligami. Mereka membenarkan hal ini sebagai
masalah politik. Ketika suami dihawatirkan mengabaikan
hak-hak istri dan anak-anaknya, maka persyaratan izin
pengadilan dalam poligami dan perceraian pada saat itu
adalah masalah pembatasan terhadap apa yang mubah atau
yang boleh, yang ditempuh dengan menyesuaikan
kebutuhan untuk menjaga hak-hak dan menjaga keluarga.
Sebagaimana Imam Malik Radhiyallahu 'anhu, berkata:

113

b2 . Lo P s A4
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27 Abduh, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, 350.
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artinya, banyak aturan baru terhadap kasus-kasus
dengan menyesuaikan kadar lalim atau kesalannya. Redaksi
tersebut juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz,

semoga Allah merahmatinya.*'®

BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertama, pemikiran Muhammad Abduh tentang poligami dalam
konteks zaman sekarang, sama sekali berbeda dengan zaman
wahyu diturunkan. Keadilan adalah syarat pokok dalam poligami,
jika tidak mampu maka haram melakukan poligami. Menurut

Abduh pernikahan idealnya adalah dengan sistem monogami,

218 Abii al-Walid al-Baji, al-Muntaqa Sarh al-Muwatta', (Libanon:
Dar al-Kitab ‘IImiayyah, 1998), jilid VI, 140.

201



adapun poligami hanyalah sebagai emergency exit atau pintu
darurat yang hanya dibuka atau dibolehkan ketika kondisi darurat.
Sedangkan batasan poligami adalah hingga empat istri.

Adapun persangkaan sebagian orang tentang batasan poligami
lebih dari empat adalah kesimpulan yang salah yang menyalahi
kaidah lenguistik atau gramatikal arab. Ketentuan poligami
harusnya ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan tuntutan
zaman dan keadaan sekitarnya. Izin untuk melakukan poligami
harus dipahami sedemikian rupa sehingga pada periode sebelum
kedatangan Islam poligami yang tidak dibatasi.

Muhammad Abduh berpikir tentang poligami yang menyatakan
bahwa poligami harus diperketat. Hal ini selaras dengan aturan
poligami yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam yang
memperketat dan tidak mengizinkan poligami kecuali jika
terpenuhinya syarat adil dan kesiapan ekonomi untuk menopang
kebutuhan istri-istri maupun anak-anak. Negara sudah sepatutnya
ikut serta memperketat poligami karena sudah menjadi tugas
negara adalah menciptakan. Termasuk memberi syarat tambahan
berupa izin dari pengadilan yang didukung dengan persetujuan
dari istri pertama. Kecuali apabila kondisi tertentu di mana istri
tidak mungkin dimintainizin, maka akan ditinjau ulang oleh

pejabat berwenang. Menurut Abduh, jika poligami tetap dilakukan
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tanpa memenuhi syarat-syarat pokoknya, maka pernikahannya
tetap sah, namun orang tersebut terkena dosa.

Menurut Abduh adil adalah syarat pokok dalam poiligami,
sekaligus sebagai syarat dibolehkannya poligami, jika tidak adil
maka haram berpoligami, berbeda dengan KHI yang menjadikan
Adil sebagai syarat sahnya poligami. Menurut penulis sah dalam
administrasi negara, meskipun dalam hal ini penulis sepakat
karena tugas negara memang mencarikan solusi terbaik untuk
warganya dan bukan hanya bicara halal dan haram. Poligami tanpa
syarat pokoknya tidak sah menurut administrasi negara, dengan
kata lain jika tidak adil, negara tidak merestui, atau terkadang

berimplikasi terjadinya poligami sirri, kaidah fikihnya;

imlall by ae )l Je sVl Oy

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya, harus memperhitungkan
kemaslahatan.*"”
B. Saran

Harus berhati hati dalam hal poligami ini karena meskipun
memiliki legalitas hukum akan tetapi perlu diwaspadai karena rawan
terjerumus dalam tindakan yang lalim. Akan tetapi tidak boleh juga
menginkari poligami karena sudah jelas dinas dalam al-Qur’an dan

dipraktikkan dari masa ke masa oleh sebab itu di sini perlunya negara

219 Al-Suyiiti, Asbah Wa Al-Nza'ir, 83
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intervensi dengan membuat kan payung hukum dan aturan yang tetap
sebagaimana masalah pernikahan pada umumnya.

Poligami di masa sekarang memang dilematis, satu sisi jika
dibolehkan namun sangat sulit karena tuntutan dan persaingan hidup di
masa modern ini. Dahulu masih ada alternatif lain ketika tidak mampu
berpoligami yaitu dengan para budak atau hamba sahaya, namun

sekarang sistem perbudakan sudah dihapuskan.
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